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TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALOPO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264
ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029




) .

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
19);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangksah Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita
Daerah Kota Palopo Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026,

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

1)
(@)

(3)

Daerah adalah Kota Palopo.

Wali Kota adalah Wali Kota Palopo.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonon:.

Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak
Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 {satu) tahun.

Pasal 2
RKPD Tahun 2026 ditetapkan untuk periode 1 {satu) tahun.
RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV SASARAN DAN FRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; DAN
BAB VH PENUTUP
RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimeksud pada ayat (2} tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini.



Pasal 3
RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
pelaksanaan program pembangunan dari RPD Tahun 2024-2026.

Pasal 4
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 31 Juli 2025

Pj. WALI KOTA PALOPO,

FIRMANZA DP

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 31 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,
ILHAM —
BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2025 NOMOR 16
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PERATURAN WALI KOTA PALOPO

NOMOR : 16 TAHUN 2025

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2026

BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam melaksanakan Amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
mengamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan Nasional dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan
masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut
meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah, juga berpedoman
Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan
masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana pembangunan daerah yang
dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi daerah dan nasional. Perencanaan Pembangunan daerah dirumuskan dengan
prinsip responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan yang diwujudkan dalam
dokumen RKPD.

Tahapan penyusunan RKPD ini merupakan hasil kinerja Tim melalui proses yang sistematis yaitu : pembentukan
tim, pengumpulan data, identifikasi permasalahan, telaah dokumen, diskusi dan perumusan secara keseluruhan. RKPD berisi
tujuan, sasaran dan target kinerja pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota
Palopo.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan
dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran. Dokumen RKPD Kota
Palopo Tahun 2026 disusun sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan tahapan :

a. Persiapan Penyusunan RKPD;

b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;

c. Penyusunan Rancangan RKPD;

d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;

e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan
f. Penetapan.

Muatan dalam dokumen RKPD tahun 2026 merupakan penjabaran secara operasional per tahun dari dokumen RPD
Kota Palopo Tahun 2024-2026, yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan, serta berfungsi sebagai pedoman
bagi Perangkat Daerah dalam penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2026 yang
mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) mengacu pada
RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Tahun 2024-2026, RKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 yang
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas
pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat. RKPD juga selanjutnya diseleraskan dengan renja Perangkat Daerah tahun 2026.
Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang
mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan
bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
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yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara
perencanaan dan penganggaran, RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan
KUA dan PPAS untuk menyusun APBD.

Diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, menjadi starting point bagi Pemerintah Kota Palopo dalam menyusun
perencanaan pembangunan daerah. Nomenklatur yang semula hanya pada level program dan kegiatan, kini menjadi
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Pengelolaan data perencanaan pembangunan yang semula menggunakan aplikasi E
Planning, harus berganti dengan menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Peremerintahan Daerah) yang disediakan
oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dinamika perkembangan ekonomi makro Kota Palopo sampai dengan tahun 2024 menggambarkan bahwa
pertumbuhan ekonomi Kota Palopo lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya walaupun pertumbuhannya melambat,
pengurangan persentase penduduk miskin juga berjalan dengan baik termasuk tingkat pengangguran terbuka. Pada aspek
kesejahteraan masyarakat, pendapatan per kapita masyarakat Kota Palopo juga masih tertinggal dibandingkan Kota
Makassar dan Pare-pare, sementara gini rasio dan inflasi meski cenderung membaik, tetapi belum signifikan. Beberapa
kondisi ekonomi makro ini menjadi perhatian utama dalam penyusunan RKPD Kota Palopo 2026.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Palopo Tahun 2026 ini antara
lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 6409);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4186);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194;
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

217.

28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-
2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangkah Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kota /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 868);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis
Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1891);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu
Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 86);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
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45,

46.
47.

48.

49.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 435);

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 239);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024
Nomor 7.)

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 12);
Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender;

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2041
(Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2024 Nomor 4);

Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun
2024-2026 (Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2023 Nomor 13).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPD dan RKPD Kota Palopo Tahun 2026

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dengan menyelaraskan tujuan dan sasaran pembangunan
Nasional sebagaimana yang tercantum dalam RPD Kota Palopo Tahun 2024-2026, Penyusunan RKPD 2026 Kota
Palopo memperhatikan isu strategis dalam RKP Nasional dan sesuai dengan perkembangan kondisi daerah sehingga
terjadi keselarasan antara pembangunan pusat dan daerah. Pembangunan Daerah sendiri sejatinya merupakan
subsistem dari Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten/Kota harus mengacu kepada RPD.

Penyusunan RKPD 2026 Kota Palopo diseleraskan dengan RPJPD 2025-2045 serta RPD Kota Palopo Tahun
2024-2026 yang merupakan tahun ke tiga pelaksanaannya, konsistensi antara semua dokumen perencanaan harus
menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD Kota Palopo Tahun 2026, RKPD yang memuat kebijakan, pogram dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat, RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan KUA-
PPAS dimana Renja-PD adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun,.
Penyusunan Renja-PD lingkup Pemerintah Kota Palopo mengacu pada RKPD Kota Palopo Tahun 2026, selanjutnya,
menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
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1.4. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan RKPD Kota Palopo Tahun 2026 adalah sebagai :

Menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026;

Menjadi pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;

Menjadi pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan Kota /kota; dan

Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS).

HownE

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen RKPD Kota Palopo Tahun 2026 ini adalah :

1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah;

2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegitan Tahun 2026;

3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan
yang berkelanjutan;

4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

5. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelengaraan pemerintahan daerah;

6. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kota Palopo.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kota Palopo Tahun 2026, disusun dengan sistematika berdasarkan kaidah peraturan yang berlaku, sebagai
berikut:

BAB | PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, Dasar hukum penyusunan, Hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta
Sistematika Penulisan RKPD.

BAB Il GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan gambaran kondisi umum kondisi daerah meliputi aspek Geografi, aspek kesejahteraan
masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD
sampai tahun berjalan dan realisasi RPIMD serta Permasalahan pembangunan daerah.

BAB Il KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
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Bab ini menjelaskan gambaran kinerja Arah kebijakan ekonomi dan arah kebijakan keuangan daerah.
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas Pembangunan daerah Tahun 2026.
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menjelaskan kerangka pendanaan tahun 2026, program prioritas pembangunan daerah serta rencana program
dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2026 yang akan dilaksanakan.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menggambarkan target tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator
Kinerja Kunci (IKK) yang akan dicapai pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menjelaskan substansi dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026.
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BAB 11
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI UMUM KONDISI DAERAH

Kota Palopo merupakan salah satu pemerintahan kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi
Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186.

Kota Palopo sebelumnya berstatus sebagai kota administrasi sejak tahun 1986 dan merupakan bagian dari Kabupaten
Luwu yang kemudian berubah menjadi kota otonom pada tahun 2002 tertanggal 10 April 2002. Pada awal berdirinya sebagai
kota otonom, Palopo terdiri atas 4 (empat) kecamatan dan 20 (dua puluh) kelurahan. Namun seiring dengan perkembangan
dinamika pembangunan Kota Palopo di berbagai sektor, sehingga untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada
masyarakat, maka pada tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2005 wilayah kecamatan
dan kelurahan kemudian dimekarkan menjadi 9 (Sembilan) kecamatan dan 48 (empat puluh delapan) kelurahan.

Tahun 2024 Kota Palopo telah berusia 22 tahun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2023
yang menetapkan hari jadi Kota Palopo pada tanggal 10 April 2002. Penetapan hari jadi merupakan momentum berdirinya
pemerintahan Kota Palopo sebagai daerah otonom. Pelaksanaan pemerintahan Kota Palopo melalui pendekatan 7 (tujuh)
dimensi yaitu, 1) dimensi religi, 2) dimensi pendidikan, 3) dimensi olahraga, 4) dimensi adat/budaya, 5) dimensi dagang, 6
dimensi industri dan 7) dimensi pariwisata.

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
A. KARAKTERISTIK LOKASI DAN WILAYAH
1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kota Palopo tercatat 273,23 km persegi yang meliputi 9 kecamatan dan 48 kelurahan dengan
batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kabupaten Luwu
Sebelah Selatan : Kabupaten Luwu
Sebelah Timur : Teluk Bone
Sebelah Barat : Kabupaten Toraja Utara

Kecamatan terluas di Kota Palopo adalah Kecamatan Wara Barat dengan luas 101,64 km persegi atau
mencakup 37,20 persen dari luas Kota Palopo secara keseluruhan. Sedangkan, kecamatan dengan luas terkecil
adalah Kecamatan Wara dengan luas 4,42 km persegi atau hanya sebesar 1,62 persen dari luas Kota Palopo. Rincian
luas wilayah kecamatan dengan perbandingan persentase luas wilayah kota Palopo sebagai berikut :

Tabel 2.1
Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Wilayah
Menurut Kecamatan di Kota Palopo Tahun 2024

Wara Selatan Songka 4 10,66/ 15,11 5,85
“Sendana Sendana 4 36,09/ 35,05 13,58
“Wara Dangerakko 6 11,49/3,97 1,54
Wara Timur Malatunrung 7 12,08/5,34 2,07
Mungkajang Mungkajang 4 53,8/37,5 14,52
WaraUtara Salobulo 6 10,58/5,69 427122
[Bara | Temmalebba 5 23,35/22,00 8,52
Telluwanua Maroangin 7 34,34/35,75 13,85
[WaraBarat | Tomarundung 5 54,13/97,72 21,87/37,85
] 48 247,52/258,17

Sumber : BPS Kota Palopo, 2025.

Jarak antara Kota Palopo ke Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, adalah 390 km. Jarak
seluruh ibukota kecamatan ke ibukota Kota Palopo semua relatif dekat, berkisar antara 1 — 5 km, yang terjauh adalah
ibukota Kecamatan Telluwanua dengan jarak tercatat sekitar 12,00 km. Secara administrative Kota Palopo
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2022
— 2041 dapat dilihat pada Grafik berikut :
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Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Palopo
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Selain memiliki wilayah daratan, Kota Palopo juga memiliki wilayah kepulauan yang dapat dilihat digaris pantai
Kota Palopo. Pulau tersebut adalah Pulau Libukang. Pulau Libukang adalah salah satu pulau yang berada di Teluk
Bone dan secara administratif masuk pada wilayah Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara. Wilayah Pulau

Libukang Kota Palopo dapat dilihat pada Grafik berikut ini :

Gambar 2.2
Peta Pulau Libukang Kota Palopo
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Sumber : www.google.com/maps/place
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2) Letak dan Kondisi Geografis
Kota Palopo terletak di jazirah utara Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak pada titik koordinat antara
2°53°15”-3°04°08” Lintang Selatan dan 120°03'10"- 120°14'34" Bujur Timur.
3) Topografi
Wilayah Kota Palopo sebagian besar merupakan dataran rendah dengan keberadaannya di wilayah pesisir
pantai. Sekitar 62,85% dari total luas daerah Kota Palopo, menunjukkan bahwa yang merupakan daerah dengan
ketinggian 0 — 500 mdpl, sekitar 24,76% terletak pada ketinggian 501 — 1000 mdpl, dan selebihnya sekitar 12,39%
yang terletak diatas ketinggian lebih dari 1000 mdpl. Secara garis besar keadaan topografi Kota Palopo terdiri dari
3 variasi yaitu dataran rendah sepanjang pantai, wilayah perbukitan bergelombang dan datar di bagian tengah, serta
perbukitan dan pegunungan di bagian barat, selatan dan sebagian di utara.

Gambar 2.3
Peta Topografi Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan
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Sumber : https://petatematikindo.wordpress.com

4) Geologi

Struktur lapisan dan jenis tanah serta batuan di Kota Palopo pada umumnya terdiri atas 3 jenis batuan beku.
Batuan metamorf dan batuan vulkanik serta endapan alluvial yang hampir mendominasi seluruh wilayah Kota
Palopo. Penyebaran jenis batuan dan struktur lapisan tanahnya mempunyai kecenderungan batuan beku granit dan
garbo serta beberapa intrusi batuan lainnya. Kemudian dijumpai pula batuan beku yang merupakan jejak aliran larva
yang telah membeku yang bersusunan balastik hingga andesitik. Batuan sedimen yang dijumpai meliputi batu
gamping, batu pasir, untuk mendukung pembangunan dan bangunan di kawasan Kota Palopo. Ketersediaan tanah
urukan, pasir serta batuan di wilayah Kota Palopo cukup tersedia yang terhampar di beberapa sungai Battang, sungai
Latuppa, dan sungai yang berbatasan dengan Kabupaten Luwu Kecamatan Lamasi atau Walenrang.

5) Hidrologi
Kota Palopo memiliki panjang garis pantai kurang lebih 21 kilometer dengan kondisi hidrologi pada
umumnya dipengaruhi oleh sumber air yang berasal dari Sungai Bambalu atau biasa disebut Sungai Battang, Sungai
Latuppa, Sungai Boting, dan dan beberapa anak sungai serta mata air dengan debit yang bervariasi. Keberadaan
sungai-sungai tersebut berpotensi dikembangkan bagi kepentingan pariwisata, misalnya permandian alam dan
rafting. Selain itu, dipengaruhi juga oleh sistem hidrologi saluran perkotaan, yakni kanal-kanal yang hulunya
terletak di dalam kota dan bermuara di laut. Kondisi hidrologi Kota Palopo secara umum terdiri atas air tanah dan
pada umumnya terdapat pada kedalaman 40-100 meter dan air permukaan yang paada umumnya berupa sungai dan

genangan.

6) Klimatologi
Seperti wilayah lain di Indonesia, Kota Palopo beriklim tropis dengan tipe iklim hutan hujan tropis (Af)
yang ditandai dengan curah hujan yang cenderung tinggi hampir sepanjang tahun. Curah hujan tahunan di kota
Palopo berkisar antara 2100-2700 mm per tahun dengan rata-rata bulanan di atas 100 mm per bulan dan jumlah hari
hujan lebih dari 120 hari per tahunnya. Curah hujan maksimum terjadi pada bulan Juni dengan rata-rata curah hujan

RENGANA KERIA PEMERINTAH DAERAH
BAB Il &niitaenim 8



RKPD Tghun 2026
Kota

TAHUNR2025
o~ P N—

di atas 300 mm per bulannya dengan hari hujan terbanyak yakni sebanyak 21 hari hujan. Suhu udara rata-rata di
Kota Palopo berada pada angka 21 °C-32 °C dan tingkat kelembapan nishi sebesar +81%.

Tabel 2.2
Data Iklim Kota Palopo

Data iklim Paiopo, Sulawesi Selatan, Indonesia
Bulan Jan @ Feb  Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des @ Tahun
Rata-rata
tertinggi °C (*F)
Rata-rata
harian *C (*F)
Rata-rata
terendah °C Fa 8y &
CONEEE L 207 | 220 303 341 301 247 | 123 260 | 235 | 2734
(inci) (B815) | (8.66)  (11.93) (13.43) | (11.85) | (9.72) : 401 (10.24) | (9.25) | (107,63)
Rata.rata hari B '
hujan
% kelembapan

Rata-rata sinar ) ) :
etk i 261 252 196 175 160 154 165 171 180 221 236 245 2416

Sumber : Climate-Data.org

7) Penggunaan Lahan
a) Kawasan Lindung
Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian
lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa
guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009
tentang pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah, secara substansial penetapan kawasan lindung
mengakomodasi kawasan-kawasan berikut :
- Badan Air
Badan air merupakan palung sungai yang tersebar di seluruh wilayah Kota Palopo.

- Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya bertujuan untuk memperbaiki dan
menjaga iklim mikro, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kawasan,
dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati. Kawasan lindung yang memberikan perlindungan
terhadap kawasan bawahannya mencakup kawasan resapan air. Kawasan yang memberikan perlindungan
terhadap kawasan bawahannya di Kota Palopo berupa kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 8.250
(delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan) hektar, terletak di Kelurahan Latuppa, Kelurahan Kambo,
Kelurahan Battang, Kelurahan Battang Barat, Kelurahan Padang Lambe, Kelurahan Lebang, Kelurahan
Murante dan Kelurahan Peta.

- Kawasan Perlindungan Setempat
Kawasan perlindungan setempat bertujuan untuk melindungi keberlangsungan sumber air baku, ekosistem
daratan, keseimbangan lingkungan kawasan, menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dan
lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, serta meningkatkan keserasian lingkungan
perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.
Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, dan kawasan
sempadan danau atau waduk. Kawasan perlindungan setempat Kota Palopo seluas kurang lebih seluas kurang
lebih 93 (sembilan puluh tiga) hektar terdapat di Kelurahan Temmalebba, Salu Battang (Sungai Battang), Salu
Tombang (Sungai Marobo), Salu Paringan (Sungai Salubattang) Salu Pengmengke (Sungai Padang Lambe),
Salu Karetan (Sungai Karetan), Salo Lemperante (Sungai Lemperante), dan Salu Bambalu (Sungai Bambalu).

- Ruang Terbuka Hijau Kota

Rencana pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) disesuaikan amanat Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
di Kawasan Perkotaan. RTH dikelompokkan ke dalam beberapa jenis berdasarkan tipologinya, yakni dari segi
fisik, fungsi, struktur, dan kepemilikan. Berdasarkan kepemilikan ruang terbuka hijau terbagi atas ruang terbuka
hijau privat dan ruang terbuka hijau publik. Untuk ruang terbuka hijau privat merupakan RTH milik institusi
tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau
halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Sedangkan ruang terbuka hijau
publik merupakan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan masyarakat
secara umum. Kondisi eksisting RTH Kota Palopo masih jauh dari yang ditetapkan oleh pemerintah dari
alokasi total RTH yang mencapai 30%. Sesuai arahan dari Undang-Undang Penataan Ruang dan Peraturan
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Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 yang mengalokasikan luasan RTH sebesar 30% dengan alokasi
persentase untuk RTH publik 20% dan RTH privat 10%, maka pengembangan RTH Kota Palopo didorong
untuk memenuhi luasan minimal tersebut.

Gambar 2.4
Potensi Ruang Terbuka Hijau Kota Palopo
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@ PEMERINTAH KOTA PALOPO
PROVINSI SI SELATAN

PERATURAN

NSI RUANG TERBUKA HIJAU

Peraturan Daerah Nomor 1

Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2022 — 2041 pasal 39 seluas kurang lebih
564 (lima ratus enam puluh empat) hektar yang terdiri atas rimba kota, taman kota dan pemakaman. Rimba kota
seluas kurang lebih 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) hektar, Taman kota seluas kurang lebih 171 (seratus
tujuh puluh satu) hektar dan Pemakaman seluas kurang lebih 14 (empat belas) hektar.

Lokasi Kelurahan
Peta
Salobulo
Battang
Balandai
Lebang
Sendana
Sampoddo
Songka
Takkalala
Batupasi
Pontap
Salekoe
Temmalebba
Rampoang
To'Bulung
Batu Walenrang
Pentojangan
Padang Lambe
Luminda
Jaya
Sumarambu
Surutanga
Purangi

LUAS (Ha)

Tabel 2.3
Rencana Lokasi dan Luasan RTH Kota Palopo
Rimba Kota (Ha) Taman Kota (Ha)

166 30

70 6

28 1.9

85 25

30
0.5
1.5
1.1
0.1
0.4
0.1
0.1
86
9
4
4
0.1
0.7

379 171

Sumber : RTRW Kota Palopo Tahun 2022 — 2041

Pemakaman (Ha)

2.2
0.5
2.4

0.1

0.3
0.2
1.5
0.3
0.4
0.2
0.5
2.8
0.4
0.9
1.3
14
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Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi adalah kawasan yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara
berkelanjutan. Kawasan ini memiliki ciri khas tertentu dan merupakan satu kesatuan ekosistem. Kawasan
konservasi bertujuan untuk menjaga keanekaragaman hayati, sumber daya alam, dan budaya yang
terkait. Kawasan ini juga berperan dalam mendukung kehidupan manusia. Kawasan konservasi di Kota Palopo
seluas kurang lebih 910 (sembilan ratus sepuluh) hektar terdiri atas kawasan pelestarian alam dan kawasan
konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kawasan pelestarian alam berupa Taman Wisata Alam
Nanggala 111 seluas kurang lebih 889 (delapan ratus delapan puluh sembilan) hektar terletak di Kelurahan
Battang Barat dan Kelurahan Padang Lambe. Sedangkan Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil berupa kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu taman pulau kecil Pulau Libukang
seluas kurang lebih 21 (dua puluh satu) hektar yang terdapat di Kelurahan Balandai.
Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya bertujuan untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman dan/atau
keunikan alam serta situs-situs purbakala sebagai peninggalan budaya. Kawasan cagar budaya berupa kawasan
Masjid Jami Tua di Kelurahan Batupasi dan Istana Datu Luwu di Kelurahan Amassangan seluas kurang lebih
1,5 (satu koma lima) hektar.
Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan ekosistem mangrove berupa kawasan hutan mangrove seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar
terdapat di sebagian wilayah pesisir Kelurahan Temmalebba dan Kelurahan Rampoang.

b) Kawasan Budi Daya

Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar

kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan Budi Daya Kota
Palopo meliputi :

Badan Jalan

Badan jalan berupa badan jalan umum yang tersebar di seluruh wilayah Kota Palopo.

Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 609 (enam ratus sembilan) hektar berupa kawasan hutan produksi

terbatas (HPT) terletak di Kelurahan Salubattang, Kelurahan Pentojangan, Kelurahan Batu Walenrang,
Kelurahan Mancani, Kelurahan Peta, Kelurahan Rampoang, dan Kelurahan To’bulung.
Kawasan Pertanian, meliputi :

o Kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 1.245 (seribu dua ratus empat puluh lima) hektar, berupa
bukan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) seluas seluas 326 (tiga ratus dua puluh enam)
hektar, dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 919 (sembilan ratus
sembilan belas) hektar.

o Kawasan hortikultura seluas kurang lebih 438 (empat ratus tiga puluh delapan) hektar.

o Kawasan perkebunan seluas kurang lebih 7.380 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh) hektar.

o  Kawasan peternakan seluas kurang lebih 249 (dua ratus empat puluh sembilan) hektar.

Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan seluas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar terdiri atas. kawasan perikanan tangkap terdapat

di pesisir Teluk Bone Kelurahan Pontap seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar dan kawasan perikanan budi daya

terdapat di Kelurahan Temmalebba seluas kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) hektar.

Kawasan Pertambangan dan Energi, meliputi ;

o kawasan pertambangan mineral berupa kawasan peruntukan pertambangan batuan seluas
kurang lebih 295 (dua ratus sembilan puluh lima) hektar yang terdapat pada Kelurahan Lebang,
Kelurahan Padang Lambe, Kelurahan Purangi, Kelurahan Mancani, Kelurahan Maroangin, Kelurahan
Jaya, dan Kelurahan Murante. dan

o Kawasan pembangkitan tenaga listrik seluas kurang lebih 6 (enam) hektar terdapat di Kelurahan
Mungkajang.

Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri seluas 350 (tiga ratus lima puluh) hektar terdapat di Kelurahan Maroangin,

Kelurahan Pentojangan, Kelurahan Batu Walenrang, dan Kelurahan Mancani.

Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata seluas kurang lebih 136 (seratus tiga puluh enam) hektar terdapat di Kelurahan Padang

Lambe, Kelurahan Sampoddo, Kelurahan Kambo, Kelurahan Mawa, Kelurahan Salobulo, Kelurahan

Balandai, Kelurahan Temmalebba, Kelurahan Rampoang, Kelurahan To’bulung, Kelurahan Latuppa,

Kelurahan Sumarambu, dan Kelurahan Salekoe.

Kawasan Permukiman, meliputi :

o Kawasan perumahan seluas kurang lebih 5.347 (lima ribu tiga ratus empat puluh tujuh) hektar.

o Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial seluas kurang lebih 255 (dua ratus lima puluh lima) hektar.

o Kawasan ruang terbuka non hijau seluas kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) hektar.

o Kawasan infrastruktur perkotaan seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar
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- Kawasan Campuran
Kawasan campuran seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar terdapat di Kelurahan Batupasi, Kelurahan
Penggoli, dan Kelurahan Pontap.
- Kawasan Perdagangan dan Jasa
Kawasan perdagangan dan jasa seluas kurang lebih 990 (sembilan ratus sembilan puluh) hektar
- Kawasan Perkantoran
Kawasan perkantoran seluas kurang lebih 55 (lima puluh lima) hektar
- Kawasan Transportasi
Kawasan transportasi seluas kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hektar tediri atas:
a Terminal Penumpang Tipe A dan Stasiun Kereta Api di Kelurahan Songka;
a Terminal Penumpang Tipe C di Kelurahan Dangerakko, Kelurahan Maroangin dan Kelurahan Mancani;
a Pelabuhan di Kelurahan Pontap; dan
a Rest Area di Kelurahan Sampoddo.
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Kawasan pertahanan dan keamanan seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar terdapat di Kelurahan Boting,
Kelurahan Amassangan, Kelurahan Batupasi, Kelurahan Balandai, dan Kelurahan Maroangin.

B. POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Pengembangan wilayah Kota Palopo diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang, baik Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan
sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 untuk mengarahkan pembangunan di Kota
Palopo dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, terpadu, dan
berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penataan ruang wilayah Kota Palopo adalah
mewujudkan Kota Palopo sebagai kota modern pusat pelayanan ekonomi dan pelayanan umum terdepan di kawasan
timur Indonesia yang berkearifan lokal dan religius, serta nyaman dan produktif untuk semua.

Kebijakan pengembangan struktur ruang Kota Palopo sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kota Palopo Tahun 2022-2041 sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 terdiri atas:

a.
b.
c.

d.

penyebaran pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan umum skala regional dan skala kota;
pengendalian intensitas fungsi primer kawasan pusat kota;
pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas umum yang integratif, komprehensif, dan menerapkan teknologi
terbaru untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
pengoptimalan pemanfaatan dan pengembangan lahan-lahan marginal di kawasan pesisir dan pantai menjadi lahan
produktif perkotaan;
pengembangan jaringan transportasi baru guna mengefisienkan mobilitas penduduk serta angkutan barang antar
kota dan dalam kota;
peningkatan kualitas kawasan lindung guna mendukung upaya pembangunan kota yang berkelanjutan;
peningkatan daya saing kota melalui program-program inovasi daerah yang berkearifan lokal; dan
pemantapan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Adapun rencana Struktur Ruang Kota Palopo berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo

Tahun 2022-2041 dapat dilihat pada Grafik berikut ini :

Gambar 2.5
Peta Rencana Struktur Ruang Kota Palopo
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Sumber : RTRW Kota Palopo Tahun 2022 — 2041

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
BAB " Gambaran Umym 7

Kondlisi Daera



RKPD Tahun 2026
Rota Paiopo

.
K ————

WILAYAH RAWAN BENCANA

Kota Palopo dilihat dari kondisi geografis, geologi, demografi, ekonomi, topografi, hidrologi dan klimatologi
menjadikan daerah ini rawan terhadap berbagai bencana. Berdasarkan data kejadian bencana yang dihimpun dalam Data
Informasi Bencana Indonesia (DIBI) - BNPB dan data BPBD Kota Palopo sepanjang tahun 2013-2023, terdapat 3 (tiga)
jenis bencana yang sering terjadi di Kota Palopo. Ketiga bencana tersebut adalah banjir, cuaca ekstrim (puting beliung),
dan tanah longsor. Kawasan rawan bencana di Kota Palopo merupakan kawasan yang memiliki kecenderungan terjadi
bencana banjir dan tanah longsor. Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2023 telah melaksanakan Kajian Risiko Bencana
(KRB) Tahun 2024-2028 dan menjadi data pokok dalam pemilihan atau prioritas penanganan bencana dalam Rencana
Penanggulangan Bencana Kota Palopo 2025- 2029. Hasil evaluasi ini menjadi dasar pengambilan keputusan pencegahan
bencana dan tercermin dalam peta risiko bencana dan peta bencana yang kompleks untuk setiap jenis bencana. Kajian
risiko merupakan penggabungan antara indeks/kelas bahaya, kelas kerentanan, dan kelas kapasitas. Hasil dari
penggabungan ketiga indeks/kelas tersebut akan menunjukkan kelas risiko bencana di tiap kelurahan di Kota Palopo.

Potensi bahaya di Kota Palopo teridentifikasi 6 (enam) jenis bahaya yang telah disepakati. Adapun rekapitulasi
hasil kajian seluruh potensi bahaya di Kota Palopo dapat dilihat pada Tabel berikut;

Tabel 2.4
Profil Luas Wilayah Terpapar Bahaya di Kota di Kota Palopo

Total

1 | Banjir 2.083,23 1.936,08 1.482,93 5.502,24
2 Tanah Longsor 6.774,93 2.018,61 9.577,26 18.370,8
3 Cuaca Ekstrim 349,74 4.101,12 7.706,70 12.157,5
4 | Gelombang Ekstrim . 144,0 183,65 327,72
dan Abrasi
5 Gempabumi 24.752,00 - - 24.752,00
6 | Tsunami 51,66 36,18 - 87,84 Sedang

Sumber : Dokumen KRB Kota Palopo 2024-2028

Berdasarkan Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa jenis bencana yang ada di Kota Palopo memiliki tingkat bahaya
yang bervariasi, yaitu Rendah, Sedang dan Tinggi. Bencana yang termasuk tingkat bahaya Rendah di Kota Palopo adalah
bencana gempa bumi, dan tingkat bahaya Sedang hanya bencana Tsunami. Sementara itu bencana dengan tingkat bahaya
Tinggi adalah bencana Banjir, Tanah Longsor, Cuaca Ekstrim, dan Gelombang Ekstrim dan Abrasi. Hasil kajian luas
wilayah terdampak bencana akan sangat berkaitan dengan luas potensi penduduk terpapar untuk setiap jenis bahaya.
Potensi luas terdampak ini dapat menjadi pertimbangan untuk penentuan lokasi dan revisi tata ruang dan perencanaan
pembangunan lainnya di Kota Palopo.

Gambar 2.6
Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana

PEMERINTAH KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
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Tabel 2.5
Tingkat Ancaman Bencana di Kota Palopo

Sumber : Dokumen Kajian Resiko Bencana Nasional Sulawesi Selatan
Tahun 2022-2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa klasifikasi tingkat ancaman bencana di Kota Palopo berada klasifikasi tinggi
meliputi banjir, banjir bandang, dan cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi dan tanah longsor. Potensi bahaya pada
tingkat sedang meliputi likuefaksi, kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan. Sedangkan potensi bahaya gempa bumi,
tsunami serta epidemi dan bahaya penyakit tergolong pada potensi bahaya dengan klasifikasi rendah.

DEMOGRAFI

1) Jumlah Penduduk
Sebagai sebuah kota yang sedang berkembang, Palopo tumbuh dengan ditunjang berbagai macam potensi
wilayah, salah satunya adalah jumlah penduduk. Perkembangan jumlah penduduk di Kota Palopo menunjukkan tren
meningkat setiap tahun. Jumlah penduduk pada Tahun 2020 sebesar 184.681 jiwa meningkat menjadi 195.670 jiwa
pada Tahun 2024. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Kota Palopo
Tahun 2020-2024

Wara Selatan 9.343 9.336

Sendana 3.739 3.642

Wara 15.675 | 15.864

Wara Timur 19.126 19.218

Mungkajang 5.079 4,983

Wara Utara 10.254 10.391

Bara 15.337 | 15.323

Telluwanua 8.041 7.846

Wara Barat 5.850 5.634

Jumlah 92.444 | 92.237

Sumber : BPS Kota Palopo, 2025.
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2)

Distribusi persebaran penduduk antar kecamatan di Kota Palopo pada tahun 2024 menunjukkan sebaran
yang merata. Kepadatan penduduk per kilometer persegi adalah 771 jiwa. Kecamatan dengan kepadatan tertinggi

adalah Kecamatan Wara, dengan 3.258 jiwa per km? sementara Kecamatan Mungkajang memiliki kepadatan
terendah, yaitu 198 jiwa per kmz.

Struktur Penduduk

Secara umum, masyarakat dibagi menjadi dua kelompok utama yaitu berdasarkan usia produktif dan tidak
produktif. Kelompok usia produktif biasanya dianggap sebagai usia 15-64 tahun, sedangkan kelompok usia tidak
produktif terdiri dari anak-anak pada usia 0-14 tahun dan lanjut usia (lansia) 65 tahun keatas. Berdasarkan struktur
kelompok usia, sebagian besar penduduk Kota Palopo berada pada usia produktif. Proporsi kelompok usia 15-64

tahun sekitar 62,62 persen dari keseluruhan penduduk Kota Palopo pada tahun 2024, sedangkan usia tidak produktif
sebesar 37,38 persen.

Grafik 2.1
Jumlah Penduduk Usia Tidak produktif dan Penduduk Usia Produktif Kota Palopo
Tahun 2024

=

Usia Tidak Produktif
Usia Produktif

Sumber : BPS Kota Palopo, 2025.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Palopo memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang besar dan
pembangunan sosial yang lebih baik, karena ditunjang oleh proporsi penduduk produktif yang lebih tinggi. Penduduk
usia produktif memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan produktivitas daerah. Dengan peningkatan
produktivitas, maka daerah dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Dengan pertumbuhan ekonomi
yang lebih cepat, penduduk usia produktif dapat berkontribusi pada pembangunan sosial yang lebih inklusif. Hal ini

dapat meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lainnya bagi seluruh lapisan
masyarakat.

Grafik 2.2
Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Palopo
Tahun 2024
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Sumber : BPS Kota Palopo, 2025. Diolah.
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2.1.2

—

Angka yang menunjukkan tingkat rata-rata pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu
merupakan penjabaran dari laju pertumbuhan penduduk. Beberapa faktor seperti kematian, kelahiran, dan
perpindahan penduduk memiliki pengaruh dalam dinamika penduduk. Dinamika penduduk tersebut memungkinkan
mengubah struktur, komposisi dan persebaran penduduk. Adanya perhitungan laju pertumbuhan penduduk akan
membantu proyeksi perubahan kebutuhan yang harus dipenuhi dan fasilitas pelayanan publik yang perlu disediakan.

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni

budaya dan olahraga, dimana pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil akan mendorong peningkatan kemampuan faktor-
faktor produksi untuk memproduksi barang dan jasa sehingga dapat memacu berkembangnya perekonomian dalam skala yang
lebih besar dan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan penduduk.

1. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

a.

Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah mengupayakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat
yang diikuti dengan distribusi yang semakin merata. Kinerja perekonomian di Kota Palopo dapat tercermin dari
tingkat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonominya. Produk Domestik Bruto (PDB), atau dalam cakupan yang
lebih kecil adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan
sebagai acuan awal untuk menjelaskan kinerja ekonomi. Secara sederhana, PDRB Kota Palopo memberikan Grafik
an mengenai ukuran ekonomi di Kota Palopo. Perhitungan PDRB dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu
berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan pada tahun tertentu. Tahun yang
dipergunakan sebagai dasar penghitungan adalah Tahun 2010.

Data struktur ekonomi menunjukkan aktivitas dan perkembangan mengenai kontribusi setiap lapangan usaha
dalam suatu daerah. Kontribusi setiap lapangan usaha memberikan informasi mengenai lapangan usaha utama
penggerak ekonomi daerah.

Tabel 2.7
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Palopo

Tahun 2020-2024 iMiIiar Ruiiahi

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 884,51 923,60 956 951.24 949.39
Pertambangan dan Penggalian 6,76 7,16 8,06 8.55 8.84
Industri Pengolahan 130,85 134,79 147,42 155.98 163.41
Pengadaan Listrik dan Gas 6,10 6,73 6,59 7.11 7.7
E’ﬁgggdaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur 15.42 15.40 16.45 17,32 18.48
Konstruksi 774,84 816,75 894,51 940.22 947.48
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan 1426,60 | 1.49121 | 1.568.52 | 1648.94 | 1732.73
Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan 268,07 304,64 345,35 367.16 385.3
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 60,02 64,27 68,42 74.18 79.65
Informasi dan Komunikasi 376,60 387,66 409,51 435.33 467.51
Jasa Keuangan dan Asuransi 391,48 423,52 446,9 488.69 511.49
Real Estate 258,25 265,22 283,1 298.69 316.98
Jasa Perusahaan 4,97 5,14 5,68 6.24 6.57
Admlnlstrz_i_m Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 377.01 399,87 400,15 392 6 49599
Sosial Wajib
Jasa Pendidikan 26,576 272,25 270,4 277.42 298.91
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 150,56 172,78 283,83 196.16 211.84
Jasa Lainnya 73,37 77,63 93,85 103.87 118.57
PDRB 5.472,08 | 5.768,28 | 6.104,74 | 6.369,71 | 6.650,07

Sumber : BPS Kota Palopo, 2025

Berdasarkan Tabel 2.5 tentang nilai PDRB atas dasar harga konstan diketahui bahwa dari mulai tahun 2020
sampai dengan tahun 2024 tiga sektor penyumbang paling besar untuk PDRB sama yaitu yang pertama adalah sektor
perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sementara kontributor terbesar kedua adalah sektor
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan yang ketiga adalah sektor konstruksi. Sedangkan 3 (tiga) sektor yang
memberi kontribusi terkecil juga sama dari tahun 2020 hingga 2024 yaitu terkecil pertama adalah jasa perusahaan,
selanjutnya diikuti oleh sektor listrik dan gas, dan terakhir pertambangan dan penggalian.
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Tabel 2.8
PDRB Kota Palopo Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)
Tahun 2020-2024

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.352,04 | 149321 | 1.672,46| 1.716,09 | 1.730,09
Pertambangan dan Penggalian 12,55 13,43 15,57 16,90 17,46
Industri Pengolahan 205,18 216,58 247,16 269,80 289,73
Pengadaan Listrik dan Gas 6,18 6,46 6,74 8,02 8,61
Beigggdaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur 13,61 13,58 14,97 1558 16,62
Konstruksi 1.32543 | 1.45437 | 1.68945| 1.834,10 | 1.861,81

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor

1.963,95 | 2.095,14 | 2.295,74 | 2.488,59 | 2.674,30

Transportasi dan Pergudangan 409,35 485,29 648,31 793,69 858,37
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 87,50 94,27 108,04 119,19 131,24
Informasi dan Komunikasi 374,82 388,18 413,59 443,13 473,20
Jasa Keuangan dan Asuransi 593,39 671,08 772,18 861,24 916,30
Real Estate 403,01 414,50 463,54 472,12 503,11
Jasa Perusahaan 7,46 7,82 9,01 10,26 11,05
Adr_mnlstrg_m Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 624,20 666,24 671,01 667,40 740,49
Sosial Wajib

Jasa Pendidikan 349,40 359,18 362,23 374,33 398,50
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 193,41 223,66 241,47 257,24 278,20
Jasa Lainnya 103,81 111,04 136,42 152,14 174,85

PDRB 8.025,29 | 8714,31 | 9.767,89 | 10.499,83 | 11.083,92

Sumber : BPS Kota Palopo, 2025.

Berdasarkan Tabel 2.8 tentang nilai PDRB atas dasar harga berlaku diketahui bahwa dari mulai tahun 2020
sampai dengan tahun 2024 tiga sektor penyumbang paling besar untuk PDRB sama yaitu yang pertama adalah sektor
perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Kontributor terbesar kedua adalah sektor konstruksi,
dan yang ketiga adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sedangkan 3 (tiga) sektor yang memberi
kontribusi terkecil juga sama dari tahun 2020 hingga 2024 yaitu terkecil pertama adalah jasa perusahaan, selanjutnya
diikuti oleh sektor listrik dan gas, dan terakhir pertambangan dan penggalian. Dibandingkan dengan pertumbuhan
PDRB Sulawesi Selatan dan nasional, Kota Palopo selalu mempunyai pertumbuhan yang lebih tinggi. Akan tetapi di
tahun 2020 saat pandemi Covid-19 Kota Palopo mengalami kontraksi lebih dalam daripada Nasional. Dimana Kota
Palopo mengalami kontraksi sebesar minus 2,26 sedangkan nasional mengalami kontraksi minus 2,07. Di tahun 2028
sampai 2023, Kota Palopo kembali

Laju Inflasi

Inflasi merupakan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan harga jasa yang
dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Salah satu cara untuk
mengetahui stabilitas perekonomian suatu daerah dengan melihat tingkat perkembangan indeks harga konsumen (laju
inflasi). Untuk pendidikan, rekreasi dan olahraga, transportasi, komunikasi dan jasa keuangan menempati kedudukan
paling atas, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan pada bidang tersebut bagi masyarakat Kota Palopo
semakin banyak yang memicu kenaikan harga dari tahun-tahun sebelumnya sehingga hal ini menunjukkan bahwa
masyarakat Kota Palopo sangat membutuhkan sarana pendidikan yang memadai. Lebih dari itu semua, tiga kelompok
besar penyumbang inflasi tertinggi di Kota Palopo secara tidak langsung telah memicu peningkatan kebutuhan pada
kelompok-kelompok lain yang terkait. Perkembangan capaian indikator laju inflasi Kota Palopo Tahun 2020-2024
dapat dilihat pada Grafik berikut ini:

Grafik. 2.3
Laju Inflasi Kota Palopo Tahun 2020 — 2024
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Sumber : BPS Tahun 2025
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Inflasi bulanan sepanjang tahun 2024 di Kota Palopo menunjukkan fluktuasi harga yang terkendali. Pada
tahun 2024 tercatat puncak inflasi terjadi pada bulan Maret yakni 0,90 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK)
sebesar 106,09, sedangkan deflasi terdalam terjadi pada bulan Juni dengan deflasi sebesar 0,32 persen serta IHK pada
bulan Juni sebesar 106,31. Faktor dominan yang mempengaruhi inflasi pada tahun 2024 sebagian besar disebabkan
karena adanya harga-harga untuk Kelompok makanan, minuman dan tembakau; kelompok pakaian dan alas kaki; dan
kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, sebagaimana tertuang dalam grafik berikut;

Grafik. 2.4
Laju Inflasi Kota Palopo Tahun 2024

0.90

0.47 0.4

Jan Feb Mar i Agl t Nop Des

Sumber : BPS Kota Palopo, 2025

Grafik. 2.5
Perkembangan Laju Inflasi Kota Palopo Tahun 2024

Jan Feb Mar Apr Sep Des
Sumber : BPS Kota Palopo, 2025.

Grafik di atas menunjukkan bahwa laju inflasi Kota Palopo di tahun 2024, berdasarkan data BPS,
menunjukkan berbagai angka. Pada bulan Januari 2024, inflasi year on year (yoy) sebesar 2,10%. Kemudian, pada
Februari 2024, inflasi yoy naik menjadi 2,69%. Pada bulan September 2024, inflasi yoy adalah 2,14%. Di bulan
April 2024, beberapa kelompok pengeluaran mengalami inflasi, termasuk kelompok makanan, minuman dan
tembakau sebesar 7,79%, dan kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,70%. Sementara itu, pada Desember 2024,
inflasi yoy sebesar 1,87% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,16.

Pada Desember 2024, seluruh kota IHK di Provinsi Sulawesi Selatan yang berjumlah 8 kabupaten/kota
mengalami inflasi y-on-y. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Luwu Timur sebesar 2,02 persen dengan
IHK sebesar 106,78 dan terendah terjadi di Kabupaten Wajo sebesar 0,68 persen dengan IHK sebesar 106,41. Lebih
jelasnya pada Grafik berikut:
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Grafik. 2.6
Perbandingan Indeks dan Tingkat Inflasi Desember 2024
Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

106.59 106.16
103.32
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==0==Desember 2024 [HK ==0==Desember 2024 Inflasi y-on-y

Sumber : BPS Kota Palopo, 2025.
2. FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah proses pembangunan yang ditujukan untuk
pembangunan sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam kehidupan
manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam
hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat,
perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik.
Indeks ini dihitung dengan komponen Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup, dan
Indeks Daya Beli. Hal ini dikarenakan pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas

manusia.
Grafik. 2.7

Indeks Pembangunan Manusia Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan Indonesia
o
80.77 81.25 82
75.02 78
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Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

Pembangunan manusia di Kota Palopo terus mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. IPM Kota
Palopo tumbuh sebesar 2,34 persen dalam waktu lima tahun terakhir, sebagaimana termuat pada tabel di atas.
Sedangkan pada tahun 2024 tumbuh sebesar 0,59 persen dari tahun 2023. Kota Palopo menempati ranking kedua se-
Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar. Tahun 2024, BPS Kota Palopo telah selesai menghitung IPM dengan UHH
hasil SP 2020 Long Form. Dari hasil penghitungan IPM dengan UHH hasil SP tahun 2020 Long Form menghasilkan
bahwa IPM tertinggi Jawa Timur adalah Kota Makassar sebesar 85,23 berbeda dan Kota Palopo berada di posisi
kedua tertinggi. Terdapat 3 (tiga) daerah dengan kategori sangat tinggi, yaitu Kota Makassar, Kota Palopo, dan Kota
Pare-pare. Sedangkan IPM dengan kategori tinggi terdapat 20 kabupaten, sedangkan IPM dengan kategori sedang
terdapat 1 kabupaten. Kota Palopo menjadi Kota dengan IPM kategori sangat tinggi dengan dasar UHH SP 2020 Long
Form besar kemungkinan dipengaruhi pengeluaran per kapita yang mengalami percepatan pertumbuhan sebesar 4.0
persen.
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b.

C.

Angka Melek Huruf
Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan
menulis dalam huruf latin atau lainnya. Perkembangan capaian indikator angka melek huruf (AMH) di Kota Palopo
dapat dilihat pada Grafik berikut ini:
Grafik. 2 8
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun
di Kota Palopo

98.14
2=
'

2020 2021 2022 2023 2024

Sumber : BPS Kota Palopo, 2025

Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah

Harapan lama sekolah (HLS) merupakan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak
pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah menunjukkan adanya peningkatan dalam lima tahun
terakhir. Sebagaimana data tertuang pada Grafik berikut :

Grafik. 2.9
Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kota Palopo
Tahun 2020 — 2024
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Sumber : Badan Pusat Statisik Kota Palopo, 2025

Harapan lama sekolah menunjukkan adanya peningkatan dalam lima tahun terakhir. Data pada Grafik di
atas menunjukkan anak-anak pada 2024 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menempuh pendidikan selama
15,13 tahun atau hingga diploma I, lebih lama 0,01 tahun dari sebelumnya yang mencapai 15,12 tahun. Angka
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani
pendidikan formal. Terjadi peningkatan selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
Di tahun 2020 angka RLS Kota Palopo adalah 10,76, hal ini berarti rata-rata penduduk Kota Palopo yang berusia
15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,76 tahun atau hampir menamatkan kelas XI. Nilai RLS
tahun 2023 ini naik dari tahun 2021 sebesar 0,25 basis poin.

Angka Partisipasi Kasar
Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah
di pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.
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APK digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK
merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing
jenjang pendidikan. APK Kota Palopo dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik berikut :

Grafik. 2.10
Angka Partisipasi Kasar SD, SMP, dan SMA
Kota Palopo Tahun 2020-2024
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Sumber : BPS Kota Palopo, 2025.

Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi dari jumlah penduduk usia sekolah tertentu yang
sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan
usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APM ditujukan
untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar
penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan
yang sedang ditempuh dan juga untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap usia sekolah.

APM Kaota Palopo dalam kurun waktu lima t ahun terakhir dapat dilihat pada Grafik berikut :

Grafik 2.11
Angka Partisipasi Murni SD, SMP, dan SMA Kota Palopo
Tahun 2020-2024
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Sumber : Dinas Pendidikan Kota Palopo, 2025.
Angka Partisipasi Sekolah
Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah
tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai
dan dinyatakan dengan persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu
daerah. Berikut adalah APS Kota Palopo Tahun 2020-2024:

Grafik 2.12
Angka Partisipasi Sekolah Kota Palopo Tahun 2020-2024
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Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo, 2025
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g. Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah rasio bayi yang hidup dari 1.000 kelahiran hidup.
AKHB dihitung dengan mengurangi angka kematian dari 1.

Grafik 2.13
Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Palopo Tahun 2020-2024
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Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo, 2025.

Berdasarkan grafik diatas, capaian angka kelangsungan hidup bayi di Kota Palopo pada tahun 2020
menunjukkan kondisi kesehatan bayi cukup baik. Selanjutnya terjadi penurunan secara bertahap pada tahun 2021—
2022, meskipun masih di atas 90% dan turun secara drastis pada tahun 2023 ke angka 87,45%. Tahun 2024 terjadi
perbaikan signifikan ke 96,37%. Hal tersebut menandakan adanya peningkatan pelayanan kesehatan atau program
intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palopo berhasil.

h. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka harapan hidup adalah data statistik yang mengGrafik kan rata-rata lama waktu hidup seseorang
dalam suatu populasi. Semakin tinggi angka harapan suatu wilayah maupun negara, menandakan semakin baik pula
derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Angka Harapan Hidup Kota Palopo Tahun 2020 sampai
dengan tahun 2024 dapat dilihat pada Grafik berikut ini:

Grafik 2.14
Angka Harapan Hidup Kota Palopo Tahun 2020-2024
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Sumber : BPS Kota Palopo, 2025

i. Persentase Balita Gizi Buruk
Berikut adalah data jumlah balita gizi buruk yang ditemukan dan jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan
perawatan serta cakupannya.

Tabel 2.9
Persentase Balita Gizi Buruk Kota Palopo Tahun 2020-2024
INDIKATOR 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Balita Gizi Buruk 0 0 0 0 0
Jumlah Balita (sasaran) 18.117 18.377 18.724 17.415 17.415
Persentase Balita Gizi Buruk 0 0 0 0 0

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo, 2025.
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Selama 5 (lima) tahun terakhir, tidak ada kasus balita gizi buruk yang tercatat (jumlah = 0). Persentasenya
selalu O persen meskipun jumlah balita sasaran tiap tahun berubah. Hal ini bisa menunjukkan keberhasilan intervensi
gizi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palopo dalam rangka pencegahan balita gizi buruk.

J. Prevalensi Balita Gizi Kurang
Prevalensi gizi kurang adalah ukuran persentase individu dalam suatu populasi yang mengalami kekurangan
gizi dengan tingkat sedang, yang ditandai dengan berat badan yang rendah untuk usia mereka. Menurut standar WHO,
gizi kurang dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat jika prevalensinya di atas 10 persen.

Grafik 2.15
Prevalensi Balita Gizi Kurang Kota Palopo Tahun 2020-2024
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Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo, 2025

k. Rasio Penduduk yang Bekerja
Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja
dikali 100 persen. Angkatan Kerja merupakan penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja, sementara tidak bekerja dan
pengangguran. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja dengan angkatan
kerja dikali 100 persen. Angkatan Kerja merupakan penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja, sementara tidak bekerja
dan pengangguran.

Grafik 2.16
Rasio Penduduk Kota Palopo yang Bekerja
Tahun 2020-2024
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Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo, 2025.

Dari grafik rasio penduduk Kota Palopo yang bekerja tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan
bahwa setelah terjadi peningkatan penduduk yang bekerja setiap tahun. Kenaikan rasio penduduk yang bekerja tahun
2022 lebih dikarenakan adanya penurunan jumlah angkatan kerja Kota Palopo, sedangkan pada tahun 2023 kenaikan
disebabkan oleh kenaikan jumlah penduduk yang bekerja.

I.  Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Angkatan Kerja merupakan penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja, sementara tidak bekerja dan
pengangguran. Penduduk Kota Palopo usia 15+ tahun pada tahun 2024 sebanyak 146.827 jiwa. Sedangkan untuk
jumlah Angkatan Kerja Kota Palopo tahun 2024 sebanyak 97.189 orang. Angkatan Kerja Kota Palopo 2024 ini naik
sebesar 2.308 jiwa dibandingkan dengan jumlah Angkatan Kerja 2023.
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Grafik 2.17
Jumlah Angkatan Kerja Kota Palopo Tahun 2020-2024
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Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo, 2025.

Kenaikan angkatan kerja beriringan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 2024 sebesar 66,19
persen, yang mengalami kenaikan sebesar 0,44 persen poin dibandingkan TPAK tahun 2023.

Grafik 2.18
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Palopo
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Sumber : BPS Kota Palopo, 2025.

Grafik di atas menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK sendiri merupakan
persentase Angkatan Kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Jumlah TAPK digunakan untuk mengindikasikan
besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Semakin tinggi TPAK
menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa
dalam suatu perekonomian. Pada 2021 TPAK Kota Palopo turun akan tetapi pada 2022 sampai dengan 2024 TPAK
Kota Palopo naik sebesar 6,24 persen poin. Hal ini disebabkan oleh terjadinya pertambahan jumlah penduduk bekerja.

m. Tingkat Pengangguran Terbuka
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja
terhadap jumlah angkatan kerja. Berikut Grafik TPT di Kota Palopo:

Grafik 2.19
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan Nasional
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TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja.
TPT di Kota Palopo pada tahun 2024 turun sebesar sebesar 0,17 di mana di tahun sebelumnya 2023 sebesar 7,81. Hal
ini berarti dari tiap 10.000 orang angkatan kerja, terdapat 764 orang penganggur. TPT Kota Palopo menunjukkan nilai
yang lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Akan tetapi proporsi TPT Kota Palopo adalah
pengangguran terdidik. Dilihat dari data pencari kerja terdaftar menurut pendidikan didominasi pada lulusan
SMAJ/SMK, Diploma dan Perguruan Tinggi. Tiga kelompok tersebut merupakan kelompok yang terdidik dan
mempunyai keahlian. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan yang tersedia belum terintegrasi dengan kebutuhan
lapangan pekerjaan. Sehingga perlu adanya sinkronisasi agar keahlian lulusan yang yang ada sesuai dengan kebutuhan
lapangan pekerjaan. Sinkronisasi ini tentu saja membutuhkan koordinasi dengan semua pihak terkait, mengingat
dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah kabupaten/kota hanya
sampai pada tingkat SMP. Hal ini selain bisa dipandang sebagai hal yang negatif, dapat pula dipandang sebagai
sebagai hal positif karena menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia pencari kerja di Kota Palopo. Pencari kerja
terdaftar menurut pendidikan di Kota Palopo dilihat pada Grafik berikut;

Grafik 2.20
Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan di Kota Palopo Tahun 2020-2024
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Sumber : BPS Kota Palopo, 2025.

n.  Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase kemiskinan di Kota Palopo pada tahun 2024 sebesar 7,35%,
sedikit turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7,69%. Dengan jumlah penduduk 180.518 jiwa, terdapat
14.430 penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Kota Palopo pada bulan Maret 2024 mencapai 14,43 ribu jiwa.
Jumlah ini mengalami penurunan sebesar kurang lebih 0,42 ribu jiwa atau sekitar 450 ribu jiwa terhadap Maret 2023
dan menurun sebesar 0,35 ribu jiwa terhadap Maret 2022. Pada Maret 2024, garis kemiskinan sebesar Rp. 466.521,-
/kapita/bulan. Jika dibandingkan dengan maret 2023, garis kemiskinan mengalami peningkatan sebesar Rp. 24.245,-
/kapita/bulan.

Perubahan Garis Kemiskinan (GK) di Kota Palopo dipengaruhi oleh pergerakan Indeks Harga Konsumen
(IHK) yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Perubahan GK ini selain dipengaruhi oleh inflasi juga dipengaruhi
oleh dinamika pola konsumsi di kalangan penduduk yang dijadikan sebagai referensi dalam pengukuran seberapa
besar biaya yang harus dikeluarkan oleh rata-rata penduduk Kota Palopo. Pada Maret 2024, Garis Kemiskinan sebesar
Rp 466.521,-/kapita/bulan. Jika dibandingkan dengan Maret 2023, Garis Kemiskinan mengalami peningkatan sebesar
Rp 24.245,-/kapita/bulan. Pada Periode 5 tahun terakhir, Garis Kemiskinan terus mengalami peningkatan. Garis
Kemiskinan telah meningkat sebesar Rp 103.662,-/kapita/bulan dari Rp 362.859,-/ kapita/bulan pada Maret 2020
menjadi Rp 466.521,-/kapita/bulan pada Maret 2024.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan
pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh
rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional
(SUSENAS) Maret 2024, garis kemiskinan di Kota Palopo ditetapkan sebesar Rp 466.521 per kapita per bulan. Dalam
memaknai garis kemiskinan dapat dianalogikan dengan kebutuhan pengeluaran rumah tangga yaitu ayah, ibu, dan
dua orang anak, maka yang dibutuhkan rumah tangga tersebut untuk keluar dari garis kemiskinan pada tahun 2024
adalah 4 kali GK atau setara dengan Rp. 1.866.084. Dengan persentase penduduk miskin sebesar 7,35 persen, jumlah
penduduk miskin di Kota Palopo mencapai 14,43 ribu jiwa. Selain itu, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks
keparahan kemiskinan (P2) Kota Palopo masing-masing tercatat sebesar 0,94 dan 0,19.
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Grafik 2.21
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kota Palopo
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Sumber : BPS Kota Palopo, 2025.

Pada tahun 2023, angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan sebesar 0,16
dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu menjadi 0,94. Artinya secara rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin
mendekat dari Garis Kemiskinan (GK). Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah dalam menetukan dan mejalankan
program pengentasan kemiskinan pada tahun yang akan datang lebih mudah dan terarah. Sedangkan untuk Indeks
Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Palopo menunjukkan arah perbaikan yaitu terjadi penurunan 0,06 poin dari 0,25
pada tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa kondisi social ekonomi penduduk miskin Kota Palopo menyempit
keberagamannya.

Dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Persentase penduduk miskin Kota Palopo berada pada
posisi 9 (sembilan) terendah sebesar 7,35 persen. Persentase penduduk miskin tertinggi pada Maret 2024 dimiliki oleh
Kabupaten Pangkajene Kepulauan sebesar 12,41 persen, disusul oleh Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Luwu.
Sementara itu, Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan terendah di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kota
Makassar sebesar 4,97 persen, kemudian disusul oleh Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kota Parepare. Kemudian
secara total, persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 8,06 persen.

0. Ketimpangan Pendapatan / Gini Ratio

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat
ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva
pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan
distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada
pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan
semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula
tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini
bernilai 0 artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Grafik 2.22
Perkembangan Capaian Indikator Gini Ratio Kota Palopo
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Sumber : BPS Kota Palopo, 2025

p. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang
menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB
yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya pembangunan nasional. Dengan kata lain, RB
merupakan sebuah instrumen alat (tools) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas pembangunan nasional.
Dalam mempercepat reformasi birokrasi agar lebih berdampak untuk masyarakat maka sejak tahun 2024, evaluasi
Reformasi Birokrasi bertransformasi dari fokus pada 8 (delapan) area perubahan menjadi berfokus pada isu strategis
hulu dan isu strategis hilir melalui penilaian Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.

Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi sendiri dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB. Pelaksanaan
reformasi birokrasi menjadi penting demi mewujudkan pelayanan pemerintah yang lebih optimal dan mempunyai
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dampak langsung terhadap masyarakat dimana hal tersebut dapat diwujudkan apabila pemerintah memiliki komitmen
terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menyelesaikan isu strategis hulu dan hilir. Berikut adalah realisasi
indeks reformasi birokrasi Kota Palopo.

Grafik 2.23
Indeks Reformasi Birokrasi Kota Palopo
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Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2025.

Terlihat ada kenaikan Indeks Reformasi Birokrasi dari mulai tahun 2019 sampai dengan 2022
mengalami tren yang terus meningkat, di mana terakhir tahun 2022 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Palopo berada
pada skor 55.09. Pada tahun 2023 terjadi penurunan skor indeks. Salah satu penyebabnya adalah karena terjadinya
perubahan regulasi dari penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) berubahn menjadi Reformasi
Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan road map
Reformasi birokrasi nasional yang diikuti oleh perubahan map reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Pemerintah
Kota Palopo Tahun 2024 melakukan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan RB general dan RB tematik. Hal tersebut
berdampak pada terjadinya kenaikan skor pada tahun 2024 sebesar 61,62. Kondisi tersebut mengGrafik kan
keseriusan Pemerintah Kota Palopo memperbaiki layanan pemerintahan dan percepatan pencapaian prioritas
pembangunan daerah.

g. Indeks Pemberdayaan Gender, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Ketimpangan Gender

Semakin kecil jarak Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan nilai 100, maka semakin setara
pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IDG dengan nilai 100, maka
semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Partisipasi perempuan di Kota Palopo
dalam kehidupan ekonomi dan politik cenderung mengalami tren fluktuatif sejak tahun 2020 sampai dengan tahun
2024. Hal tersebut terlihat pada perkembangan skor IDG, dimana pada tahun 2022 IDG sebesar 79,10 kemudian
mengalami penurunan skor indeks pada tahun 2024 yaitu pada angka 73,74. Capaian Tahun 2024 berada dibawah
capaian IDG Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada angka 75,25 dan capaian nasional sebesar 77,62. IDG Kota
Palopo yang menurun kemungkinan disebabkan oleh berbagai factor, salah satunya adalah rendahnya partisipasi
perempuan di lembaga DPRD. Keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palopo Periode 2024-2029 masih belum
memenuhi harapan. Jumlha yang terpilih sebanyak 5 (lima) orang atau 20 persen dari jumlah kursi anggota DPRD.
Jumlah tersebut berkurang dari perioe sebelumnya yang berjumlah 7 orang anggota DPRD.

Grafik 2.24

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2020-2024

79.1

77.47 7845 78.19 77.62
76.26 76.59 76.9

76.32

75.57 76.37 7525
74.76 75.24 73.74

219%95 Pemberdaygeg%lnder Palopo 2022 Indeks%grgozérdayaan Gel%@t%ﬁlsel

Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

Hal tersebut berbanding terbalik dengan indeks pembangunan gender yang mengalami tren yang naik
sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat
keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG adalah ukuran pembangunan
manusia berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat,
pengetahuan, dan standar hidup layak.
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Grafik 2.25
Capaian Indeks Pembangunan Gender Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2020-2024
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Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2025.

Meningkatnya IPG Kota Palopo kemungkinan disebabkan oleh peningkatan akses perempuan terhadap
pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi. Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
perempuan juga merupakan indikator penting yang berkontribusi terhadap naiknya IPG. Secara keseluruhan, tren
menaiknya IPG Kota Palopo merupakan indikasi positif bahwa pembangunan berbasis gender sedang mengalami
kemajuan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palopo dan berbagai stakeholder telah berhasil dalam upaya
untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan.

r. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran gabungan yang mencerminkan ketimpangan antara laki-
laki dan perempuan dalam tiga dimensi; kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. IKG mengukur
seberapa jauh ketimpangan gender mempengaruhi pencapaian pembangunan di berbagai bidang. IKG Kota Palopo
dalam waktu lima tahun terakhir, tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan perbaikan setiap tahun.
Berdasarkan data yang ada, capaian IKG Kota Palopo lebih baik dibanding capaian IKG Provinsi Sulawesi Selatan
dan Nasional. Hal ini menunjukkan perbaikan dalam kesetaraan gender setiap tahun. Penurunan angka ketimpangan
gender menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palopo telah membuat kemajuan dalam mengurangi ketimpangan
gender di bidang kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan dan pasar tenaga kerja. IKG mengukur seberapa
jauh ketimpangan gender mempengaruhi pencapaian pembangunan di berbagai bidang.

Grafik 2.26
Capaian Indeks Ketimpangan Gender Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2020-2024
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Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2025.

s. Paritas daya Beli
Paritas daya beli (PPP) adalah ukuran teoritis nilai tukar antar mata uang yang menunjukkan jumlah mata
uang yang dibutuhkan untuk membeli jumlah barang dan jasa yang sama di negara lain, dengan tujuan
menghilangkan perbedaan tingkat harga antar negara. PPP berfungsi sebagai alat untuk membuat
perbandingan daya beli yang lebih akurat antara negara-negara dengan menggunakan "keranjang barang"
yang representatif, bukan hanya berdasarkan nilai tukar pasar yang fluktuatif.

Tabel 2.10
Capaian Paritas Daya Beli Kota Palopo
Indikator Capaian 2024 Target Tahun 2025
Paritas Daya Beli (Ribu/Tahun) 14.369 14.018

Sumber : Bappeda Kota Palopo, 2025
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t.  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) adalah

pembangunan yang terdiri dari 17 tujuan yang masing-masing tujuan memiliki indikator dan sub indikator. Berikut

ini merupakan pemetaan Perangkat Daerah (PD) dan program yang sesuai nomenklatur yang merupakan sebaran
pengampu indikator untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals di Kota Palopo

sebagai berikut:

Kondlisi Daera

Tabel 2.11
Capaian SDGs Kota Palopo Tahun 2020-2024
TARGET | INDIKATOR | SATUAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
TUJUAN | TANPA KEMISKINAN
Indikator
Pada tahun 2030, mengentaskan tingkat
kemiskinan ekstrim bagi semua orang Tingkat kemiskinan ekstrim Persen (%) kemiskinan
yang saat ini berpendapatan kurang dari ekstrim di 1,94 2,18 0.64 0.57
1,25 dolar amerika per hari mulai tahun
2021
Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya -
AN Persentase penduduk miskin
setengah proporsi _Iakl-lakl, perempuan yang hidup dibawah garis Persen (%)
dan anak anak dari semua usia, yang kemiskinan nasional 7,85 8,14 7,78 7,69 7,35
hidup dalam kemiskinan di semua
dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya Eeegﬂgiilggﬁra:l’(-anak dari
setengah proporsi _Iakl-lakl, perempuan semua usia, yang hidup dalam Persen (%)
dan anak anak dari semua usia, yang Kemiskinan dalam berbagai n/a n/a n/a n/a nfa
hidup dalam kemiskinan di semua dimensi 9
dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
Proporsi penduduk yang
menerima program
Menerapkan secara nasional sistem dan perlindungan sosial, menurut
upaya perlindungan sosial yang tepat bagi | jenis kelamin, untuk kategori
semua, termasuk kelompok yang paling kelompok semua anak, o
miskin, dan pada tahun 2030 mencapai pengangguran, lansia, Persen (%) n/a n/a n/a n/a n/a
cakupan substansial bagi kelompok penyandang difabilitas, ibu
miskin dan rentan hamil/ melahirkan, korban
kecelakaan kerja, kelompok
miskin dan rentan
Menerapkan secara nasional sistem dan
upaya perlindungan sosial yang tepat_ bagi Proporsi peserta jaminan
semua, termasuk kelompok yang paling | o oo melalui SISN Persen (%) 80.14 9039 | 9314 | 9580 | 96,82
miskin, dan pada tahun 2030 mencapai Bidana Kesehatan
cakupan substansial bagi kelompok 9 '
miskin dan rentan
Menerapkan secara nasional sistem dan
upaya perlindungan sosial yang tepat_ bagi Proporsi peserta Program
semua, termasuk kelompok yang paling | 5. oo s ocial Bidang Persen (%) 34.01 4395 | 3575 | 4179 | 4325
miskin, dan pada tahun 2030 mencapai Ketenagakeriaan
cakupan substansial bagi kelompok gaKer)
miskin dan rentan
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua
laki-laki dan perempuan, khususnya
masyarakat miskin dan rentan, memiliki Pronorsi penduduk/ rumah
hak yang sama terhadap sumber daya tan P a P
ekonomi, serta akses terhadap pelayanan 99 o
o dengan akses terhadap Persen (%) nla n/a n/a n/a n/a
dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah clavanan
dan bentuk kepemilikan lain, warisan, gasa);
sumber daya alam, teknologi baru, dan
jasa keuangan yang tepat, termasuk
keuangan mikro
Pada tahun 2030, membangun ketahanan
masyarakat miskin dan mereka yang Jumlah korban meninaaal
berada dalam kondisi rentan, dan hilan ggal,
mengurangi kerentanan mereka terhadap dan tglikena dampak bencana Jiwa/1.000 0.03 0.06 0.09 0.02 0,03
kejadian ekstrim terkait iklim dan er 1.000 oran P
guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, per 2. 9
dan bencana
1 1
Pada tahun 20_30,_ membangun ketahanan Pemerintah daerah yang (Doku (Doku
masyarakat miskin dan mereka yang dopsi d K
berada dalam kondisi rentan, dan mengadopsi dan menerapkan men men
- ' strategi pengurangan risiko Kawas | Kawas
mengurangi kerentanan mereka terhadap bencana daerah vang selaras Dokumen n/a n/a n/a an an
kejadian ekstrim terkait iklim dan 1 yang - ;
; S dengan strategi pengurangan Resiko | Resiko
guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, L -
risiko bencana nasional Bencan | Bencan
dan bencana 3) a)
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TARGET

INDIKATOR

[ SATUAN |

2020

2021

[ 2022

[ 2023 [ 2024

TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN

Pada tahun 2030, menghilangkan
kelaparan dan menjamin akses bagi
semua orang, khususnya orang miskin
dan mereka yang berada dalam kondisi
rentan, termasuk bayi, terhadap makanan
yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang
tahun

Prevalensi Ketidakcukupan
Konsumsi Pangan (Prevalence
of Undernourishment)

Indeks

4.22

3.69

5.62

4.35

6.26

Pada tahun 2030, menghilangkan
kelaparan dan menjamin akses bagi
semua orang, khususnya orang miskin
dan mereka yang berada dalam kondisi
rentan, termasuk bayi, terhadap makanan
yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang
tahun

Prevalensi penduduk dengan
kerawanan pangan sedang atau
berat berdasarkan skala
pengalaman kerawanan
pangan

Indeks

4.33

4.02

3.78

3.63

Pada tahun 2030, menghilangkan segala
bentuk kekurangan gizi, termasuk pada
tahun 2025 mencapai target yang
disepakati secara internasional untuk
anak pendek dan kurus di bawah usia 5
tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi
remaja perempuan, ibu hamil dan
menyusui, serta manula

Prevalensi stunting (gagal
tumbuh) dan stunted (pendek)
pada anak di bawah lima
tahun/ balita

Persen (%)

Belum di
hitung tahun
2020

28.5

23.8

25.50

22.80

Pada tahun 2030, menghilangkan segala
bentuk kekurangan gizi, termasuk pada
tahun 2025 mencapai target yang
disepakati secara internasional untuk
anak pendek dan kurus di bawah usia 5
tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi
remaja perempuan, ibu hamil dan
menyusui, serta manula

Prevalensi wasting (berat
badan/ tinggi badan) anak pada
usia kurang dari 5 tahun,
berdasarkan tipe

Persen (%)

3.24

7.67

7.48

2.90

1,99
*data
baru

Pada tahun 2030, menghilangkan segala
bentuk kekurangan gizi, termasuk pada
tahun 2025 mencapai target yang
disepakati secara internasional untuk
anak pendek dan kurus di bawah usia 5
tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi
remaja perempuan, ibu hamil dan
menyusui, serta manula

Kualitas konsumsi pangan
yang diindikasikan oleh skor
Pola Pangan Harapan (PPH)

Indeks

90.1

90

82.5

85.5

Pada tahun 2030, menghilangkan segala
bentuk kekurangan gizi, termasuk pada
tahun 2025 mencapai target yang
disepakati secara internasional untuk
anak pendek dan kurus di bawah usia 5
tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi
remaja perempuan, ibu hamil dan
menyusui, serta manula

Prevalensi anemia pada ibu
hamil usia 15-49 tahun

Persen (%)

8.37

4.78

1.72

8.37

13,59

Pada tahun 2030, menggandakan
produktivitas pertanian dan pendapatan
produsen makanan skala kecil, khususnya
perempuan, masyarakat penduduk asli,
keluarga petani, penggembala dan
nelayan, termasuk melalui akses yang
aman dan sama terhadap lahan, sumber
daya produktif, dan input lainnya,
pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan
peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-
pertanian.

Volume produksi per tenaga
kerja

menurut kelas usaha tani
tanaman/ peternakan/
perikanan/ kehutanan

Kgliwa

n/a

n/a

n/a

37,19

37,22

Pada tahun 2030, menjamin sistem
produksi pangan yang berkelanjutan dan
menerapkan praktek pertanian tangguh
yang meningkatkan produksi dan
produktivitas, membantu menjaga
ekosistem, memperkuat kapasitas
adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca
ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana
lainnya, serta secara progresif
memperbaiki kualitas

tanah dan lahan.

Proporsi luas lahan pertanian
yang ditetapkan sebagai
kawasan pertanian pangan
berkelanjutan

Persen (%)

0.00

12.81

12.28

12,22

45,83

Meningkatkan investasi, termasuk
melalui kerjasama internasional yang
kuat, dalam infrastruktur pedesaan,
layanan kajian dan perluasan pertanian,
pengembangan teknologi dan bank gen
untuk tanaman dan ternak, untuk
meningkatkan kapasitas produktif

Indeks orientasi pertanian
(IOP) untuk pengeluaran
pemerintah

PDRB
Pertanian/
APBD
Pertanian

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a
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TARGET INDIKATOR SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024
pertanian di negara berkembang,
khususnya negara kurang berkembang
TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA
Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka
kematian ibu hingga kurang dari 70 per Angka kematian ibu (AKI) Kasus 1 6 8 3 2
100.000 kelahiran hidup
Proporsi perempuan pernah
Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kawin umfrh1_5|£49ttahtlj(r;]yang
kematian ibu hingga kurang dari 70 per ’(’;)Ozelfo’l‘;f]g O'Ireﬁ’t‘egga IMya | persen (%) 100 88.81 | 84.60 | 7646 | 100
100.000 kelahiran hidup Kesehatan terlatih: (b) di
fasilitas kesehatan
Pada tahun 2030, mengakhiri kematian
bayi baru lahir dan balita yang dapat
dicegah, dengan seluruh negara berusaha | (a) Angka Kematian Balita 363
menurunkan Angka Kematian Neonatal (AKBa); (b) Angka Kematian Persen (%) n/a n/a n/a 12,55 ’
setidaknya hingga 12 per 1.000 KH Bayi (AKB)
(Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian
Balita 25 per 1.000
Pada tahun 2030, mengakhiri kematian
bayi baru lahir dan balita yang dapat
dicegah, dengan seluruh negara berusaha Angka Kematian Neonatal 363
menurunkan Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran Jiwa/ 1.000 2.72 1.30 1.50 12,55 ’
setidaknya hingga 12 per 1.000 KH hidup
(Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian
Balita 25 per 1.000
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi
AIDS, tuberkulosis, malaria, dan Jumlah infeksi baru HIV per
penyakit tropis yang terabaikan, dan - . .| Jiwa/ 1.000 0.47 1.69 0.58 0.77 0,22
. . . 1000 penduduk tidak terinfeksi
memerangi hepatitis, penyakit bersumber
air, serta penyakit menular lainnya
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi
AIDS, tuberkulosis, malaria, dan Insidens Tuberkulosis (ITB)
penyakit tropis yang terabaikan, dan Jiwa/ 1.000 1.62 1.87 1.07 2.58 2,49
. " . per 1.000 penduduk
memerangi hepatitis, penyakit bersumber
air, serta penyakit menular lainnya
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi
AIDS, tuberkulosis, malaria, dan Kejadian Malaria per 1.000
penyakit tropis yang terabaikan, dan orang ' Jiwa/ 1.000 0.72 0.29 0.34 3,83 4,48
memerangi hepatitis, penyakit bersumber '
air, serta penyakit menular lainnya
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi
AIDS, tuberkulosis, malaria, dan
penyakit tropis yang terabaikan, dan Jumlah kasus malaria Jiwa 51 37 63 68 82
memerangi hepatitis, penyakit bersumber
air, serta penyakit menular lainnya
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi
AIDS, tuberkulosis, malaria, dan . -
penyakit tropis yang terabaikan, dan Insiden Hepatitis B per 1.000 0 0 94 125 0
. " . penduduk
memerangi hepatitis, penyakit bersumber
air, serta penyakit menular lainnya
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi Jumlah orang yang
AIDS, tuberkulosis, malaria, dan memerlukan
penyakit tropis yang terabaikan, dan intervensi terhadap penyakit Jiwa 0 4 2 2 9
memerangi hepatitis, penyakit bersumber | tropis yang terabaikan (a)
air, serta penyakit menular lainnya Filariasis dan (b) Kusta
Pada tahun 2030, mengurangi hingga
sepertiga angka kematian dini akibat
penyakit tidak menular, melalui Persentase merokok penduduk Persen (%)
pencegahan dan pengobatan, serta usia 10-18 tahun
meningkatkan kesehatan mental dan
kesejahteraan
Pada tahun 2030, mengurangi hingga
sepertiga angka kematian dini akibat
penyakit tidak menular, melalui Ereva]eny tekanan darah Persen (%) 274 317 520 n/a n/a
pencegahan dan pengobatan, serta tinggi
meningkatkan kesehatan mental dan
kesejahteraan
Pada tahun 2030, mengurangi hingga
sepertiga angka kematian dini akibat
enyakit tidak menular, melalui Prevalensi obesitas pada
Een?:/egahan dan pengobatan, serta penduduk umur zlSptahun Persen (%) 3021 nfa- 2545 n/a n/a
meningkatkan kesehatan mental dan
kesejahteraan
Jumlah penyalahguna napza
Memperkuat pencegahan dan pengobatan yang mendapatkan pelayanan Jiwa n/a n/a n/a nfa nfa
penyalahgunaan zat, termasuk S -
rehabilitasi medis
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TARGET

INDIKATOR

SATUAN

2020

2021

2022

2023

2024

penyalahgunaan narkotika dan

penggunaan alkohol yang membahayakan

Memperkuat pencegahan dan pengobatan
penyalahgunaan zat, termasuk
penyalahgunaan narkotika dan

penggunaan alkohol yang membahayakan

Jumlah yang mengakses
layanan pascarehabilitasi

Jiwa

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Memperkuat pencegahan dan pengobatan
penyalahgunaan zat, termasuk
penyalahgunaan narkotika dan

penggunaan alkohol yang membahayakan

Konsumsi alkohol (liter per
kapita) oleh penduduk umur
>15 tahun dalam satu tahun
terakhir

Persen (%)

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Pada tahun 2030, menjamin akses
universal terhadap layanan kesehatan
seksual dan reproduksi, termasuk
keluarga berencana, informasi dan
pendidikan, dan integrasi kesehatan

nasional

reproduksi ke dalam strategi dan program

Proporsi perempuan usia
reproduksi (15-49 tahun) yang
memiliki kebutuhan keluarga
berencana terpenuhi menurut
metode kontrasepsi modern

Persen (%)

23.86

36.88

25.03

n/a

n/a

Pada tahun 2030, menjamin akses
universal terhadap layanan kesehatan
seksual dan reproduksi, termasuk
keluarga berencana, informasi dan
pendidikan, dan integrasi kesehatan

nasional

reproduksi ke dalam strategi dan program

Angka kelahiran remaja (umur
10-14 tahun; umur 15-19
tahun) per 1.000 perempuan di
kelompok umur yang sama

Jiwa/ 1.000

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Pada tahun 2030, menjamin akses
universal terhadap layanan kesehatan
seksual dan reproduksi, termasuk
keluarga berencana, informasi dan
pendidikan, dan integrasi kesehatan

nasional

reproduksi ke dalam strategi dan program

Total Fertility Rate (TFR)

Persen (%)

231

N/A

222

2.24

2,18

Mencapai cakupan kesehatan universal,
termasuk perlindungan risiko keuangan,

yang baik, dan akses terhadap obat-
obatan dan vaksin dasar yang aman,
efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi
semua orang

akses terhadap pelayanan kesehatan dasar

Unmet Need Pelayanan
Kesehatan

Persen (%)

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Mencapai cakupan kesehatan universal,
termasuk perlindungan risiko keuangan,

yang baik, dan akses terhadap obat-
obatan dan vaksin dasar yang aman,
efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi
semua orang

akses terhadap pelayanan kesehatan dasar

Cakupan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)

Persen (%)

80.14

90.39

93.14

91.86

96,82

Memperkuat pelaksanaan the Framework
Convention on Tobacco Control WHO di
seluruh negara sebagai langkah yang
tepat

Persentase merokok pada
penduduk umur >15 tahun

Persen (%)

0.93

2.75

1.97

n/a

n/a

Mendukung penelitian dan
pengembangan vaksin dan obat penyakit

berpengaruh terhadap negara
berkembang, menyediakan akses
terhadap obat dan vaksin dasar yang
terjangkau, sesuai the Doha Declaration

Health, yang menegaskan hak negara
berkembang untuk menggunakan secara
penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas
Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak
Kekayaan

Intelektual terkait keleluasaan untuk
melindungi kesehatan

akses obat bagi semua

menular dan tidak menular yang terutama

tentang the TRIPS Agreement and Publik

masyarakat, dan khususnya, menyediakan

Proporsi target populasi yang
telah memperoleh vaksin
program nasional

Persen (%)

n/a

n/a

n/a

44,66

38,36

Mendukung penelitian dan
pengembangan vaksin dan obat penyakit

berpengaruh terhadap negara
berkembang, menyediakan akses
terhadap obat dan vaksin dasar yang
terjangkau, sesuai the Doha Declaration

Health, yang menegaskan hak negara
berkembang untuk menggunakan secara
penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas

menular dan tidak menular yang terutama

tentang the TRIPS Agreement and Publik

Proporsi fasilitas kesehatan
dengan paket obat essensial
yang tersedia dan terjangkau
secara berkelanjutan

Persen (%)

34.65

34.65

34.65

33.91

100
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TARGET INDIKATOR SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024
Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak
Kekayaan
Intelektual terkait keleluasaan untuk
melindungi kesehatan
masyarakat, dan khususnya, menyediakan
akses obat bagi semua
Meningkatkan secara signifikan
pembiayaan kesehatan dan rekrutmen,
pengembangan, pelatihan, dan retensi Kepadatan dan distribusi .
tenaga kesehatan di negara berkembang, tenaga kesehatan Jiwa/ 1.000 583 4.93 1067 13.76 1518
khususnya negara kurang berkembang,
dan negara berkembang pulau kecil
TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS
ngli ;1?2215822 dr:,f'fémgk?ahwa semua Proporsi anak-anak dan remaja
menyelesaikan pendidikan dasar dan di: (1). kelas 5 (b) kelas 8, dan
menengah tanpa dipungut biaya, setara (c) usia 1.5 tahun yang Persen (%) n/a n/a n/a n/a n/a
dan berkualitas, yang men arah' ada ' mencapai setidaknya tingkat
capaian embelyayara?w ang relevgn dan kemahiran minimum dalam: (i)
efc[:kti P P J yang membaca, (ii) matematika
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua
anak perempuan dan laki-laki . .
menyelesaikan pendidikan dasar dan ;ézgli(gitkginjﬁj?:éan
i i 0,
menengah tanpa dipungut biaya, setara, SD/sederajat, SMP/ sederajat, Persen (%) n/a n/a n/a n/a n/a
dan berkualitas, yang mengarah pada -
- ) dan SMA/ sederajat
capaian pembelajaran yang relevan dan
efektif
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua
anak perempuan dan_ Ie.‘k"lak' Angka anak tidak sekolah
menyelesaikan pendidikan dasar dan ‘eniang PAUD. SD/ sederaiat
menengah tanpa dipungut biaya, setara, Jenjang ) Jat, Persen (%) n/a n/a n/a 4,64 4,24
; SMP/ sederajat, dan SMA/
dan berkualitas, yang mengarah pada -
- ) sederajat
capaian pembelajaran yang relevan dan
efektif
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua
anak perempuan dan laki-laki memiliki Proporsi anak usia 24-59 bulan
akses terhadap perkembangan dan yang berkembang dengan baik
pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, dalam bidang kesehatan, Persen (%) n/a n/a n/a n/a n/a
pendidikan pra-sekolah dasar yang pembelajaran, dan psikososial,
berkualitas, sehingga mereka siap untuk menurut jenis kelamin
menempuh pendidikan dasar
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua
anak perempuan dan laki-laki memiliki Tingkat partisipasi dalam
akses terhadap perkembangan dan pembelajaran yang teroganisir
pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, (satu tahun sebelum usia Persen (%) n/a n/a n/a n/a n/a
pendidikan pra-sekolah dasar yang sekolah dasar), menurut jenis
berkualitas, sehingga mereka siap untuk kelamin
menempuh pendidikan dasar
Pada tahun 2030, menjamin akses yang Tingkat partisipasi remaja dan
sama bagi semua perempuan dan laki- dewasa dalam pendidikan dan
laki, terhadap pendidikan teknik, pelatihan formal dan non Persen (%) n/a n/a n/a n/a n/a
kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk | formal dalam 12 bulan .
universitas, yang terjangkau dan terakhir, menurut jenis
berkualitas kelamin
Pada tahun 2030, menjamin akses yang
sama bagi semua perempuan dan laki-
laki, terhadap pendidikan teknik, Angka Partisipasi Kasar o
kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk | (APK) Perguruan Tinggi (PT) Persen (%) n/a n/a n/a n/a n/a
universitas, yang terjangkau dan
berkualitas
Pada tahun 2030, meningkatkan secara . . .
R - Proporsi remaja (usia 15-24
signifikan jumlah pemuda dan orang -
dewasa yang memiliki keterampilan yang tahun) dan dewasa (usia 25-59
- : tahun) dengan keterampilan Persen (%) 60.5 67.29 73.16 n/a n/a
relevan, termasuk keterampilan teknik o -
. - - teknologi informasi dan
dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan A
. komunikasi (TIK)
yang layak dan kewirausahaan
. . . APM APM APM APM
o . Rasio Angka Partisipasi Murni SD/Sederajat | SD/Seder | SD/Se | SDI/Se
ada tahun 2030, menghilangkan (APM) pada tingkat (99.01%) aiat deraiat | deraiat
disparitas gender dalam pendidikan, dan SD/sederajat, dan (ii) Rasio HL0 98 1810/) 98 é}S (98 334) APM
menjamin akses yang sama untuk semua Angka Partisipasi Kasar APM O % ) ' SD/Se
tlngkat pendldlkan dan pelatihan (APK)' pada tingkat SMP/ Persen (%) | SMP/Sederaj APM APM derajat
kejuruan, bagi masyarakat rentan sederajat, SMA/ SMK/ at (78.33%) SMP/Sed APM SMP/S (87,16
termasuk penyandang cacat, masyarakat sederajat, dan Perguruan =37, eraiat SMP/S | ederaia %)
penduduk asli, dan anak-anak dalam Tinggi untuk (a) perempuan/ APM (80 317% ederaia t ! nfa
kondisi rentan lakilaki, (b) pedesaan/ SMA/Sederaj =170 t ! (79.06
perkotaan, (c) kuintil at (67.62%) APM (80.52 )
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terbawah/ teratas, (d) SMA/Se %)
disabilitas/ tanpa disabilitas APK derajat APM
SD/Sederajat | (68.11%) | APM SMA/
(104.62%) SMAJS | Sederej
APK ederaja at
APK SD/Seder t (80.13)
SMP/Sederaj ajat (68.68
at (87.87%) (105.20 %) APK
%) SD/Se
APK APK derajat
SMA/Sederaj APK SD/Se | (105.7
at (107.53%) | SMP/Sed | derajat 1)
erajat (100.0
(89.43%) 5%) APK
SMP/S
APK APK ederaja
SMA/Se | SMP/S t
derajat ederaja | (82.89)
(110.23 t
%) (86.44 | APK
%) SMA/
Sederaj
APK at
SMA/S | (110.3
ederaja 7)
t
(1105
8%)
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua
remaja dan proporsi kelompok dewasa Persentase anaka melek aksara
tertentu, baik laki-laki maupun d Persen (%) 98.14 97.94 97.57 98,11 98,48
s - .| penduduk umur >15 tahun
perempuan, memiliki kemampuan literasi
dan numerasi
Proporsi sekolah dengan akses
terhadap: (a) listrik (b) internet
Membangun dan meningkatkan fasilitas untuk tujuan pengajaran, (c)
pendidikan yang ramah anak, ramah komputer untuk tujuan
penyand_ang ca_cat dan gender,_serta pengajaran, (d) air minum Persen (%) n/a n/a n/a n/a n/a
menyediakan lingkungan belajar yang layak, (e) fasilitas sanitasi
aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif | dasar per jenis kelamin, (f)
bagi semua fasilitas cuci tangan (terdiri air,
sanitasi, dan higienis bagi
semua (WASH)
Membangun dan meningkatkan fasilitas Persentase siswa yang
pendidikan yang ramah anak, ramah mengalami perundungan
penyandang cacat dan gender, serta dalam 12 bulan
menyediakan lingkungan belajar yang terakhir pada tingkat SD/ Persen (%) n/a n/a n/a n/a n/a
aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif | Sederajat, SMP/ Sederajat dan
bagi semua SMA/ Sederajat
Pada tahun 2030, secara signifikan
meningkatkan pasokan guru yang Persentase guru yang
berkualitas, termasuk melalui kerjasama memenuhi kualifikasi sesuai
internasional dalam pelatihan guru di d - Persen (%) nla nla nla 88.46 88,46
lengan standar nasional
negara berkembang, terutama negara - L
kurang berkembang, dan negara menurut jenjang pendidikan
g 9. g
berkembang kepulauan kecil
TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER
Proporsi perempuan dewasa
Menghapuskan segala bentuk kekerasan dan anak perempuan (umur
terhadap kaum perempuan di ruang 15-64 tahun) mengalami
publik dan pribadi, termasuk perdagangan | kekerasan (fisik, seksual, atau Persen (%) n/a nla nla 0.011 nfa
orang dan eksploitasi seksual, serta emosional) oleh pasangan atau
berbagai jenis eksploitasi lainnya mantan pasangan dalam 12
bulan terakhir
Menghapuskan segala bentuk kekerasan Zropom perempuan dewasa
- an anak perempuan (umur
terhadap kaum perempuan di ruang 15-64 tahun) mengalami
publik dan pribadi, termasuk perdagangan K Persen (%) nla nla nla 0.0015 nfa
L ekerasan seksual oleh orang
orang dan eksploitasi seksual, serta . -
berbagai jenis eksploitasi lainnya lain selain pasangan dalam 12
bulan terakhir
Menjamin partisipasi penuh dan efektif,
dan kesempatan yang sama bagi Proporsi kursi yang diduduki
perempuan untuk memimpin di semua perempuan di (a) parlemen
tingkat pengambilan keputusan dalam tingkat pusat dan (b Persen (%) 28 28 28 % 20
kehidupan politik, ekonomi, dan pemerintah daerah
masyarakat
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Menjamin partisipasi penuh dan efektif,
dan kesempatan yang sama bagi
perempuan untuk memimpin di semua Proporsi perempuan yang
tingkat pengambilan keputusan dalam berada di posisi managerial Persen (%) n/a n/a n/a 2838 27.96
kehidupan politik, ekonomi, dan
masyarakat
Meningkatkan penggunaan teknologi | Proporsi individu yang
?I:frl,?r;naings,pEg;tnl?E::iusunrﬁEknomgl menguasai/ memiliki telepon Persen (%) n/a n/a n/a n/a n/a
meningkatkan pemberdayaan perempuan genggam
TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK
Pada tahun 2030, mencapai akses E{gﬁenhas:;:mzh;ﬁgg%?ryang
universal dan merata terhadap air minum mint?r?w ang dikglola secara Persen (%) 84 96.22 97.36 84.38 85.11
yang aman dan terjangkau bagi semua aman y
Pada tahun 2030, mencapai akses
terhadap sanitasi dan kebersihan yang Persentase rumah tanqaa van
memadai dan merata bagi semua, dan ErSentase ru 9ga yang
menghentikan praktik buang air besar mengg_unakan layanan sanitasi
sembarangan di tempat terbuka yang dikelola secara aman, Persen (%) 96.60 92.09 94.64 82.69 84.86
. . ’ termasuk fasilitas cuci tangan
memberikan perhatian khusus pada dengan air dan sabun
kebutuhan kaum perempuan, serta
kelompok masyarakat rentan
Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas
air dengan mengurangi polusi,
menghilangkan pembuangan, dan
meminimalkan pelepasan material dan
bahan kimia berb_ah_aye_l, mengurangi Pe_rsentase _Ilmbah cair industri Persen (%) N/A N/A N/A 0 0
setengah proporsi air limbah yang tidak cair yang diolah secara aman
diolah, dan secara signifikan
meningkatkan daur ulang, serta
penggunaan kembali barang daur ulang
yang aman secara global
Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas
air dengan mengurangi polusi,
menghilangkan pembuangan, dan
meminimalkan pelepasan material dan
bahan kimia berbahaya, mengurangi Kualitas air permukaan
o . - R Indeks 31.08 20.17 18.45 53.33 59.06
setengah proporsi air limbah yang tidak (sungai) sebagai air baku
diolah, dan secara signifikan
meningkatkan daur ulang, serta
penggunaan kembali barang daur ulang
yang aman secara global
Pada tahun 2030, secara signifikan
meningkatkan efisiensi penggunaan air di
semua sektor, dan menjamin penggunaan . . .
dan pasokan air tawar yang berkelanjutan Proporsi pengambilan air baku
. . bersumber dari air permukaan Persen (%) n/a nla nla N/A N/A
untuk mengatasi kelangkaan air, dan -
S L terhadap ketersediaannya
secara signifikan mengurangi jumlah
orang yang menderita akibat kelangkaan
air
Pada tahun 2030, secara signifikan
meningkatkan efisiensi penggunaan air di
semua sektor, dan menjamin penggunaan . . .
dan pasokan air tawar yang berkelanjutan Proporsi pengambilan air baku
. . bersumber dari air tanah Persen (%) nla n/a n/a N/A N/A
untuk mengatasi kelangkaan air, dan -
A A terhadap ketersediaannya
secara signifikan mengurangi jumlah
orang yang menderita akibat kelangkaan
air
TUJUAN 7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU
Pada tahun 2030, menjamin akses
universal layanan energi yang terjangkau, | Rasio elektrifikasi Persen (%) nla nla nla 66.18 67.09
andal dan modern
Pada tahun 2030, menjamin akses Meda Watt/
universal layanan energi yang terjangkau, | Konsumsi listrik per kapita gJiwa nla nla nla nfa nfa
andal dan modern
Pada tahun 2030, menjamin akses Rasio penggunaan gas rumah
universal layanan energi yang terjangkau, tangga Persen (%) nla nla nla nfa nfa
andal dan modern
TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
Mempertahankan pertumbuhan ekonomi
per kapita sesuai dengan kondisi nasional .
dan, khususnya, setidaknya 7 persen t::)?tsigrgb;oh:sqaigl?o1Boper Persen (%) 0,41 3,95 3,83 12,20 4,40
pertumbuhan produk domestik bruto per
tahun di negara kurang berkembang
Mempertahankan pertumbuhan ekonomi PDRB per kapita harga
per kapita sesuai dengan kondisi nasional | berlaku Juta 43,66 46,52 5118 58,86 56,63
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2021

2022

2023

2024

dan, khususnya, setidaknya 7 persen
pertumbuhan produk domestik bruto per
tahun di negara kurang berkembang

Mencapai tingkat produktivitas ekonomi
yang lebih tinggi, melalui diversifikasi,
peningkatan dan inovasi teknologi,
termasuk fokus pada peningkatan nilai
tambah tinggi dan sektor padat karya

Laju pertumbuhan PDRB
harga konstan 2010 per tenaga
kerja/ Tingkat pertumbuhan
PDRB riil per orang bekerja
per tahun

Persen (%)

4,77

3,70

-2,89

0,71

4,40

Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan
penuh dan produktif yang layak bagi
semua wanita dan pria, termasuk bagi
orang-orang muda dan penyandang
disabilitas, dan upah yang sama untuk
pekerjaan yang sama nilainya

Tingkat pengangguran terbuka
berdasarkan jenis kelamin dan
kelompok umur

Persen (%)

10,37

8,83

8,20

781

7,64

Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan
penuh dan produktif yang layak bagi
semua wanita dan pria, termasuk bagi
orang-orang muda dan penyandang
disabilitas, dan upah yang sama untuk
pekerjaan yang sama nilainya

Tingkat setengah
pengangguran (bekerja kurang
dari 35 jam dalam seminggu)

Persen (%)

31,15

30,68

32,10

28,64

Pada tahun 2020, mengurangi proporsi
usia muda yang tidak bekerja dan tidak
dalam pelatihan dan tidak sekolah

Persentase usia muda (15-24
tahun) yang sedang tidak
sekolah, bekerja, atau
mengikuti pelatihan (NEET)

Persen (%)

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Mengambil tindakan cepat dan untuk
memberantas kerja paksa, mengakhiri
perbudakan dan penjualan manusia,
mengamankan larangan dan penghapusan
bentuk terburuk tenaga kerja anak,
termasuk perekrutan dan penggunaan
tentara anak-anak, dan pada tahun 2025
mengakhiri tenaga kerja anak dalam
segala bentuknya

Persentase dan jumlah anak
usia 10-17 tahun, yang
bekerja, dibedakan
berdasarkan jenis kelamin dan
kelompok umur

Persen (%)

n/a

n/a

n/a

nla

nfa

Pada tahun 2030, menyusun dan
melaksanakan kebijakan untuk
mempromosikan pariwisata berkelanjutan
yang menciptakan lapangan kerja dan
mempromosikan budaya dan produk
lokal

Jumlah wisatawan
mancanegara

Jiwa

22

68

217

Pada tahun 2030, menyusun dan
melaksanakan kebijakan untuk
mempromosikan pariwisata berkelanjutan
yang menciptakan lapangan kerja dan
mempromosikan budaya dan produk
lokal

Jumlah kunjungan wisatawan
nusantara

Jiwa

61267

68184

172910

178561

187.86

TUJUAN 9 INDUSTRI, INOVASI DAN

INFRASTRUKTUR

Mengembangkan infrastruktur yang
berkualitas, andal, berkelanjutan dan
tangguh, termasuk infrastruktur regional
dan lintas batas, untuk mendukung
pembangunan ekonomi dan kesejahteraan
manusia, dengan fokus pada akses yang
terjangkau dan merata bagi semua

Kondisi mantap jalan nasional

Persen (%)

n/a

n/a

n/a

94,2

n/a

Mengembangkan infrastruktur yang
berkualitas, andal, berkelanjutan dan
tangguh, termasuk infrastruktur regional
dan lintas batas, untuk mendukung
pembangunan ekonomi dan kesejahteraan
manusia, dengan fokus pada akses yang
terjangkau dan merata bagi semua

Kondisi mantap jalan provinsi

Persen (%)

n/a

n/a

n/a

75,39

71,42

Mengembangkan infrastruktur yang
berkualitas, andal, berkelanjutan dan
tangguh, termasuk infrastruktur regional
dan lintas batas, untuk mendukung
pembangunan ekonomi dan kesejahteraan
manusia, dengan fokus pada akses yang
terjangkau dan merata bagi semua

Kondisi mantap jalan
kabupaten/ kota

Persen (%)

n/a

n/a

n/a

WE

58,04

Mengembangkan infrastruktur yang
berkualitas, andal, berkelanjutan dan
tangguh, termasuk infrastruktur regional
dan lintas batas, untuk mendukung
pembangunan ekonomi dan kesejahteraan
manusia, dengan fokus pada akses yang
terjangkau dan merata bagi semua

Jumlah penumpang dan barang
berdasarkan moda transportasi

jiwa

539,500

945,036

2,301,3
20

1,982,1
92

872.74

Mempromosikan industrialisasi inklusif
dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030,
secara signifikan meningkatkan proporsi

Laju pertumbuhan PDRB Atas
Dasar Harga Berlaku (ADHB)
industri manufaktur

Persen (%)

-5,12

5,56

14,12

9,16

7,39
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industri dalam lapangan kerja dan produk
domestik bruto, sejalan dengan kondisi
nasional, dan meningkatkan dua kali lipat
proporsinya di negara kurang
berkembang
Mempromosikan industrialisasi inklusif
dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030,
ooy | Lvperumarneore s |
domestik bruto, sejalan dengan kondisi in?jsuasrtri i:gﬁuf:;tifn ersen (%) - ' ' ' '
nasional, dan meningkatkan dua kali lipat
proporsinya di negara kurang
berkembang
TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN
Pada tahun 2030, secara progresif
mencapai dan mempertahankan
pertumbuhan pendapatan penduduk yang L
berada di bawah 40% dari populasi pada Rasio Gini Indeks 0,354 0,358 0,371 0,367 0,333
tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata
nasional
Pada tahun 2030, secara progresif
mencapai dan mempertahankan Pgrsentgse pendudu_k yang
pertumbuhan pendapatan penduduk yang hldu_p d.' bawah_garls
berada di bawah 40% dari populasi pada I_<en_1|sk|nan_na3|onal, menurut Persen (%) 7,85 8,14 7,78 7,69 7,35
. R g jenis kelamin dan kelompok
tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata umur
nasional
Pada tahun 2030, memberdayakan dan Proporsi penduduk yang hidup
meningkatkan inklusi sosial, ekonomi di
dan politik bagi semua, terlepas dari usia, | bawah 50 persen dari median
jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, pendapatan, menurut jenis Persen (%) n/a n/a n/a n/a NIA
agama atau kemampuan ekonomi atau kelamin dan penyandang
status lainnya difabilitas
Mer_1_gadops_i kebijakan, ter“ta"?a Proporsi peserta Program
keb_uakan fiskal, upah dan _perllndunggn Jaminan Sosial Bidang Persen (%) 34.01 43.95 35.75 41.79 43,25
sosial, serta secara progresif mencapai Ketenagakerjaan
kesetaraan yang lebih besar
TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN
Pada tahun 2030, menjamin akses bagi Persentase rumah tangga yang
semua terhadap perumahan yang layak, memiliki akses terhadap Persen (%) 92.75 97.06 9247 2762 2756
aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, hunian yang layak dan ' ' ' ' '
serta menata kawasan kumuh terjangkau
Pada tahun 2030, menyediakan akses
terhadap sistem transportasi yang aman,
terjangkau, mudah diakses dan
berkelanjutan untuk semua, Proporsi populasi yang
meningkatkan keselamatan lalu lintas, mendapatkan akses yang
terutama dengan memperluas jangkauan . Persen (%) n/a n/a n/a n/a n/a
: - nyaman pada transportasi
transportasi umum, dengan memberi ublik
perhatian khusus pada kebutuhan mereka P
yang berada dalam situasi rentan,
perempuan, anak, penyandang difabilitas
dan orang tua
Pada tahun 2030, menyediakan akses
terhadap sistem transportasi yang aman,
terjangkau, mudah diakses dan
berkelanjutan untuk semua,
meningkatkan keselamatan lalu lintas, Persentase penduduk terlayani
terutama dengan memperluas jangkauan ; Persen (%) nla nla nla nfa nfa
; B transportasi umum
transportasi umum, dengan memberi
perhatian khusus pada kebutuhan mereka
yang berada dalam situasi rentan,
perempuan, anak, penyandang difabilitas
dan orang tua
Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi
yang inklusif dan berkelanjutan serta Rasio laju perluasan lahan
kapasitas partisipasi, perencanaan b terhadap laiu Hektare/Jiw n/a n/a n/a n/a n/a
penanganan permukiman yang terbangun ter plaj a
berkelanjutan dan terintegrasi di semua pertumbuhan penduduk
J g
negara
Total pengeluaran per kapita
yang
Mempromosikan dan menjaga warisan diperuntukan untuk preservasi, Rupiah/ n/a n/a n/a n/a n/a
budaya dunia dan warisan alam dunia perlindungan, konservasi pada Jiwa
semua warisan budaya dan
alam (non-PPP)
Pada tahun 2030, secara signifikan Jumlah korban meninggal, Jiwa / 003 0.06 0.09 0.02 022
mengurangi jumlah kematian dan jumlah hilang, 1.000 ) ) ) ) )
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orang terdampak, dan secara substansial dan terkena dampak bencana
mengurangi kerugian ekonomi relatif per 1.000 orang
terhadap PDB global yang disebabkan
oleh bencana, dengan fokus melindungi
orang miskin dan orang-orang dalam
situasi rentan
Pada tahun 2030, secara signifikan
mengurangi jumlah kematian dan jumlah
orang terdampak, dan secara substansial Proporsi kerugian ekonomi
t”;fﬁgé’;g%%?gﬁgéi? ;{:r?g?jri‘;:atr;lt?lgn langsung akibat bencana relatif | Persen (%) n/a n/a n/a n/a n/a
oleh bencana, dengan fokus melindungi terhadap PDRB
orang miskin dan orang-orang dalam
situasi rentan
Pada tahun 2030, mengurangi dampak
lingkungan perkotaan per kapita yang Persentase rumah tangga di
merugikan, termasuk dengan memberi perkotaan yang terlayani Persen (%) n/a n/a n/a 77.28 71.41
perhatian khusus pada kualitas udara, pengelolaan sampahnya
termasuk penanganan sampah kota
Pada tahun 2030, mengurangi dampak
lingkungan perkotaan per kapita yang .
merugikan, termasuk dengan memberi Perse”talfels?mpah nasional Persen (%) 75.82 7042 | 7345 | 7728 | 7141
perhatian khusus pada kualitas udara, yang terkelola
termasuk penanganan sampah kota
Pada tahun 2030, mengurangi dampak
lingkungan perkotaan per kapita yan -
me%u ikgan Fermasuk d%n anpmer);be?i Rata_\-rata tahunan materi ugra_m/m3/ n/a n/a n/a n/a n/a

grkan, ga artikular halus PM 10 Jiwa
perhatian khusus pada kualitas udara, P
termasuk penanganan sampah kota
Pada tahun 2030, mengurangi dampak
lingkungan perkotaan per kapita yang
merugikan, termasuk dengan memberi Indeks Kualitas Udara Indeks 87.74 88.56 88.22 89.53 86.59
perhatian khusus pada kualitas udara,
termasuk penanganan sampah kota
Pada tahun 2030, menyediakan ruang
publik dan ruang terbuka hijau yang Proporsi ruang terbuka
aman, inklusif dan mudah dijangkau erkotaan untuk semua Persen (%) n/a n/a n/a n/a n/a
terutama untuk perempuan dan anak, P
manula dan penyandang difabilitas
Pada tahun 2030, menyediakan ruang Proporsi penduduk yang
publik dan ruang terbuka hijau yang mengalami kejahatan
aman, inklusif dan mudah dijangkau kekerasan dalam 12 bulan Persen (%) n/a n/a n/a n/a n/a
terutama untuk perempuan dan anak, .
e terakhir
manula dan penyandang difabilitas
Pada tahun 2020, meningkatkan secara
substansial jumlah kota dan permukiman
yang mengadopsi dan mengimplementasi . 1 1
kebijakan dan perencanaan yang Pemerintah c(jjaerqh d (Doku (Doku
terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi yang merllga ct)pstl an men men
sumber daya, mitigasi dan adaptasi menerapkan strateg Kawas | Kawas
terhadap perubahan iklim, ketahanan penanggulangan bencana Dokumen n/a n/a n/a an an
daerah yang selaras dengan ] .
terhadap bencana, serta mengembangkan rencana/ strategi nasional Resiko | Resiko
dan mengimplementasikan penanganan lanan bencana Bencan | Bencan
holistik risiko bencana di semua lini, penanggulang a) a)
sesuai dengan the Sendai Framework for
Disaster Risk Reduction 2015 - 2030
Memberikan dukungan kepada negara - e
negara kurang berkembang, melalui g:ﬁgihngﬁrge?m I}'/';L;erda
bantuan keuangan dan teknis, dalam kelanjutan, Berketahanan Perda nla nla nla nfa nfa
membangun bangunan yang Berkelanjutan, L
b : dan menggunakan Material
erkelanjutan dan tangguh, dengan Lokal
memfaatkan bahan lokal
TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB
Pada tahun 2030, mengurangi separuh
jumlah dari sampah pangan global
perkapita pada tingkat retail dan
konsumen dan mengurangi kerugian Persentase Sisa Makanan Persen (%) 20 30 30 35 N/A
makanan sepanjang produksi dan rantai
penawaran, termasuk kerugian paska
panen
Pada tahun 2020, mencapai pengelolaan Persentase pengurangan dan
berwawasan lingkungan, atas bahan penghapusan merkuri dari
kimia dan semua jenis limbah lainnya di baseline 50 ton penggunaan
sepanjang siklus hidupnya, sesuai dengan | merkuri (Pengurangan dan Ton n/a n/a n/a nfa N/A
kerangka kerja internasional yang telah penghapusan Merkuri di tahun
disepakati, dan secara signifikan 2020 dan 2021 sebesar 10%
mengurangi pelepasan bahan - bahan dari baseline 10 ton,
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kimia dan limbah tersebut ke udara, air pengurangan dan penghapusan
dan tanah untuk meminimalkan dampak di tahun 2022 sampai 2024
buruk terhadap kesehatan manusia dan sebesar 20% dari baseline 10
lingkungan ton)
Pada tahun 2020, mencapai pengelolaan
berwawasan lingkungan, atas bahan
kimia dan semua jenis limbah lainnya di . I
sepanjang siklus rJ1idu pnya, sesuai danan @ t'mgah st ygng dihasilkan
kerangka kerja internasional yang telah Ip.erb aﬁ'Bag an (d)'t ropor_7|
disepakati, dan secara signifikan dlirgla% ber dgzgrgka; ?Qr?ie}s n Ton/ Jiwa n/a n/a n/a n/a N/A
mengurangi pelepasan bahan - bahan
kimia dan limbah tersebut ke udara, air penanganannya/
dan tanah untuk meminimalkan dampak pengelolaannya
buruk terhadap kesehatan manusia dan
lingkungan
Pada tahun 2030, secara substansial
mengurangi produksi limbah melalui Jumlah timbulan sampah yang Ton 1.401 1.762.37 2024 2.880,3 | 2.172,0
pencegahan, pengurangan, daur ulang, didaur ulang ' T ' 5 0
dan penggunaan kembali
Pada tahun 2030, secara substansial
mengurangi produksi limbah melalui Jumlah perusaha_ap yang
pencegahan, pengurangan, daur ulang, menerapkan sertifikasi SNI Perusahaan n/a n/a n/a n/a N/A
dan penggunaan kembali IS0 14001
Pada tahun 2030, menjamin bahwa - .
- T Jumlah fasilitas publik yang
masyarakat di mana pun memiliki menerapkan Standar
informasi yang relevan dan kesadaran Pelayanan Masyarakat (SPM) Unit N/A N/A N/A N/A N/A
terhadap pembangunan berkelanjutan dan .
. dan teregister
gaya hidup yang selaras dengan alam
Mengembangkan dan
mengimplementasikan alat untuk
memonitor dampak pembangunan Jumlah lokasi penerapan
berkelanjutan untuk pariwisata yang sustainable tourism Unit N/A N/A N/A N/A N/A
berkelanjutan yang dapat menciptakan development
lapangan kerja dan mendukung budaya
dan produk lokal
TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM
Memperkuat kapasitas ketahanan dan ﬁ]lijlr;:ah korban meninggal,
adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan tge]r’kena dampak bencana % 0.03 0.06 0.09 0.02 0,07
dan bencana alam di semua negara
per 1.000 orang
. 1 1
Pemerintah daera_h Dokum | Dokum
yang mengadopsi dan en en
Memperkuat kapasitas ketahanan dan menerapkan strategi Kawas | Kawas
adaptasi terhadap bahaya terkait iklim penanggulangan bencana Dokumen n/a n/a n/a an an
dan bencana alam di semua negara daerah yang selaras dengan ] -
rencana/ strategi nasional Resiko | Resiko
Bencan | Bencan
penanggulangan bencana a a
TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUTAN
Mencegah dan secara signifikan
mengurangi semua jenis pencemaran laut, Persentase penurunan sampah
khususnya dari kegiatan berbasis lahan, terbuang ke laut Persen (%) N/A N/A N/A N/A N/A
termasuk sampah laut dan polusi nutrisi
pada tahun 2025
Menyediakan akses untuk nelayan skala Jumlah nelayan yang
kecil (small-scale artisanal fishers) terlindungi Jiwa 0 0 100 2000 2000
terhadap sumber daya laut dan pasar
TUJUAN 15 EKOSISTEM DARATAN
Pada tahun 2020, menjamin pelestarian,
restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan
dari ekosistem daratan dan perairan darat
serta jasa lingkungannya, khususnya Proporsi kawasan hutan
ekosijstem hugtan, Igahanybasah, ¢ teth;dap total luas lahan Persen (%) 2443 24.06 2553 35,60 35,60
pegunungan dan lahan kering, sejalan
dengan kewajiban berdasarkan perjanjian
internasional
Pada tahun 2020, menghentikan
penggurunan, memulihkan lahan dan Proporsi lahan yang
Lir:]a;gE:Elnsér:’eLneqlfes:Eézzagaﬁaggn}?;kg;: terdegradasi terhadap luas Persen (%) nla nla nla nfa N/A
berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan keseluruhan
lahan terdegradasi
Pada_ tahun 2030, menjamin pelestarian Situs penting keanekaragaman
ﬁigﬁfgﬂg:ﬂgguhnf;a%r:;;mj;ltjllfk hayati pegunungan dalam Km2 n/a n/a n/a 189,64 | 189,64
meningkatkan kapasitasnya memberikan kawasan konservasi
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manfaat yang sangat penting bagi
pembangunan berkelanjutan
Pada tahun 2030, menjamin pelestarian
ekosistem pegunungan, termasuk
kean_ekaragaman hay_atlnya, untuk ) Indeks tutupan hijau Km2 n/a n/a n/a n/a N/A
meningkatkan kapasitasnya memberikan pegunungan
manfaat yang sangat penting bagi
pembangunan berkelanjutan
TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH
Secara signifikan mengurangi segala Jumlah kasus kejahatan
bentuk kekerasan dan terkait angka pembunuhan pada satu tahun Kasus 25 4 19 16
kematian dimana pun terakhir
Secara signifikan mengurangi segala - .
bentuk kekerasan dan terkait angka iernlaégg d;iiltjadbuklf n konflik Jiwa/ 1.000 N/A N/A N/A N/A N/A
kematian dimana pun pert. P
. . Angka korban perdagangan
plorast, perdagangan, aan seg menurut jenis kelamin, Jiwa/ 1.000 N/A N/A N/A N/A N/A
bentuk kekerasan dan penyiksaan kel K dan ieni
terhadap anak elompok umur dan jenis
eksploitasi
Menggalakkan negara berdasarkan -
o : Persentase orang miskin yang
hukum 9“ tingkat nasm_mal_dan menerima bantuan hukum Persen (%) n/a n/a n/a n/a n/a
internasional dan menjamin akses yang litioasi dan nonlitigasi
sama terhadap keadilan bagi semua 9 9
Secara substansial mengurangi korupsi Indeks Perilaku Anti Korupsi Indeks n/a n/a n/a n/a n/a
dan penyuapan dalam segala bentuknya (IPAK)
Mengembangkan lembaga yang efektif, Pemerintah yang mendapat
akuntabel, dan transparan di semua opini Wajar Tanpa Opini LHP WTP WTP WTP WTP WTP
tingkat Pengecualian (WTP)
. Pemerintah dengan skor
2:'(3?1%:[;2 ?agg:et\:\a:]im;aa%a d)i/ir;?nit:kt'f' Sistem Akuntabilias Kinerja Skor 60.03 61.01 62.40 64,35
. ! P Instansi Pemerintah (SAKIP) > B B B B
tingkat B
Zl(ir;%ae& ?agg:?:]arﬁm;ﬁa d)i/ir;%qit:kuf' Pemerintah dengan Indeks Indeks 50.33 52.13 55.09 44.19 63.56
tingkat ' P Reformasi Birokrasi (RB) > B cc cc CcC C '
Mengembangkan lembaga yang efektif, Pemerintah dengan tingkat Tinggi/ 72,12 70,92
akuntabel, dan transparan di semua kepatuhan pelayanan publik Sedang/ n/a n/a n/a (Sedan | (Sedan
tingkat kategori baik Rendah 9) 9)
Menjamin pengambilan keputusan yang Persentase keterwakilan
responsif, inklusif, partisipatif dan Eeremlzplan (Fj; Eewag h Persen (%) 28 28 28 28 28
representatif di setiap tingkatan (SLVSD; an Rakyat Daera
Eselon | Eselon | Eselon
Eselon Il I I I
Persentase keterwakilan Eselon Il 25 00% 23.53 25,00 26,19
Menjamin pengambilan keputusan yang perempuan sebagai 10.71% SO0 % % %
responsif, inklusif, partisipatif dan pengambilan keputusan di Persen (%) Eselon
representatif di setiap tingkatan lembaga eksekutif Eselon 11 m Eselon | Eselon | Eselon
(Eselon 11 dan I11) 28.42% 26.50% 11 11 11
Y1 2890 | 2963 | 30,21
% % %
Pada tahun 2030, memberikan identitas gﬁf:rsér?naktlgmgndr: t;awah 5
yang syah bagi semua, termasuk dicatatyolegh lembaga 4 Persen (%) nla nla nla nfa 97,71
pencatatan kelahiran pencatatan sipil menurut umur
Pada tahun 2030, memberikan identitas Per§ entase kepemilikan akta
- lahir untuk penduduk 0 - 17
yang syah bagi semua, termasuk Persen (%) nla nla nla 19,14
- tahun pada 40% berpendapatan
pencatatan kelahiran bawah
Pada tahun 2030, memberikan identitas Persentase kepemilikan akta 9839
yang syah bagi semua, termasuk lahir untuk penduduk 0-17 Persen (%) 72.78 89.54 99.21 nfa %
pencatatan kelahiran tahun
Menjamin akses publik terhadap
informasi dan melindungi kebebasan Jumlah Badan Publik yang
. I - Skor nla nla nla nfa nfa
mendasar, sesuai dengan peraturan berkualifikasi Informatif
nasional dan kesepakatan internasional
Jumlah kebijakan yang
Menggalakkan q_an menegak!(an undang- diskriminatif dalam 12 bulan
undang dan kebijakan yang tidak "
LI lalu berdasarkan pelarangan Kebijakan n/a n/a n/a n/a n/a
diskriminatif untuk pembangunan e
berkelaniutan diskriminasi menurut hukum
: HAM Internasional
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN
Memperkuat mobilisasi sumber daya Total pendapatan asli daerah
domestik, termasuk melalui dukungan sebagai proporsi terhadap Persen (%) 221 1.61 1.54 1.86 1,86
internasional kepada negara berkembang, | PDRB menurut sumbernya
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
BAB " Gambaran Umym 36

Kondlisi Daera




RKPD Tahun 2026

BAB Il et

TARGET INDIKATOR SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024
untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi
pengumpulan pajak dan pendapatan
lainnya
Memperkuat mobilisasi sumber daya
domestik, termasuk melalui dukungan
internasional kepada negara berkembang, | Rasio penerimaan pajak
untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi terhadap PDRB Persen (%) 0.42 0.41 0.42 0.45 0,44
pengumpulan pajak dan pendapatan
lainnya
Memperkuat mobilisasi sumber daya
domestik, termasuk melalui dukungan Proporsi anggaran domestik
L”;gﬂﬁ';ﬂﬂgﬁfﬁgﬁ Eﬁgi@ﬁfﬁ[ﬁm}ﬁ é/ang didanai oleh pajak Persen (%) 18.77 1498 | 1722 | 2001 | 173
; lomestik
pengumpulan pajak dan pendapatan
lainnya
Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan,
Selatan-Selatan dan kerjasama triangular
secara regional dan internasional terkait
glan ak§es terhada}p sains, teknolog_l dan Persentase pelanggan terlayani
inovasi, dan meningkatkan berbagi L .
. jaringan internet akses tetap
pengetahuan berdasar kesepakatan timbal pitalebar (fixed broadband) Persen (%) n/a n/a n/a n/a n/a
balik, termasuk melalui koordinasi yang terhadap total rumah tanqaa
lebih baik antara mekanisme yang telah P 99
ada, khususnya di tingkat Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui
mekanisme fasilitasi teknologi global
Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan,
Selatan-Selatan dan kerjasama triangular
secara regional dan internasional terkait
dan akses terhadap sains, teknologi dan
inovasi, dan meningkatkan berbagi Persentase kecamatan yang
pengetahuan berdasar kesepakatan timbal | terjangkau infrastruktur Persen (%) n/a n/a n/a n/a nfa
balik, termasuk melalui koordinasi yang jaringan serat optik
lebih baik antara mekanisme yang telah
ada, khususnya di tingkat Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui
mekanisme fasilitasi teknologi global
Mengoperasionalisasikan secara penuh
bank teknologi dan sains, mekanisme
pembangunan kapasitas teknologi dan
Lr;?j\;af;hlfjr:l;% ;139;;;\ ;uer:ir;%ik():trli::?bang Persentase pengguna internet Persen (%) 0 0 0 0 0
penggunaan teknologi yang
memampukan, khususnya teknologi
informasi dan komunikasi
Jumlah Dokumen Daftar
Rencana Proyek KPBU (DRK)
yang diterbitkan setiap tahun.
Kerjasama Pemerintah dan
Badan Usaha (KPBU) adalah
kerjasama antara pemerintah
dan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur untuk
kepentingan umum dengan
mengacu pada spesifikasi yang
Mendorong dan meningkatkan kerjasama | telah ditetapkan sebelumnya
pemerintah-swasta dan masyarakat sipil oleh Menteri/ Kepala Proyek 0 0 0 0 0
yang efektif, berdasarkan pengalaman Lembaga/Kepala Daerah/
dan bersumber pada strategi kerjasama Badan Usaha Milik Negara/
Badan Usaha Milik Daerah,
yang sebagian atau seluruhnya
menggunakan sumber daya
Badan Usaha dengan
memperhatikan risiko di antara
para pihak (Perpres No. 38
Tahun 2015 tentang Kerjasama
Pemerintah dengan Badan
Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur)
. . Jumlah proyek yang
Mendqrong dan meningkatkan ker]as_arna ditawarkan untuk dilaksanakan
pemerintah-swasta dan masyarakat sipil d -
h engan skema Kerjasama Proyek 0 0 0 0 0
yang efektif, berdasarkan pengalaman Pemerintah dan Badan Usaha
dan bersumber pada strategi kerjasama (KPBU)
Mendorong dan meningkatkan kerjasama | Jumlah nilai investasi proyek Rupiah 0 0 0 0 0
pemerintah-swasta dan masyarakat sipil KPBU berdasarkan tahap
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TARGET INDIKATOR SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024
yang efektif, berdasarkan pengalaman perencanaan, penyiapan dan
dan bersumber pada strategi kerjasama transaksi

Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif
yang sudah ada, untuk mengembangkan
pengukuran atas kemajuan pembangunan | Tersedianya data registrasi

YA/

berkelanjutan yang melengkapi Produk terkait kelahiran dan kematian ya ya ya ya ya

Domestik Bruto, dan mendukung (Vital Statistics Register)
pengembangan kapasitas statistik di
negara berkembang

TIDAK

3. FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA

a.

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya adalah acara yang menampilkan berbagai bnetuk seni dan budaya,
bertujuan untuk melestarikan, mempromosikan, dan merayakan kekayaan budaya suatu daerah. Festival ini dapat
melibatkan berbagai kegiatan seperti pertunjukan tari, music, seni rupa, teater, serta pameran kerajinan tangan. Tujuan
penyelenggaraan festival seni dan budaya antara lain, Pelestarian Budaya; untuk menjaga keberlangsungan seni dan
budaya agar tidak hilang ditelan zaman, Promosi Budaya; untuk memperomosikan seni dan budaya kepada
masyarakat luas, baik local maupun internasional; Penguatan Identitas; memperkuat rasa memiliki dan kebanggaan
terhadap budaya daerah, Peningkatan Pariwisata; menjadikan festival sebagai daya tarik yang dapat meningkatkan
perekonomian daerah; Pendidikan dan Hiburan; memberikan hiburan sekaligus edukasi tentang seni dan budaya
kepada masyarakat; Pertukaran Budaya; memfasilitasi interaksi dan pertukaran budaya antar daerah atau negara;
Pemberdayaan Masyarakat; melibatkan masyarakat dalam kegiatan seni dan budaya, sehingga dapat meningkatkan
rasa percaya diri dan kreativitas, Festival Seni Tradisional; menampilkan seni dan budaya tradisional, seperti tari
daerah, music tradisional, dan kerajinan tangan; Festival Seni Kontemporer; menampilkan karya seni modern yang
terinspirasi dari budaya, Festival Budaya; menampilkan berbagai aspek budaya, seperti upacara adat, kuliner
tradisional, dan permainan rakyat, dan Festival Seni Lintas Budaya; menampilkan kolaborasi seni dari berbagai
budaya, baik local maupun internasional.

1) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya adalah kegiatan yang penting untuk melestarikan,
mempromosikan, dan merayakan kekayaan budaya suatu daerah atau negara. Festival ini menjadi ajang bagi
masyarakat untuk menampilkan berbagai bentuk seni dan budaya, baik tradisional maupun kontemporer, serta
memperkuat hubungan antar budaya.

Grafi 2.27
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Palopo

2024 25
2023 200 20
2022
2021 15
2020 10 10

1 2 3 4 5
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Palopo, 2025.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya mengalami kenaikan hamper setiap tahun dalam
waktu lima tahun terakhir. Kenaikan ini karena dukungan pemerintah untuk menyelenggarakan
pagelaran seni dan budaya untuk mendukung penggiat seni dan budaya. Pada tahun 2022 dan 2023
pertunjukkan seni dan budaya menunjukkan adanya geliat peningkatan pertunjukkan setelah mengalami
penurunan pada 2021. Sedangkan untuk kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina,
Kota Palopo masih pada nilai 41 persen. Pemerintah Kota Palopo terus berupaya melakukan pendekatan
dan juga fasilitasi terhadap pelaku-pelaku budaya di Kota Palopo dengan melakukan Focus Group
Discussion untuk menggali hal-hal yang diperlukan untuk

2) Cagar Budaya

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan, baik yang berada di darat maupun di air, yang
perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan,
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agama, dan/atau kebudayaan. Ini bisa berupa benda, bangunan, struktur, situs, atau kawasan yang ditetapkan
sebagai cagar budaya.

Tabel 2.12
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah benda, situs (_jan kawasan cagar 148 148 148 23 23
budaya yang dilestarikan

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Palopo, 2025.

Kota Palopo memiliki benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 148
sejak tahun 2020. Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 situs dan kawasan cagar budaya yang
dilestarikan sebanyak 23 buah. Hal tersebut menggambarkan bahwa Kota Palopo memiliki komitmen
untuk terus melestarikan cagar budayanya.

3) Cakupan Pembinaan Olahraga
Cakupan pembinaan olahraga mencakup berbagai aspek untuk mengembangkan potensi solahraga pada
individu, baik dari segi fisik, mental maupun social. Ini melibatkan pembinaan atlet mud, pelatihan, penyediaan
sarana prasarana, serta upaya untuk meningkatkan prestasi olahraga. Dengan cakupan yang luas dan terpadu,
pembinaan olahraga diharapkan dapat mencapai tujuan meningkatkan prestasi olahraga daerah dan membentuk
masyarakat yang sehat dan berkualitas. Progress cakupan pembinaan olahraga di Kota Palopo tahun 2020 sampai
dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut;

Grafik 2.28
Cakupan Pembinaan Olahraga Tahun 2020 — 2024

Persentase cakupan pembinaan olahraga [196:97 100 100 100 GG = 2020

2021

Jumlah cabang olahraga yang ada/terdaftar 3184134 38 B8l 2022
Jumlah cabang olahraga yang dibina 82184134 38 B8l 2023

m 2024

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2025

Persentase cakupan pembinaan olahraga sejak tahun 2021 menunjukkan angka 100 persen yang disebabkan
karena semua cabang olahraga yang terdaftar telah menerima pembinaan dari Pemda. Jumlah cabang olahraga dari
tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Dari tahun 2020 sebanyak 33 cabang olahraga yang
ada semuanya telah mendapat pembinaan dari Pemda dan tahun 2021 bertambah 1 cabang olahraga yang ada di
Kota Palopo menjadi 38 cabang olahraga dan seluruhnya telah mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah
Kota Palopo.

2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM
A. FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB
1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan memiliki tujuan untuk berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab. Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Palopo menekankan pada pemerataan dan
perluasan pelayanan Pendidikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan indikator-indikator yang mengukur
pemerataan pendidikan, seperti Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi
Sekolah, Angka Rata-rata Lama Sekolah.

Persentase Angka Partisipasi Sekolah mengGrafik kan proporsi dari penduduk kelompok usia
sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap
penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Semakin besar nilai Angka Partisipasi Sekolah
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mengGrafik kan semakin banyaknya anak usia sekolah yang menempuh pendidikan sekolah. Hal tersebut
menunjukkan seberapa besar penduduk dalam mengakses pendidikan secara umum.

Grafik 2.29
Angka Partisipasi Sekolah Kota Palopo
Tahun 2020 - 2024

99.53 99.3 98.68 08.99 99.78
98.69 98.63 98.47 96.60 97.49
88.86
84.31 84.69 84.59 84.85
2020 2021 2022 2023 2024
7-12 tahun 13-15 tahun 16-18 tahun

Sumber : BPS Kota Palopo, 2025.

Untuk usia 7-12 dan usia 13-15 tahun mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai 2022, akan
tetapi kedua jenjang usia APS tersebut kembali naik pada tahun 2023 sampai tahun 2024. Sedangkan jenjang
usia 16-18 tahun APS terjadi fluktuasi angka partisipasi sekolah. Penurunan APS jenjang usia 7-12 tahun
dan 13-15 tahun perlu didalami permasalahannya. Hal itu berarti banyaknya usia tersebut dalam partisipasi
sekolah menurun. Penurunan APS pada rentan usia tersebut selaras dengan APK SD dan SMP. Begitu pula
halnya dengan usia 16-18 tahun yang mengalami fluktuatif, perlu dilakukan pendalaman penyebab
terjadinya hal tersebut.

Persentase Angka Putus Sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan,
seperti pada angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat
SD. Angka Putus Sekolah berfungsi untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan
untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok
umur. Grafik an persentase angka putus sekolah di Kota Palopo seperti tabel di bawah ini:

Grafik 2.30
Persentase Angka Putus Sekolah Kota Palopo Tahun 2020-2024

0.78
0.43
0.09 0.1
0.009
0.08
0 0.005 0
2020 2021 2022 2023 2024
Angka Putus Sekolah SD/MI (%) Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Palopo, 2025.

Persentase angka putus sekolah pada SD mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai tahun 2023
hingga di tahun 2023 mencapai angka 0,009 persen. sedangkan Persentase Angka Putus Sekolah jenjang
SMP/MTs dari tahun 2020-2022 memiliki tren yang menurun. Pada tahun 2021 di Kota Palopo mampu
menekan angka putus sekolah SMP/MTs hingga 0 persen. Akan tetapi setelah turun pada tahun 2022 menjadi
0 persen, di tahun 2023 Persentase Angka Putus Sekolah jenjang SMP/MTs kembali naik menjadi 0,08 dan
kembali menurun pada tahun 2023 pada angka 0,009 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk segera
dicari sebab dan solusinya. (data 2024 berapa?)
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Grafik 2.31
Persentase Angka Kelulusan di Kota Palopo

Tahun 2020-2024
100 100 100 100
100 100 100 100

2020 2021 2022 2023 2024

® Angka Kelulusan SD  ®Angka Kelulusan SMP

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Palopo, 2025.

Pada jangka waktu lima tahun terakhir, angka kelulusan di Kota Palopo mencatatkan perkembangan
yang positif. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs, selalu mencatatkan kondisi 100 persen. Sedangkan pada
jenjang SD/MI mencatatkan persentase angka kelulusan yang meningkat sejak 2020 dan tahun 2024 juga
mencapai angka 100 persen. Upaya dalam peningkatan mutu pendidikan di Kota Palopo perlu adanya
kualifikasi terhadap tenaga pendidik dalam mendukung kegiatan pendidikan. Kualifikasi pendidik atau guru
merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan
ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.
Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 di Kota Palopo sampai denngan tahun 2024 telah
mencapai 97,62 persen. Hal ini merupakan indikasi positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara
keseluruhan, karena kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi seringkali berhubungan dengan pemahaman
materi yang lebih mendalam dan kemampuan mengajar yang lebih baik.

Grafik 2.32
Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4
Kota Palopo Tahun 2020-2024

——— Persentase Guru
yang memenuhi
kualifikasi S1/D4

94.0
92.67

2020 %Ef 2022 2023 2024
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Palopo, 2025.

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan pada tahun 2020-2024 selengkapnya
terlihat di tabel berikut ini. Tabel 2.12 SPM Bidang Urusan Pendidikan

Tabel 2.13
Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kota Palopo
Pelayanan . Capaian SPM
Dasar Indikator SPM 2000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Pendidikan Persentase warga negara berusia 4-6 tahun yang mendapatkan n/a n/a n/a n/a n/a
Anak Usia Dini | pelayanan dasar pendidikan anak usia dini
,&r?ls()usm 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan n/a n/a n/a n/a 65.68
Pendidikan Rata-rata kemampuan literasi n/a n/a 51.99 | 58.46 | 60.67
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Pelayanan . Capaian SPM
Dasar Indikator SPM 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Dasar SD berdasarkan asesmen nasional
Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan asesmen nasional n/a n/a 23.24 | 37.86 | 50.55

Rata-rata kompetensi literasi

SMP berdasarkan asesmen nasional na na 49.10 63.01 | 71.15

Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional n/a n/a 33.17 | 63.01 | 71.15

Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pendidikan kesetaraan n/a n/a n/a n/a 01

Kesetaraan
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Palopo, 2025.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Pembangunan kesehatan menjadi salah satu investasi yang penting pada peningkatan kualitas sumber
daya manusia. Sehingga Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh
pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Posyandu (pos pelayanan terpadu) menjadi upaya
pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama
posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan, atau setelahnya
melalui pemberdayaan masyarakat. Data jumlah posyandu di Kota Palopo mengalami peningkatan selama lima tahun
terakhir sebagaimana Grafik berikut;

Grafik 2.33
Jumlah Posyandu Kota Palopo Tahun 2020 — 2024
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Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo, 2025.
Data persentase posyandu aktif di Kota Palopo mengalami peningkatan sepanjang lima tahun terakhir
dimana pada 2020 sampai dengan 2024 sebesar 100% sebagaimana Grafik berikut:

Grafik 3.34
Persentase Posyandu Aktif Kota Palopo Tahun 2020 — 2024
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Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo, 2025.
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Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang bertanggung jawab atas
kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Puskesmas merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat
yang memiliki peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Puskesmas menjadi unit pelaksana
teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan upaya penyuluhan, pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyakit di
wilayah kerjanya secara terpadu dan terkoordinasi. Jumlah Puskesmas pada tahun 2024 di Kota Palopo mencapai 12

unit tersebar di 9 (Sembilan) kecamatan.

Grafik 2.35
Jumlah Puskesmas di Kota Palopo Tahun 2024
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Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo, 2025.

Rasio puskesmas adalah perbandingan jumlah puskesmas dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. Rasio

puskesmas yang ideal adalah 1 (satu) puskesmas untuk setiap 1.000 penduduk.

Grafik 2.36
Rasio Puskesmas di Kota Palopo Tahun 2020-2024
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Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo, 2025.

Puskesmas pembantu (pustu) merupakan jaringan pelayanan puskesmas yang memberikan pelayanan
kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja puskesmas. Puskesmas Pembantu merupakan bagian
integral Puskesmas, yang harus dibina secara berkala oleh Puskesmas. Tujuan Puskesmas Pembantu adalah untuk
meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Jumlah Pustu di Kota

Palopo pada Tahun 2024 mencapai 30 unit.
Grafik 2.37
Rasio Puskesmas Pembantu Kota Palopo Tahun 2020-2024

2020 2021 2022 2023 2024
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo, 2025.
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Ketersediaan tenaga kesehatan juga menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan pelayanan kesehatan
masyarakat. Dokter menjadi satu diantara tenaga kesehatan yang berperan penting sebagai advokat di bidang
kesehatan bagi pasien. Rasio tenaga dokter per satuan penduduk merupakan perbandingan ideal antara jumlah
ketersediaan tenaga dokter dengan jumlah penduduk. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan idealnya
pada 1 dokter berbanding 2.500 penduduk. Rasio Dokter per satuan penduduk di Kota Palopo Tahun 2020-2024 dapat
dilihat pada tabel berikut:

Grafik 2.38
Rasio Dokter Kota Palopo Tahun 2020 — 2024
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Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo, 2025.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020, untuk melayani 1000 jiwa penduduk, Pemerintah Kota
Palopo menyiapkan 1 orang dokter atau 1 dokter harus melayani sebanyak kurang lebih 1000 penduduk. Namun pada
tahun 2024, meningkat menjadi tersedia 2 orang dokter untuk melayani 1000 jiwa penduduk Kota Palopo. Ini
memberikan informasi bahwa beban kerja tenaga dokter di Kota Palopo sejak 2024 jauh lebih ringan dibandingkan
tahun 2020. Tahun 2024 dengan jumlah penduduk 182.898, dimana 1000 penduduk sudah bisa terlayani oleh 2 dokter.

Grafik 2.39
Rasio Tenaga Medis Kota Palopo Tahun 2020 - 2024
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Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo, 2025.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020, untuk melayani 10.000 jiwa penduduk, Pemerintah Kota
Palopo bisa menyiapkan 6 orang tenaga medis. Namun pada tahun 2024, tersedia 19 orang tenaga medis untuk melayani
10.000 jiwa penduduk Kota Palopo.

Komplikasi kebidanan adalah gangguan kesehatan yang terjadi pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan/atau
janin. Gangguan ini dapat berupa penyakit menular atau tidak menular. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
(PK) adalah persentase kasus komplikasi kebidanan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu
tertentu di suatu wilayah. Jumlah komplikasi kebidanan yang ditangani berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palopo
selama 5 (lima) tahun terakhir memiliki kecenderungan berfluktuatif bahkan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan
ada kecenderungan menurun. Hal tersebut bisa dilihat pada angka pada tahun 2020 sebesar 64,20 dan pada tahun 2024
berada pada angka 61,85. Walaupun terjadi kenaikan yang cukup besar pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan
adanya peningkatan ibu dengan komplikasi kebidanan di Palopo pada tahun 2022 yang mendapat penanganan definitif
sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan.
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Grafik 2.40
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
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Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo, 2025.

UCI (Universal Child Immunization) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11
bulan), 1bu hamil, Wanita Usia Subur (WUS) dan anak sekolah tingkat dasar. UCI merupakan salah satu upaya untuk
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Imunisasi juga merupakan cara untuk mencegah cara untuk mencegah
penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi 1 dosis BCG, 3 dosis DPT,
4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B,dan 1 dosis Campak.lbu hamil dan WUS meliputi 2 dosis TT. Anak sekolah tingkat
dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak, dan 2 dosis TT. Data menunjukan cakupan kelurahan UCI di Kota Palopo
belum mencapai angka 100 persen, tetapi secara angka mengalami peningkatan setiap tahun sejak tahun 2020 sampai
dengan tahun 2024. Hal itu menunjukkan cakupan kelurahan UCI belum tercapai. Grafik berikut menunjukkan cakupan
kelurahan UCI di Kota Palopo.

Grafik 2.41
Cakupan Kelurahan UCI di Kota Palopo
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Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo, 2025.

Prevalensi balita gizi kurang merupakan perbandingan dari jumlah balita gizi kurang berdasarkan kriteria berat
badan per umur dan jumlah balita yang ditimbang. Pengukuran ini dilakukan untuk mengukur besarnya penduduk yang
mempunyai konsumsi energi yang sangat rendah sehingga memerlukan prioritas di dalam upaya perbaikan pangan dan

gizi.

Grafik 2.42
Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kota Palopo
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Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo, 2025.

Prevalensi balita gizi kutrang di Kota Palopo selama lima tahun terakhir mengalami perbaikan yang signifikan. Data
yang ada menunjukkan bahwa sejak tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024, prevalensi gizi kurang mencapai nol
persen. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangu masalah gizi kurang pada balita, seperti pemberian makanan
tambahan, pendidikan gizi serta perbaikan sanitasi dan akses terhadap pelayanan kesehatan.
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Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo, 2025

Grafik 2.43
Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kota Palopo
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Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.
Tabel 2.14
Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kota Palopo
Pelayanan Dasar Indikator SPM Capaian SPM
2020 2021 2022 2023 2024
Pela)_/anan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang menerima 2612 3019 3142 2777 2493
Hamil layanan kesehatan
Pelaya_nan Kesehatan Ibu Jumlah ibu Bersalin yang menerima 2947 2991 2880 2768 2466
Bersalin layanan kesehatan
Pelayanar_l Kesehatan Bayi Jumlah Bayi Baru Lahir yang 2749 2900 2815 2751 2456
Baru Lahir menerima layanan kesehatan
Pelayanan Kesehatan Balita f(l;g;ﬁl:t;allta SR e [ Ee 5409 6294 6935 11868 12020
Pelayanan Kesehatan pada . -
Usia Pendidikan Jumlah Usia Pendidikan Dasaryang g4y g5p5 9647 22324 28655
Dasar menerima layanan kesehatan
Pel_ayanan Ke_sehatan pada | Jumlah Usia Produktif yang menerima 28749 35246 21192 75580 83224
Usia Produktif layanan kesehatan
Pel_ayanap Kesehatan pada  Jumlah Usia Lanjut yang menerima 5743 9743 9124 11274 13598
Usia Lanjut layanan kesehatan
Pelayar)an K_esehata_n Jumlah Penderita Hipertensi yang 3640 4566 4921 13794 14289
Penderita Hipertensi menerima layanan kesehatan
Pelayanan Kesehatan Jumlah Penderita Diabetes Melitus
Penderita Diabetes (DM) yang menerima layanan 1249 1782 2042 3231 2977
Melitus (DM) kesehatan
Pelayanan Kesehatan Orang Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa
dengan gangguan Jiwa (ODGJ) yang menerima layanan 242 282 297 339 355
(ODGJ) berat kesehatan
Pelavanan Kesehatan Oran Jumlah Orang dengan Tuberculosis
y . g (TB) yang menerima layanan 431 1525 3382 4085 5054
dengan Tuberculosis (TB)
kesehatan
Pelayanan Kesehatan Orang Jumlah Orang dengan Resiko
dengan Resiko terinfeksi HIV yang menerima layanan 5116 4238 5200 6068 5531

terinfeksi HIV

kesehatan

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo, 2025.

Pada 2024 secara keseluruhan indikator SPM bidang kesehatan terus mengalami peningkatan dari tahun
sebelumnya. Memperhatikan capaian SPM Kesehatan tersebut berbagai upaya yang dilakukan dalam proses penerapan
dan pencapaian SPM diantaranya dengan peningkatan penyediaan sarana-prasarana kesehatan, peningkatan kualitas
tenaga kesehatan pada pelayanan kesehatan Kota Palopo.

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
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Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan
panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Hal tersebut mengindikasikan kualitas jalan
dari keseluruhan panjang jalan. Secara umum, perkembangan proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
mengalami kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2020 proporsi jalan dalam kondisi baik adalah 76,11 persen
kemudian meningkat menjadi 78,44 persen pada 2021. Pada tahun 2022 meningkat pesat menjadi 81,96 persen dari tahun
sebelumnya dikarenakan adanya peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur. Sedangkan persentase kondisi
jalan dalam keadaan baik turun pada tahun 2023 menjadi 61,38 walaupun tahun 2024 mulai mengalami peningkatan
walaupun dalam jumlah yang sangat sedikit. Hal tersebut terjadi akibat penjang jalan kondisi baik mengalami penurunan
pada tahun tersebut, sebagaimana diGrafik kan dalam grafik di bawah ini:

Grafik 2.44
Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Palopo
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Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo, 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2014 tentang
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan adalah
upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik
dan non fisik drainase perkotaan. Untuk menjamin kualitas ketersediaan sistem drainase, dilakukan penghitungan panjang
drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat yang dihitung dengan formula panjang drainase dalam
kondisi yang baik dibagi dengan panjang seluruh drainase kota.

Tabel 2.15
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik di Kota Palopo
Indikator 2023 2024
Panjang drainase dalam kondisi baik (Km) 245.9 247.65

Sumber : Dinas PUPR Kota Palopo, 2025

Panjang drainase dalam kondisi baik di Kota Palopo pada tahun 2023 sampai 2024 mengalami peningkatann
volume. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Palopo terus melakukan peningkatan kualitas drainase
perkotaan baik di kawasan permukiman maupun diluar kawasan permukiman. Akses air minum layak menjadi salah satu
infrastruktur dasar yang bertujuan mendorong kualitas kesehatan masyarakat di wilayahnya. Penyediaan air minum
dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan persentase keluarga berakses air minum yang layak. Pencapaian indikator
persentase penduduk berakses air minum dihitung dengan membandingkan jumlah keluarga berakses air minum dengan
total keluarga di Kota Palopo.

Grafik 2.45
Persentase Keluarga Berakses Air Minum Layak
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Persentase penduduk berakses air minum layak (%)

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo, 2025

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.
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Tabel 2.16
SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

. Capaian SPM

Pelayanan Dasar Indikator SPM 2020 2021 2022 2023 2024
Pemenuhan Kebutuhan Persentase warga yang memperoleh
Pokok air minum sehari- kebutuhan pokok air minum sehari - n/a n/a n/a 84,38 85,53
hari hari
Penyediaan Pelayanan Persentase warga yang memperoleh
Pengolahan Air limbah layanan pengolahan air limbah n/a n/a n/a 82,69 84,85
Domestik domestik

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo, 2025

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman

Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah yang
layak huni bagi korban
bencana kota

Fasilitasi penyediaan rumah
yang layak huni bagi
masyarakat yang

terkena relokasi program
pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan pembangunan multisektoral yang
penyelenggaraannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi
semua warga, Pemerintah Kota Palopo bertanggung jawab untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar dapat
menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjamin, mudah diakses dan terjangkau yang mencakup sarana dan prasarana
pendukungnya.

Tabel 2.17
Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kota Palopo
Pelayanan Dasar Indikator SPM Capaian SPM

2020 2021 2022 2023 2024

Persentase Warga korban
bencana yang memperoleh rumah n/a n/a n/a n/a 100
layak huni

Jumlah Warga yang terkena

relokasi akibat program

pemerintah daerah yang n/a n/a n/a n/a n/a
memperoleh fasilitasi penyediaan

rumah yang layak huni

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palopo, 2025

a) Rasio Rumah Layak Huni

Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan
kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal diukur
dari dua aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal
diukur dengan 3 variabel, yaitu : jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas
fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas
tempat buang air besar (WC). Jadi Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan
jumlah penduduk. Data pada tahun 2024 menunjukkan pada angka

Tabel 2.18
Rasio Rumah Layak Huni Kota Palopo Tahun 2020 — 2024
Indikator VETU
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah rumah layak huni 35.313 37.876 38.967 39365 39992
Jumlah penduduk 184.681 187.331 190.867 194241 195670
Rasio Rumah Layak Huni 0.191 0,201 0,204 0,202 0,204

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Palopo Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah rumah layak huni di Kota Palopo sepanjang tahun 2020-2021
meningkat. Jika pada tahun 2018 hanya terdapat sebanyak 32.097 unit rumah layak huni, pada tahun 2024 jumlah
rumah layak huni meningkat menjadi 39.992 unit. Rasio rumah layak huni pada tabel di atasmenunjukkan bahwa
pada tahun 2018, per 1000 penduduk Kota Palopo hanya terdapat 178 unit rumah layak huni, kondisi ini terus
membaik dimana pada tahun 2024 terdapat 204 unit rumah layak huni per 1000 penduduk Kota Palopo.

b) Rasio Pemukiman Layak Huni
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Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan
perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat
kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas
permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas
pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas pemukiman.Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin baik.

Tabel 2.19
Rasio Permukiman Layak Huni Kota Palopo Tahun 2020 — 2024
Indikator Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
Luas area permukiman Layak Huni (Ha) 5.205 5.185 5.231,2 5462.9 5751,77
Luas area permukiman keseluruhan (Ha) 5.561 5.611 5.680,4 5904 6013,4
Rasio Permukiman Layak Huni (%) 93.59 92,40 92,09 92,52 95,65

Rasio Pemukiman Layak Huni Sulsel (%) - - -

Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada
kurun waktu tertentu

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Palopo Tahun 2024

Rasio permukiman layak huni dari tahun ke tahun semakin meningkat, seperti yang terlihat pada tabel, rasio
permukiman layak huni tahun 2020 pada angka 93,59% menjadi 95,65% di tahun 2024. Data pada tahun 2024 menjadi
luas area pemukiman layak huni (Ha) yaitu 5751,77 Ha dan Luas area pemukiman keseluruhan (Ha) yaitu 6013,4
menunjukkan rasio 95,65%.

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan ketersediaan RLH dihitung dari jumlah seluruh RLH pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah
total rumah pada tahun tertentu dikali 100%. Semakin seimbangnnya jumlah RLH dengan jumlah total keseluruhan
di suatu wilayah menunjukkan bahwa di wilayah tersebut memiliki akses perumahan yang nyaman dan layak bagi
penghuninya, sehingga akan tercipta kebersihan, keteraturan, dan kesehatan.

Tabel 2.20
Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kota Palopo Tahun 2020 — 2024
Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Unit | 35.313 | 37.876 | 38.967 @ 39.365 | 39.992

Indikator Satuan

Jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Unit | 38.075  39.025 42.142 @ 42.403 | 42.882
PersentaseKetersediaan Rumah Layak Huni % 92.74 97,06 @ 92,47 | 92,84 @ 93,26

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2024

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 dari 100 rumah yang ada, sebanyak 92 rumah merupakan rumah
layak huni. Kondisi ini terus membaik dimana pada tahun 2021 angkanya menjadi 97 rumah layak huni per 100
rumah. Ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah rumah layak huni di Kota Palopo sepanjang 2020-2021. Namun,
di tahun 2024, ketersediaan rumah layak huni mengalami penurunan menjadi 93 rumah per 100 unit rumah.

d) Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau

Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni
dan terjangkau pada kurun waktu tertentu

Tabel 2,21
Persentase Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau di Kota Palopo Tahun 2020 — 2024
. Tahun
Indikator Satuan

2020 2021 2022 | 2023 2024
Unit 5389 | 5926 @ 6.468 | 6.531 | 6596

Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu Unit 5726 | 6.226 = 6.769 | 6.831 6894
Persentase layanan rumah layak huni yang terjangkau % 94,11 | 9518 | 9555 | 9560 95,67

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2024

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020, dari 100 rumah tangga MBR yang ada, sebanyak 94 rumah tangga
MBR telah menempati rumah layak huni. Kondisi ini terus membaik dimana pada tahun 2022 angkanya menjadi 95
rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni per 100 rumah tangga MBR, angka ini terus stagnan sampai
tahun 2024. Ini menunjukkan adanya perbaikan rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni di Kota Palopo
sepanjang 2020-2024. Artinya semakin banyak rumah tangga MBR yang mampu mengakses rumah layak huni. Data
pada tahun 2024 Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu
tertentu yaitu 6596 dan Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu yaitu 6894 menunjukkan presentase
95,67%.
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Persentase Pemukiman yang Tertata

Persentase luas permukiman yang tertata adalah proporsi luas area permukiman yang sesuai dengan
peruntukan berdasarkan rencana tata ruang satuan permukiman terhadap luas area permukiman keseluruhan.

Tabel 2.22
Persentase Pemukiman yang Terjadi di Kota Palopo Tahun 2020 — 2024
Indikator Satuan il
2020 2021 2022 2023 2024
Luas area permukiman tertata Ha 5.185 5.186 | 5.539,15 5633 5751,77
Luas area permukiman keseluruhan Ha 5.661 5.611 5.811 5904 6013,4
Persentase Pemukiman yang Tertata % 92.40 92,42 95,32 95,40 95,64

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2024

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020, persentase luas pemukiman yang tertata di Kota Palopo sudah
mencapai 92,40%. Persentase permukiman yang tertata terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2024 mencapai
95,64 persen. Selain persentase, luas area pemukiman yang tertata meningkat dari 4702.47 Ha pada tahun 2019
menjadi 5.751,77 Ha pada tahun 2024. Pertambahan jumlah penduduk serta meningkatnya angka urbanisasi di Kota
Palopo mengakibatkan kebutuhan untuk area permukiman semakin bertambah. Perlu pengawasan secara terpadu
sehingga permukiman yang dibangun pengembang dapat tertata dengan baik.

Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh

Lingkungan pemukiman kumuh adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu
satuan permukimanyang mengalami kekumuhan.Beberapa indikator yang dapat dipakai untuk mengetahui apakah
sebuah kawasan atau lingkungan pemukiman yangtergolong kumuh atau tidak adalah diantaranya dengan melihat :
Tingkat kepadatan kawasan, Kepemilikan lahan dan bangunan serta kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam
kawasan tersebut.Penilaian tingkat kekumuhan harus terdiri dari kombinasi dari beberapa indikator kumuh yang ada.

Tabel 2.23

Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Kota Palopo Tahun 2020 — 2024

Indikator Satuan VEI:
2020 2021 2022 2023 2024
Luas lingkungan permukiman kumuh Ha 426,37 = 303,40 | 30340 | 27185 | 261,63
Luas wilayah Kota Palopo Km? 247,52 24752 | 24752 247,52 273,23
Ha 24.752 24752 | 24.752 24.752 27.323
Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh % 1,72 1,23 1,23 1,10 0,96

9)

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2025
Keterangan : 1 Km2 = 100 Ha

Data di atas menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2020 persentase lingkungan permukiman kumuh mencapai
1,72 persen dari luas permukiman kumuh 426,37 Ha. Angka ini terus mengalami penurunan hingga di tahun 2024
mencapai 0,96 persen dari total luas permukiman kumuh mencapai 261,63 Ha. Data tahun 2024, terjadi perubahan
luas wilayah Kota Palopo dari awalnya 247,52 km? atau 24.752 Ha bertambah menjadi 273,23 km? atau 27.323 Ha.
Perubahan luas wilayah ini didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022
tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Luasan permukiman kumuh dan termasuk suatu kawasan dalam satuan persegi ataupun hektar yang tidak
layak huni ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas
bangunan serta sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Tabel 2.24
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Kota Palopo
Tahun 2020- 2024

Indikator it
2020 2021 2022 2023 2024
Luasan permukiman kumuh yang tertangani (Ha) 4 4 31,6 0 15,92
Luas pemukiman kumuh (Ha) 85,48 121,92 303,40 | 271,85 | 261,63
Persentase luasan pemukiman kumuh tertangani 4,50 3,49 10,42 0 6,08

Sumber : Dinas Perumahan & Permukiman Tahun 2024
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Data di atas menunjukkan bahwa penanganan permukiman kumuh yang ditangani selama lima tahun terakhir, atau
sejak tahun 2020 sebanyak 55,52 hektar atau 21,22 persen dari luas permukiman kumuh. Jika dibandingkan dengan
luas pemukiman kumuh secara keseluruhan, yaitu 261,63 hektar. Masih ada kurang lebih 78,78 persen permukiman
kumuh yang membutuhkan pananganan dari Pemerintah Kota Palopo.

Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Rumah tangga kumuh perkotaan merupakan kondisi permukiman yang tidak memenuhi standar kesehatan
dan keselamatan, seringkali ditemukan di daerah perkotaan. Karakteritistik rumah tangga kumuh perkotaan antara
lain : kondisi fisik yang buruk, kepadatan penduduk yang tinggi, kurangnya akses ke pelayanan dasar, kemiskinan
dan pengangguran. Rumah tangga perkotaan dapat menimbulkan masalah social utamanya masalah gangguan
kesehatan pagi penghuninya. Selain itu, masalah keselamatan (resiko kebakaran, kejahatan, kecelakaan) serta masalah
kemiskinan dan ketidaksetaraan social dan ekonomi.

Tabel 2.25
Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Kota Palopo Tahun 2020 — 2024
. Tahun
Indikator Satuan - o000 2021 2022 2023 2024
Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan KK 2.808 2.298 2.356 2413 2587
Jumlah seluruh rumah tangga KK 40.303 41.220 42.158 42403 57779
Persentase % 6,97 5,57 5,59 5,69 4,47

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2024 dan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024

Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan di Kota Palopo mengalami fluktuasi tiap tahunnya, di tahun 2020 jumlah
rumah tangga sebanyak 2.808 KK atau sebesar 6,97 % dari total rumah tangga, angka ini terus menurun sampai di
tahun 2021 yang mencapai 2.298 KK atau 5,57%. Selanjutnya di tahun 2022 mengalami peningkatan jumlah rumah
tangga kumuh perkotaan menjadi 2.356 KK atau 5,59% hingga di tahun 2024 kembali mengalami peningkatan
menjadi 2.587 atau 4.47% dari total rumah tangga sebanyak 57.779 kk. Meningkatnya jumlah penduduk, khususnya
kategori ekonomi menengah ke bawah serta urbanisasi penduduk yang mencari pekerjaan menyebabkan
meningkatnya hunian yang tidak layak.

Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU

Indikator ini mengGrafik kan keberadaan sarana dan prasarana utilitas umum (PSU) berupa kelengkapan
penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. Semakin tinggi nilai indikator ini semakin baik kualitas pemukiman
masyarakat. Data tahun 2023 pada jumlah rumah tangga kumuh prkotaan menunjukkan angka 2413 dan jumlah
seluruh rumah tangga menunjukkan pada angka 42403 menunjukkan presentase pada angkat 5,69%.

Tabel 2.26
Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan
PSU Kota Palopo Tahun 2020 — 2024

Tahun
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Indikator Satuan

Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu

Kawasan 46 50 69 80 87

tertentu
Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu Kawasan | 164 230 246 251 296
Persentase % 28.05 | 21,74 | 28,04 | 31,87 | 29,39

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2025

Data di atas menunjukkan bahwa kawasan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana
Utilitas Umum (PSU) di Kota Palopo semakin berkurang. Pada tahun 2022 lingkungan yang sehat dan aman yang
didukung dengan PSU Kota Palopo jumlah menjadi 28,04%, yang artinya bahwa dari 100 lingkungan perumahan
yang ada pada tahun 2022, terdapat 69 lingkungan perumahan yang memiliki PSU. Data pada tahun 2023 pada jumlah
lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu 80 dan jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu
tertentu yaitu 251 hingga menunjukkan presentase 31,87%.

5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
a) Tingkat Penyeleaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan (K3) dan Penegakan Peraturan Daerah

(perda)

Dalam hal pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, setiap
unit masyarakat berhak atas rasa aman. Hal tersebut telah diamanatkan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah diamanatkan untuk menegakkan peraturan perundang-
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undangan, memelihara ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat. Dalam penegakan
peraturan daerah, tidak sedikit terjadi pelanggaran, sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.27
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3
Indikator Satuan = 2020 = 2021 2022 @ 2023 @ 2024
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 kasus 150 134 114 737 43
Jumlah Pelanggaran K3 kasus 158 134 120 741 43
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, % 94,93 100 95 99.46 100

Keindahan)
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo, 2025.

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2018 — 2024, seluruh laporan pelanggaran K3 yang
dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo semuanya diselesaikan
walaupun tidak 100%, kecuali pada tahun 2021. Namun sesuai data Satpol PP Kota Palopo, jumlah pelanggaran K3
yang mereka selesaikan jauh lebih banyak dari yang dilaporkan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa meski
pelanggaran K3 tersebut tidak dilaporkan, jika ditemukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja juga diselesaikan.
Penegakan perda adalah proses memastikan kepatuhan dan kepastian hukum terhadap perda yang berlaku di daerah.
Penegakan perda sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, menjaga ketertiban, dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan penegakan perda yang baik, masyarakat dapat merasa aman,
nyaman, dan terlindungi oleh aturan yang berlaku.

Tabel 2.28
Persentase Penegakan PERDA Kota Palopo Tahun 2020 — 2024
Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah penyelesaian penegakan PERDA 150 134 131 105 20
Jumlah pelanggaran PERDA 158 145 137 130 20
Persentase penegakan PERDA (%) 94,93 93,36 95.62 80.76 100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo, 2025.

Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa persentase penegakan Perda sampai dengan Tahun 2024
mencapai 100 persen. Ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ketetapan Peraturan Daerah.

b) Cakupan Perlindungan Masyarakat

Cakupan perlindungan masyarakat di Kota Palopo mencakup berbagai upaya dan kegiatan yang bertujuan
untuk melindungi dan menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Cakupan ini mencakup
perlindungan hokum, perlindungan social dan peran perlindungan masyarakat (Linmas).

Tabel 2.29
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
Kota Palopo Tahun 2020 — 2024

Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
100 orang Petugas Linmas di
kabupaten/kota daerah pemekaran baru Gl e UEts Dets 112 o
1 wilayah kerja kabupaten/kota Kelurahan 48 48 48 48 48
Persentase Persen 2 2 2 21 21

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo, 2025.
c) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota

Cakupan pelayanan bencana kebakaran adalah luas dan mencakup berbagai aspek untuk melindungi
masyarakat dari bahaya kebakaran. Pelayanan ini penting untuk mencegah, mengurangi risiko, dan merespons
bencana kebakaran secara efektif. Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencakup semua area yang berpotensi
mengalami kebakaran, termasuk sumber daya yang berisiko dan perlu dilindungi dari bahaya kebakaran. Pelayanan
ini meliputi kegiatan seperti pemadaman kebakaran, penyelamatan korban, dan pananganan dampak kebakaran.

Tabel 2.30
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Palopo Tahun 2020 — 2024
Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
Jangkauan luas wilayah manajemen Km2 225 225 225 225 225
kebakaran
Luas wilayah kabupaten/kota Km? 247,50 247,50 247,50 247,50 273,23
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| Persentase | % | 909 | 909 [ 90 | 90 | 823 ]
Sumber Data : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo Tahun 2022

Angka dalam tabel menunjukkan bahwa cakupan jangkauan pelayanan bencana kebakaran di Kota Palopo
selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2023 hanya mampu memenuhi cakupan sebesar 9,09 persen atau
kurang lebih 10 Km2. Cakupan pelayanan bencana kebakaran pada tahun 2024 mengalami penurunan persentase,
karena dipengaruhi oleh luas wilayah Kota Palopo yang mengalami perubahan dari 247,50 Km2 menjadi 273,23 Kmz,
Cakupan pelayanan bencana kebakaran masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan luas wilayah Kota Palopo.
Hal ini menunjukkan adanya ketidakmampuan dalam menjangkau dan memberikan bantuan secara efektif kepada
masyarakat yang terdampak kebakaran. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain keterbatasan sumber daya
dan infrastruktur. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran
(WMK) adalah rasio antara jumlah kejadian kebakaran yang ditangani dalam waktu tidak lebih dari 15 menit. Target
waktu kebakaran pada permukiman, bangunan gedung, dan pabrik atau industry adalah tidak lebih dari 60 menit.

Tabel 2.31
Tingkat dan Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran

Indikator Satuan = 2020 2021 @ 2022 @ 2023 @ 2024
Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan 0
Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) i 99,86 | 98,61 100 100 100
Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah .
Manajemen Kebakaran (WMK) menit 6 6 6 6 6

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palapo, 2025.

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK di
Kota Palopo mencapai 100 persen sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Sementara Waktu Tanggap Daerah
Layanan WMK ditangani dalam waktu 6 menit atau dibawah standar target waktu 60 menit.
Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK bisa diukur dengan melihat jumlah kasus kebakaran yang terjadi di
Kota Palopo. Data ini penting untuk mengetahui efektivitas pengelolaan kebakaran. Untuk mengetahui jumlah kasus
kebakaran di Kota Palopo dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.32
Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani dan Jumlah Kasus Kebakaran dalam Jangkauan WMK di
Kota Palopo Tahun 2020-2024

Indikator Satuan =~ 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu = Kasus 105 166 47 73 49
maksimal 15 menit
Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK Kasus 106 168 47 73 49
Persentase % 98,13 100 100 100 100

Sumber Data : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo Tahun 2025.

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah kasus kebakaran yang ditangani kurang atau dalam waktu maksimal 15
menit, menurun. Pada tahun 2020, dari 106 kasus kebakaran, sebanyak 105 kasus yang ditangani kurang dalam waktu
15 menit. Tahun 2024, jumlah kasus kebakaran semakin berkurang, sebanyak 49 kasus dan ditangani kurang dari 15
menit sebanyak 49 kasus.

d) Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebencanaan
Cakupan pelayanan kebencanaan mencakup semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani bencana,
mulai dari pencegahan dan mitigasi, persiapan, tanggap darurat, hingga pemullihan. Ini melibatkan berbagai aspek
seperti perencanaan, penanggulangan, dan tindakan pasca bencana. Dalam aspek penanggulangan kebencanaan Kota
Palopo menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat.
IRB Kota Palopo dapat dilihat pada diagram berikut.
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Grafik 2.46
Indeks Risiko Bencana Kota Palopo Tahun 2020-2024

2020 2021 2022 2023 2024
Sumber : https://inarisk.bnpb.go.id/irbi

Data diatas menunjukkan bahwa IRB Kota Palopo Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengindikasikan
terjadinya penurunan setiap tahun. Hal tersebut berarti bahwa risiko bencana Kota Palopo rendah yang berarti bahwa
memiliki potensi kerugian akibat bencana yang kecil. Ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti tingkat bahaya
yang rendah, tingkat kerentanan yang rendah, dan kapasitas daerah yang tinggi dalam menghadapi bencana. Dengan
kata lain, daerah tersebut dianggap memiliki kemampuan yang baik dalam mencegah, mempersiapkan, merespons,
dan memulihkan diri dari dampak bencana.

6) Urusan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu
hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin
hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhana hidupnya
(jasmani, rohani dan social) secara memadai dan wajar. Secara umum kondisi PMKS yang meperoleh bantuan sosial
di Kota Palopo cenderung mengalami kondisi penurunan sejak 2022 hingga tahun 2024 meskipun pada tahun 2021
terjadi peningkatan.

Grafik 2.47
Jumlah PMKS yang Memperolah Bantuan Sosial dalam 1 Tahun (jiwa)

35519 35870

27925 a

21348
17576
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4797 4695
76.81 78.62 49.00 ' 158.83 92.55

2020 2021 2022 2023 2024

= Jumlah PMKS yang memperolah bantuan sosial dalam 1 tahun (jiwa)
Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperolah bantuan sosial

Persentase

Sumber : Dinas Sosial Kota Palopo, 2025.

Data di atas menunjukkan besaran PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam satu tahun di Kota Palopo
sejak 2020 sampai dengan 2024 meningkat. Jika 2018 sebanyak 59,06% artinya dari 100 orang PMKS, sebanyak 59
orang telah diberikan bantuan sosial, tahun 2022 sebanyak 17.576 orang bisa diberikan bantuan sosial. Data tahun
2024 mengalami peningkatan menjadi 92,54 persen dengan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sebanyak 4.345
orang dari total 4.695 orang PMKS.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah individu, keluarga, kelompok, atau komunitas
yang menghadapi berbagai kendala atau tantangan yang menghalangi mereka untuk berfungsi secara sosial secara
normal. Kendala ini bisa berupa masalah ekonomi, sosial, psikologis, atau kesehatan yang menyebabkan mereka
kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Data PPKS di
Kota Palopo dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.33
Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Palopo
JENIS PPKS SATUAN 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Jumlah Anak Balita Terlantar orang n/a n/a n/a n/a 2
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JENIS PPKS SATUAN 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Jumlah Anak dengan Disabilitas orang n/a n/a n/a n/a 119
Jumlah Anak Jalanan orang n/a n/a n/a n/a n/a
Jumlah Anak Terlantar orang n/a n/a 126 126 390
Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum orang n/a n/a n/a 48 4
Jumlah Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus orang n/a n/a n/a n/a 12
Jumlah Anak yang Menjadi Tindak Kekerasan orang n/a n/a n/a n/a n/a
Jumlah Bekas warga Binaan Pemasyarakatan orang n/a n/a n/a n/a n/a
Jumlah Fakir Miskin orang n/a n/a | 10.150 nfa | 9907
Jumlah Gelandangan dan Gelandangan Psikotik orang n/a n/a n/a n/a n/a
Jumlah Kelompok Minoritas orang n/a n/a n/a n/a n/a
Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Keluarga n/a n/a n/a n/a n/a
Jumlah Korban Bencana Alam orang n/a n/a n/a 429 | 3.324
Jumlah Korban Bencana Sosial orang n/a n/a n/a 48 59
Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza orang n/a n/a n/a n/a 2
Jumlah Korban Tindak Kekerasan orang n/a n/a n/a n/a n/a
Jumlah Korban Trafficking orang n/a n/a n/a n/a 1
Jumlah Lanjut Usia Terlantar orang n/a n/a n/a n/a n/a
Jumlah Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) orang n/a n/a n/a n/a 30
Jumlah Pekerja Migran Bermasalah Sosial orang n/a n/a n/a n/a 1
Jumlah Pemulung orang n/a n/a n/a n/a 32
Jumlah Pengemis orang n/a n/a n/a n/a 25
Jumlah Penyandang Disabilitas orang 990 1109 1104 1104 | 1102
Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi orang n/a n/a n/a n/a n/a
Jumlah Tuna Susila orang n/a n/a n/a n/a n/a

Sumber : Dinas Sosial Kota Palopo, 2025

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari 25 (dua puluh lima) jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di
Kota Palopo, terdapat didominasi 15 jenis PPKS yang terdiri dari Anak Balita Terlantar, Anak dengan Disabilitas,
Anak Terlantar, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, Fakir
Miskin, Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Korban Penyalahgunaan Napza, Korban Trafficking, Orang
Dengan HIV/AIDS (ODHA), Pekerja Migran Bermasalah Sosial, Pemulung, Pengemis, dan Penyandang Disabilitas.

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial pada tahun 2020-2024 selengkapnya terlihat di tabel

berikut ini.
Tabel 2.34
SPM Bidang Urusan Sosial
Capaian SPM

Pelayanan Dasar Indikator SPM 282 2(1JZ 2022 | 2023 | 2024
Rehabilitasi sosial dasar Persentase Warga penyandang disabilitas
penyandang Disabilitas terlantar di | yang memperoleh Rehabilitasi sosial di luar | n/a | n/a n/a 100 100
luar panti panti
Rehabilitasi sosial dasar anak Persentase anak terlantar yang memperoleh na | na n/a 100 100
terlantar di luar panti rehabilitasi sosial di luar panti
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia | Persentase warga lanjut usia terlantar yang
terlantar di luar panti memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti na | nia n/a 100 100
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial | Presentase warga negara/ gelandangan dan
khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi nfa | nla n/a 100 100
pengemis di luar panti sosial dasar tuna sosial diluar panti
Perlindungan dan korban b
jaminan sosial pada saat tanggap Presentase warga Negara korban bencana
dan pasca bencana bagi korban kab/!<ot§ yang m_emperoleh perlindungan nfa | nla n/a 100 100
bencana kab/kota dan jaminan sosial

Sumber : Dinas Sosial Kota Palopo, 2025

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN NON DASAR

1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
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Grafik 2.48
Angka Sengketa Perusahaan Pekerja Kota Palopo
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Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo, 2025.

Persentase angka sengketa pengusaha dengan pekerja di Kota Palopo dalam kurun waktu lima tahun
terakhir secara umum dibawah 1 persen. Walaupun secara riil terjadi secara fluktuatif, sebagai akibat dari adanya
pertambahan jumlah sengketa dan jumlah perusahaan yang bertambah setiap tahun. Persentase sengketa pengusaha
pekerja pada tahun 2020 sebesar 0,58 persen dengan jumlah sengketa pengusaha dengan pekerja sebanyak 11 dan
jumlah perusahaan sebanyak 1.897 perusahaan. Sedangkan di tahun 2021 dengan jumlah perusahaan yang
meningkat menjadi 1.906 perusahaan, kasus sengketa hanya sejumlah 12 kasus sehingga persentase angka sengketa
perusahaan dan pekerja meningkat menjadi 0,63 persen. Angka ini terus meningkat di tahun 2022 dimana jumlah
perusahaan meningkat walaupun dalam jumlah sedikit menjadi 1.908 perusahaan dan kasus sengketa perusahaan
dan pekerja naik sejumlah 17 kasus, sehingga persentase angka sengketa perusahaan dan pekerja menjadi 0,89
persen. Begitu juga tahun 2023 jumlah perusahaan meningkat sangat banyak menjadi 1.925 perusahaan dan kasus
sengketa perusahaan dan pekerja turun sejumlah 8 kasus, sehingga persentase angka sengketa perusahaan dan
pekerja turun menjadi 0,42 persen dan tahun 2024 kembali naik seiring dengan bertambahhnya jumlah perusahaan
sebanyak 1.927 dengan jumlah kasus sebanyak 12 kasus dan persentase angka sengketa pengusaha dan pekerja
sebesar 0,62 persen.

Grafik 2.49
Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama Kota Palopo Tahun 2020-2024
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Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo, 2025.

Tingkat penyelesaian kasus dengan perjanjian bersama di tahun 2020 sebesar 100 persen. Terdapat 11 kasus
yang diselesaikan. Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan jumlah penyelesaian kasus. Dari
49 kasus yang dicatat/dilaporkan, yang bisa diselesaikan sebanyak 12 kasus dengan tingkat penyelesaian kasus
sebesar 24,50 persen.

Grafik 2.50
Besaran Pencarian Kerja yang Ditempatkan Tahun 2020-2024

13050 |
2085 2288 | 2140
[1532]
[112s]
soo
412 19 76 30.09 34.97 36. 98 35 14

2020 2021 2022 2023 2024

m Jumlah pencari kerja yang ditempatkan
Jumlah pencari kerja yang mendaftar

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo, 2025.

Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Kota Palopo mengalami peningkatan yang cukup signifikan
selama empat tahun terakhir (2020-2023) walaupun mengalami penurunan penempatan pencari kerja pada tahun
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2024. Hal tersebut diakibatkan oleh menurunnya jumlah pencari kerja dan terbatasnya lowongan kerja yang tersedia.
Menurut data BPS Kota Palopo (2023) jumlah pencari kerja yang terdaftar didominasi oleh jenis kelamin laki-laki
sebesar 66,90% dan 33,10% adalah perempuan.

Indikator Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja mengGrafik kan besaran perusahaan yang
memperhatikan dan menerapkan prinsip keselamatan dan perlindungan bagi pekerjanya. Semakin tinggi angka
indikatornya, maka semakin banyak cakupan tenaga kerja yang dilindungi keselamatan dan keamanan kerjanya.

Grafik 2.51
Persentase Keselamatan dan Perlindungan Kota Palopo Tahun 2020 — 2024
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Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2025

Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja di Kota Palopo mengalami tren peningkatan sejak tahun 2020-
2023. Persentase keselamatan dan perlindungan di tahun 2023 sebesar 34,18%. Kondisi ini mengGrafik kan bahwa
pelaku usaha telah konsisten mematuhi dan melaksanakan aturan K3 (kesehatan keselamatan kerja) di lokasi kerjanya.
Namun, pada pada tahun 2024 jumlah presentase keselamatan dan perlindungan menurun hingga mencapai angka
30,20. Indikator Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek mengGrafik kan cakupan pekerja
yang menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Semakin tinggi nilai indikator, maka semakin banyak jumlah
pekerja/buruh yang dijamin jaminan sosial bidang ketenagakerjaannya

Grafik 2.52
Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek di Kota Palopo Tahun 2020-2024
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Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo, 2025; BPJS Ketenagakerjaan Kota Palopo

Besaran pekerja yang mengikuti kepesertaan jaminan sosial mengalami tren penurunan dalam kurun waktu
tahun 2020 sampai dengan 2022, kemudian naik turun sampai pada angka 43,26% tahun 2024. Disisi lain jumlah
pekerja/buruh di Kota Palopo setiap tahunnya mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan. Situasi ini menjadi
alarm pengingat kepada perangkat daerah pengampu untuk terus mensosialisasikan dan memberikan sanksi kepada
pelaku usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya menjadi anggota jaminan sosial tenaga kerja.

Indikator perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Daerah mengGrafik kan pengaruh
kebijakan pemerintah daerah terhadap angka perselisihan buruh dan pengusaha. Semakin tinggi nilai indikator ini,
menunjukkan semakin dinamisnya kondisi ketenagakerjaan di daerah.

Indikator Besaran Pemeriksaan Perusahaan yang menunjukkan cakupan perusahaan yang diperiksa dalam
menerapkan prinsip prinsip sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Semakin tinggi nilai indikator ini, menunjukkan
semakin tingginya komitmen pemerintah dan perusahaan memenuhi hak dan kewajibannya bagi para pekerja dan buruh.
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Grafik 2.53
Persentase Pemeriksaaan Perusahaan di Kota Palopo Tahun 2020-2024
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Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo, 2025.

Berdasarkan data diatas, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo memiliki kinerja yang rendah sekali dalam
melaksanakan pemeriksaan perusahaan yang berTDP. Tahun 2022 hanya 7 (1,38%) perusahaan yang telah dilakukan
pemeriksaan, terjadi penurunan yang jauh dari tahun sebelumnya 15 (2,10%) perusahaan. Data perusahaan jumlah
perusahaan yang telah diperiksa yaitu 7 dan jumlah perusahaan terdaftar (ber TDP) (*) yaitu 168 dengan hasil persentase
11,76%. Di tahun 2024, jumlah persentase pemeriksaan perusahaan hanya mencapai 1,58 persen. Hanya 12 perusahaan
yang telah diperiksa dibandingkan total 781 perusahaan yang terdaftar. Terjadi peningkatan secara signifikan jumlah
perusahaan dari angka 168 di tahun 2023, menjadi 781 di tahun 2024. Perlu peningkatan pengawasan bagi perusahaan,
utamanya yang baru berkembang di Kota Palopo. Indikator Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan mengGrafik
kan besaran perusahaan yang menggunakan peralatan di perusahaannya namun tetap memperhatikan prinsip prinsip
keamanan kerja dan perlindungan bagi tenaga kerjanya. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin baik bagi keamanan
kerja bagi para karyawannya. Indikator Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi
memberikan Grafik an proporsi tenaga kerja di Kota Palopo yangmemiliki keterampilan kompetensi kerja setelah
medapatkan pelatihan. Umumnya hambatan utama untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja (seperti memiliki lebih
banyak tenaga kerja terampil) adalah rendahnya akses ke pendidikan menengah berbasis vokasi, apalagi dengan kondisi
Kota Palopo dimana sebagian besar angkatan kerja merupakan lulusan SMA/SMK sederajat. Indikator ini akan
berdampak pada tingkat produktifitas tenaga kerja yang ada dalam menghasilkan nilai tambah produk barang atau jasa.

Grafik 2.54
Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis
Kompetensi di Kota Palopo Tahun 2020-2024
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Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo, 2025.

Persentase jumlah tenaga kerja pada tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pelatihan tenaga
kerja berbasis kompetensi. Pada tahun 2024, jumlah tenaga kerja dilatih mencapai 172 orang dari total 190 orang
pendaftar pelatihan atau mencakup 90,53 persen. Indikator Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan
Berbasis Masyarakat menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam skala komunitas dalam pelatihan
ketenagakerjaan. Semakin nilai indikator ini, semakin banyak komunitas komunitas tenaga kerja yang siap kerja di
sebuah daerah.

Grafik 2.55
Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis
Masyarakat di Kota Palopo Tahun 2020-2024
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Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2024
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Dari Grafik di atas terGrafik kan bahwa empat tahun terakhir, pelatihan tenaga kerja berbasis masyarakat dilaks

anakan

100 persen dari total pendaftar pelatihan. Di tahun 2020, tidak terlaksana pelatihan dikarenakan kondisi Covid-19.
Indikator persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan adalah ukuran yang digunakan untuk
mengukur proporsi tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kewirausahaan. Ini membantu Pemerintah kota Palopo untuk

mengevaluasi efektifitas program pelatihan kewirausahaan dan memberikan Grafik an tentang seberapa banyak
kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan kewirausahaan.

Grafik 2.56
Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan
di Kota Palopo Tahun 2020-2024
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Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo, 2025.
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Data di atas menunjukkan persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan oleh Dinas
Tenaga Kerja tidak terlaksana dalam 3 tahun (2020-2022) sejak Covid-19 yang diakibatkan oleh refocusing anggaran
sehingga anggaran pelatihan tidak mencukupi untuk pelatihan kewirausahaan. Namun di tahun 2023-2024 telah
dilaksanakan pelatihan kewirausahaan dengan kecenderungan mengalami peningkatan. Di tahun 2023 mencapai 40,76

% pelatihan kewirausahaan dan angka ini meningkat di tahun 2024, mencapai 100 %.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Pemerintah Daerah Kota Palopo tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.35
Hasil Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Indeks Pembangunan Gender (IPG) % 97.32 | 97.31 | 97.58 | 97.61 | 97.58
Persentase penanganan kasus tindakan KDRT % 23.76 | 30.76 | 11.11 | 47.91 | 11.11
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan
penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan % 100 100 100 100 100
terpadu
Persentase organisasi perempuan yang difasilitasi % 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Persentase Forum Anak yang Difasilitasi % 6.25 | 3.22 | 2.38 | 2.38 | 5.55

Sumber : Dlnas Sosial Kota Palopo, 2025.

Partisipasi perempuan dalam pemerintahan merujuk pada keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan
keputusan dan kebijakan di semua tingkatan pemerintahan. Partisipasi perempuan dalam pemerintahan akan
memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berkontribusi secara aktif dan melahirkan inisiatif pembangunan dan

memberi ruang untuk mengemukakan kebijakan yang menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat. Par

tisipasi

perempuan yang bekerja pada Instansi Pemerintah Kota Palopo masih rendah, yaitu dibawah 30 persen. Partisipasi ini
mencakup berbagai bentuk, seperti menjadi aparatur sipil negara dan anggota legislatif. Berdasarkan data yang ada,

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir atau, tahun parstisipasi tertinggi pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 28
sedangkan partisipasi terendah pada tahun 2024 yaitu sebesar 7 persen.

Grafik 2.57
Partisipasi Perempuan Kota Palopo dalam Pemerintahan Tahun 2020-2024
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Data di atas menunjukkan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sejak tahun 2020-2022 terus
mengalami peningkatan, terakhir di tahun 2022 — 2023 mencapai 7.331 orang. namun di tahun 2023 menurun mencapai
3017 orang, kemudian turun menjadi 1.795 orang pada tahun 2024. Sejalan dengan upaya pemberdayaan perempuan
dan pengarutamaan gender, perempuan berhak berpartisipasi dalam dunia politik khususnya keterwakilan dalam
legislatif. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, keterwakilan perempuan diatur sebanyak 30% dari total keseluruhan anggota legislatif. Kota Palopo
masih belum masuk dalam keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Jumlah keterwakilan perempuan tahun 2020-2023
masih stagnan berada di angka 28% dengan jumlah anggota DPRD perempuan sebanyak 7 orang. Namun di tahun
2024, jumlah perempuan yang menduduki kursi anggota DPRD menurun menjadi 5 orang dibanding total keseluruhan
anggota DPRD sebanyak 25 orang dengan persentase hanya mencapai 20%. Lebih jelasnya dilihat pada grafik berikut;

Grafik 2.58
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR
di Kota Palopo Tahun 2020 — 2024
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Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2025

Partisipasi perempuan di Lembaga swasta merupakan bagian dari menyebarnya paham feminisme dan
kesetaraan gender di Indonesia. Perempuan tidak lagi dinomorduakan, tetapi juga bebas berekspresi dan beraktifitas
layaknya laki-laki. Persentase partisipasi perempuan sejak tahun 2020 di Kota Palopo mengalami penurunan sampai
dengan tahun 2021. ........

Grafik 2.59
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
di Kota Palopo Tahun 2020 — 2024
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Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2025
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Rasio Kekerasan Dalam RUmah Tangga (KDRT)

Rasio KDRT adalah angka yang menunjukkan perbandingan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap
total populasi atau terhadap suatu kelompok tertentu dalam periode waktu tertentu. Secara sederhana, ini adalah ukuran

seberapa seing KDRT terjadi di suatu tempat atau kelompok.

Grafik 2.60
Rasio KDRT di Kota Palopo Tahun 2020 — 2024
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Sumber Data : BPS Kota Palopo dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2025
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Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020-2024, kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palopo
cenderung menurun atau semakin baik. Rasio KDRT per 10.000 rumah tangga selama kurun waktu lima tahun
tersebut mencapai 1 kasus. Hal ini mengindikasikan bahwa program Pemerintah kota Palopo terkait pencegahan
KDRT berjalan dengan baik.

- Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur

Persentase tenaga kerja di bawah umur adalah proporsi pekerja anak usia 5-14 tahun terhadap jumlah pekerja usia 5
tahun ke atas. Semakin tinggi nilai indikator ini mengindikasikan masih lemahnya perlindungan anak. Anak dianggap
masih memiliki nilai ekonomi dan seringkali anak dieksploitasi.

- Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK) Perempuan adalah persentase dari jumlah perempuan yang
termasuk dalam angkatan kerja terhadap total jumlah penduduk perempuan usia kerja (biasanya 15 tahun ke atas).
Dengan kata lain, TPAK Perempuan menunjukkan seberapa besar proporsi perempuan dalam suatu wilayah atau
negara yang aktif mencari pekerjaan atau sudah bekerja. Perkembangan TPAK Perempuan Kota Palopo dapat dilihat
pada grafik berikut;

Grafik 2.61
Persentase Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Palopo Tahun 2020 — 2024
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Sumber Data : BPS Kota Palopo dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun
2025

Dari aspek gender, tabel diatas juga menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sepanjang 2020-2022
di Kota Palopo fluktuatif, dari 90,44 % di tahun 2020 menjadi 89.99% di tahun 2021, kemudian pada tahun 2022
mengalami peningkatan 91,47%..

- Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas
Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di
dalam Unit Pelayanan terpadu (UPT) adalah indikator kinerja kunci yang mengukur seberapa efektifnya layanan
perlindungan perempuan dan anak di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan persentase perempuan dan anak
korban kekerasan yang berhasil mengakses dan menerima penanganan dari petugas terlatih di UPT.

Grafik 2.62
Persentase Laporan/Pengaduan ke Unit Pelayanan Terpadu Kota Palopo Tahun 2020 — 2024
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Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2025

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat penanganan pengaduan atau laporan kasus perempuan atau anak
korban kekerasan di Kota Palopo mengalami peningkatan. Jumlah pengaduan/laporan yang masuk ke UPT PPA
jumlah laporan ditindaklanjuti sebanyak 109 adun dan sebanyak 108 aduan yang telah ditindaklanjuti. Hal ini
didukung oleh terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA)
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sehingga pengaduan/laporan kekerasan perempuan dan anak dapat ditangani dengan baik berdasarkan standar
operational procedure.

- Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus —
Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Cakupan penegakan hokum untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencakup bebrrapa tahap, mulai
dari penyidikan hingga putusan pengadilan. Ini termasuk proses pelaporan, penyelidikan, penyidikan hingga putusan
pengadilan. Ini termasuk proses pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Tujuan utama
dari penegakan hokum dalam kasus ini adalah untuk memastikan bahwa pelaku kekerasan dihukum sesuai dengan

hokum yang berlaku dan korban mendapatkan keadilan serta pemulihan.

Grafik 2.63
Persentase Penegakan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan di Kota Palopo Tahun 2020 — 2024
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Persentase

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2025

Perempuan merupakan obyek yang rentan dalam kekerasan, baik yang bersifat domestik maupun berbagai
bentuk pelecehan baik verbal maupun non verbal dalam ruang publik. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan
dalam memberikan fasilitisasi terhadap korban kekerasan baik pada anak mupun perempuan.

Grafik 2.64
Persentase Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan di Kota Palopo Tahun 2020 — 2024
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Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2025

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

- Ketersediaan Pangan Utama
Ketersediaan pangan utama adalah kondisi dimana jumlah pangan, terutama pangan pokok, tersedia secara
mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penduduk suatu wilayah atau negara. Ketersediaan ini mencakup produksi
dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan juga impor jika diperlukan. Ketersediaan pangan utama Kota Palopo
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Grafik 2.65
Data Ketersediaan Pangan Utama Kota Palopo Tahun 2020-2024
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Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo, 2025

Dari grafik menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama (food availability) di Kota Palopo lima tahun terakhir
berfluktuasi. Akan tetapi secara keseluruhan, ketersediaan pangan utama sejak tahun 2020 mengalami penurunan
yang cukup signifikan.

- Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan Pangan (IKP) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat ketahanan
pangan suatu wilayah. IKP disusun berdasarkan beberapa indikator yang mencerminkan tiga dimensi utama ketahanan
pangan; ketersediaan pangan, akses ketahanan pangan dan pemanfaatan pangan. IKP Kota Palopo seelama lima tahun
terakhir (2020-2024) cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam ketersediaan,
akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan di Kota Palopo. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Palopo mampu
menyediakan pangan yang cukup, terjangkau, dana aman bagi penduduk, serta mampu menjaga pasokan pangan tetap
stabil selama lima tahun terakhir.

Grafik 2.66
Indeks Ketahanan Pangan Kota Palopo Tahun 2020-2024
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- Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan adalah upaya untuk memastikan bahwa makanan yang beredar
aman untuk dikonsumsi. Ini melibatkan berbagai kegiatan mulai dari penetapan standar keamanan, pengawasan di
berbagai titik rantai pasokan, hingga edukasi masyarakat tentang cara memilih dan mengolah makanan yang aman.

Grafik 2.67
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kota Palopo
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Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo, 2025
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Dalam pengawasan dan pembinaan pangan, Kota Palopo mengalami penurunan di tahun 2021 sampai
dengan tahun 2023. Dimana persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan tahun 2023 sebesar 90 persen
turun sebesar 4,12 persen dari tahun 2020 yang sebesar 94,12 persen. Penurunan ini karena di tahun 2023 menurunnya
jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi dibanding jumlah sampel pangan yang diambil. Dimana dari 30 sampel
pangan yang diambil hanya 27 sampel pangan yang aman dikonsumsi. Sedangkan di tahun 2021 dari 17 sampel
pangan yang diambil, ada 16 sampel pangan yang aman dikonsumsi. Untuk tahun 2022, data yang disajikan tidak
ada. Hal ini disebabkan oleh karena Dinas Ketahanan Panngan Kota Palopo tidak melakukan pengambilan sampel.

Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari
kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. Skor PPH merupakan indikator mutu
gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan.
Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi
penduduk. Sempat mengalami penurunan skor PPH di tahun 2021, nilainya kembali naik di tahun 2022 sampai dengan
tahun 2024. Skor PPH tahun 2023 adalah 85,50 yang mendekati nilai 100. Sehingga bisa dikategorikan sangat baik
dan terus meningkat di tahun 2024 sebesar 2,3 poin menjadi 87,80.

Grafik 2.68
Pola Pangan Harapan Kota Palopo Tahun 2020-2024
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Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo, 2025.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Urusan pemerintahan bidang pertanahan meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah,

pendaftaran tanah, pengukuran dan pemetaan, pengadaan tanah, serta penataan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan
ruang.

Grafik 2.69
Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara Kota Palopo
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Persentase kasus tanah negara yang diselesaikan sejak tahun 2020 terus mengalami peningkatan dan sampai

tahun 2024 sebesar 100 persen.

5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Indikator aspek Bidang Lingkungan Hidup dengan realisasinya tahun 2020 — 2024 adalah sebagai berikut;

Tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

RPPLH merupakan instrumen hukum bidang perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam
Pasal 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup. RPPLH sebagai instrumen perencanaan memiliki fungsi penting untuk menyelaraskan kebijakan lingkungan
baik yang dibuat oleh lembaga yang secara khusus diberi tugas mengelola lingkungan maupun lembaga lain yang
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tugasnya juga terkait dengan persoalan lingkungan hidup. Kota Palopo belum mempunyai dokumen RPPLH sampai
dengan tahun 2024.

Tabel 2.36
Realisasi Penyusunan RPPLH Kota Palopo Tahun 2020-2024
Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
Tersusunnya RPPL Dokumen | Tidakada | Tidakada | Tidakada | Tidakada | Tidak ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun 2025

- Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dilaksanakan bersamaan pada saat penyusunan suatu
Kebijakan Rencana Program (K/R/P) atau setelah (K/R/P) ditetapkan (peninjauan kembali, revisi dan/atau evaluasi
terhadap K/R/P yang bersangkutan). Oleh karena itu di Kota Palopo penyusunan tahun 2021 bersamaan
penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Kota Palopo. dan tahun 2023
disusun KLHS bersamaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan berlanjut diselesaikan sampai dengan

tahun 2024.
Tabel 2.37
Penyusunan Dokumen KLHS Kota Palopo
Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024

- KLHS RPJPD Kota |- KLHS RPJPD Kota
Terselenggaranya KLHS Perubahan Palopo Tahun 2025- Palopo Tahun 2025-

KLHS untuk Dokumen Tidak | RPIMD Kota | Tidak 2045 2045
K/R/P Tingkat ada | Palopo Tahun | ada |- KLHS RPJMD Kota |- KLHS RPJMD Kota
Daerah 2018-2023 Palopo Tahun 2025- Palopo Tahun 2025-

2029 2029

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun 2025

- Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Indeks Kualitas Air,
menegaslkan bahwa indeks Kualitas air merupakan tingkat kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air
dalam waktu tertentu dengan membandingkan kualitas air eksisting dengan baku mutu air yang ditetapkan.
Menurut metode CCME WQI yang diformulasikan oleh British Columbia Ministry of Environment, Lands and
Parks, rentang skor adalah sebagai berikut (Kemen LHK, 2020) :

- Sangat Baik 95 -100
- Baik 80-94
- Cukup 65— 79
- Kurang 45— 64
- Buruk 0-44

Kondisi kualitas air Kota Palopo sepanjang tahun 2020 — 2022, berdasarkan hasil pengukuran indeks
kualitas air (IKA) berada pada kategori tercemar atau buruk. Nilai IKA diperoleh dengan cara melalui uji
laboratorium terhadap sampel air sungai di Kota Palopo. Di tahun 2023 — 2024, indeks kualitas air menujukkan
perbaikan berada pada level 53,33 dan kembali turun pada level 50 di tahun 2024 yang masuk dalam kategori
KURANG. Artinya kualitas air di Kota Palopo tidak dalam kondisi baik atau tidak memenuhi standar baku mutu.
IKA Kota Palopo dapat dilihat pada tabel berikut;

Grafik 2.70
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Kota Palopo
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Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, 2025.
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Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara adalah pengukuran konsentrasi polutan udara dalam polusi udara ambien dan
resiko kesehatan yang terkait. Indeks kualitas udara atau disebut AQI (air pollution index) diukur melalui parameter
enam polutan yaitu PM2.5; PM 10; CarbonO2; SulfurO2; NitrogenO2, dan ozon permukaan tanah. Rentang skor
hasil pengukuran AQI berada pada 0-500 (KemenLHK,2020). Kategori penilaian Indeks AQI adalah sebagai
berikut:

Good (baik) 0-50
Moderate (sedang) 51 -100
Unhealty for sensitive groups (tidak sehat bagi kelompok sensitive) 101 — 150
Unhealty (tidak sehat) 151 — 200
Very Unhealty (sangat tidak sehat) 201 — 300
Hazardous (berbahaya) 300 +

Kualitas udara di Kota Palopo pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 cenderung menurun.
Berdasarkan hasil AQI di Kota Palopo menunjukkan kategori nilai indeks moderate (sedang) yaitu 51-100.
Diperlukan upaya yang serius untuk mencapai kategori good (baik), salah satunya dengan melalui penghijauan dan
pengurangan emisi yang dihasilkan oleh kendaraan melalui kegiatan car free day serta pengurangan aktivitas
pembakaran sampah agar mendukung kualitas udara yang masuk kategori baik.

Grafik 2.71
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Kota Palopo Tahun 2020-2024
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Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, 2025.

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan

Indeks kualitas tutupan lahan merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan lahan yang digunakan
sebelum tahun 2017. Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) adalah nilai yang mengGrafik kan kualitas tutupan lahan
yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Tutupan lahan merupakan kenampakan
biofisik permukaan bumi. Penghitungan indeks tutupan lahan mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-
2010). Berdasarkan SNI 7645-2010, penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi
yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakukan manusia yang dilakukan pada jenis
penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutupan
tersebut.

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Penghitungan IKTL dilakukan dengan membanding luas hutan dengan luas wilayah administratifnya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, bahwa setiap Provinsi, Kabupaten/Kota minimal memiliki
kawasan hutan sekitar 30 persen dari luas wilayah. Dalam perhitungan IKTL ini, bahwa Kota Palopo memiliki
kawasan hutan 30,35 % dan 40% dari luas wilayah administrasinya sehingga selama tahun 2021 sampai 2024 nilai
IKTL cenderung meningkat.
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Grafik 2.72
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Palopo Tahun 2020-2024
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Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, 2025.

Ketaatan terhadap izin lingkungan

Ketaatan terhadap izin lingkungan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan. Izin lingkungan diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib amdal
atau UKL/UPL dalam rangka sebagai syarat memperoleh izin usaha/kegiatan. Merujuk pada peraturan tersebut,
segala usaha/kegiatan yang dilakukan di wilayah pemerintah Kota Palopo wajib memiliki izin lingkungan. 1zin
yang wajib dimiliki meliputi izin PPLH (perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup), dan PUU-LH (peraturan
undang-undang lingkungan hidup) yang diterbitkan oleh pemerintah setempat. Aspek Pembinaan dan Pengawasan
Terkait Ketaatan Terhadap 1zin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU-LH masuk dalam indikator kinerja utama Dinas
Lingkungan Hidup. Selama tahun 2020-2022 ketaatan pelaku usaha di Kota Palopo yang memiliki perizinan terkait
lingkungan hidup masih rendah, kurang dari % atau baru mencapai 24,16%.

Tabel 2.38
Persentase Ketaatan lzin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH
di Kota Palopo Tahun 2020-2024

Indikator Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU-LH dari
izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo yang izin 57 135 106 93 87
ditangani
Total penanggung jawab usaha dana atau kegiatan yang dibina dan
diawasi terhadap izin lingkungan , izin PPLH dan PUU-LH yang | pihak | 1315 | 711 965 105 100
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo
Persentase persen | 4.33 | 18.99 | 10.98 | 88.57 | 87.00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, 2025.

Persentase ketaatan izin lingkungan, izin PPLH dan PUU-LH di Kota Palopo tahun 2020-2024
menunjukkan bahwa jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU-LH dari izin yang diterbitkan
oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo yang ditangani cenderung mengalami penurunan dan total penanggung
jawab usaha dana atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo dari 2020-2024 cenderung menurun.

Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Pemberian penghargaan lingkungan hidup berkaitan dengan apresiasi pemerintah terhadap individu atau
kelompok yang berprestasi dalam bidang lingkungan hidup. Pemberian penghargaan ini diharapakan dapat menjadi
sarana dalam menyelesaikan berbagai isu lingkungan hidup. Selama tahun 2020-2024 Kota Palopo baru
melaksanakan kegaiatan pemberian penghargaan sejak tahun 2021 sampai tahun 2024 yaitu penghargaan adiwiyata.
Adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan kepada sekolah-sekolah yang mampu menjaga lingkungan
sekolahnya bersih, asri dan hijau serta menerapkan sstem daur ulang persampahan sehingga memberikan efek
positif terhadap kegiatan pembelajaran bagi guru dan siswa.

Tabel 2.39
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
di Kota Palopo Tahun 2020-2024

Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
Terlaksanaya pemberian Kali Tidak Ada Ada Ada Ada
penghargaan lingkungan hidup ada (adiwiyata) (adiwiyata) | (adiwiyata) | (adiwiyata)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, 2025.
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- Pengaduan Masyarakat Terkait Permasalahan Lingkungan

Pengaduan masyarakat terhadap permasalahan lingkungan di Kota Palopo menjadi indicator kinerja utama
pada Dinas Lingkungan Hidup. Selama tahun 2018-2022 jumlah permasalahan terkait lingkungan hidup di Kota
Palopo mengalami tren penurunan dari 13 kasus laporan menjadi hanya 6 kasus laporan, kemudian secara
keseluruhan 100% dapat ditangani oleh perangkat daerah pengampu.

Grafik 2.73
Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditangani
di Kota Palopo Tahun 2020-2024
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Dari grafik di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020 — 2024, seluruh pengaduan masyarakat
terkait permasalahan lingkungan hidup telah tertangani dengan baik 100 persen.

- Timbunan Sampah yang Ditangani

Sampah merupakan bagian dari limbah domestic yang dihasilkan oleh rumah tangga. Semakin banyak
aktivitas manusia dan kegiatan usaha disuatu wilayah berdampak kepada peningkatan jumlah limbah domestik
yang dihasilkan, apabila tidak dilakukan penanganan akan menimbulkan timbunan sampah. Kota Palopo juga
mengalami permasalahan tersebut, selama tahun 2020-2024 jumlah timbunan sampah cenderung berfluktuasi
namun masih berada di kisaran 30.000 ton. Di tahun 2023 jumlah timbulan sampah terbesar yaitu 34.833,23 ton,
jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang masih berada di angka 33.215 ton. Kinerja perangkat daerah terkait
belum memberikan hasil yang terbaik, selama tahun 2020-2024 terjadi penurunan penanganan dari 88,63%
menjadi 78,28% di tahun 2024.

Grafik 2.74
Persentase Timbulan Sampah yang Ditangani di Kota Palopo Tahun 2020-2024
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Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun 2025

Kendala yang dialami dalam penanganan timbulan sampah adalah kurangnya armada pengangkutan
sampah. Penambahan armada pengangkutan sampah melalui pengadaan truk sampah dan penyewaan mobil untuk
pengangkut sampah menjadi salah satu faktor pendukung penanganan timbulan sampah di Kota Palopo. Selain itu
perlu upaya yang lebih massif penanganan timbulan sampah dengan menggunakan berbagai metode, mulai dari
pengurangan di sumber, pengelolaan yang terpadu, hingga pemanfaatan teknologi dan inovasi seperti pengolahan
sampah menjadi RDF (refuse-derived fuel) atau biogas juga dapat membantu.

- Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R

Salah satu program penanganan sampah perkotaan melalui program Reduce, Reuse, Recycle (3R) adalah
sebuah program yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, serta
mengurangi dampak lingkungan yang negatif akibat sampah. Program 3 R dilaksanakan dengan tujuan untuk :
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Mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, Mengurangi dampak lingkungan yang negatif akibat
timbulan sampah. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah dengan baik.

Grafik 2.75

Persentase Sampah yang Terkurangi Melalui 3R
di Kota Palopo Tahun 2020-2024

Jumlah Timbulan Sampah yang Jumlah yang tertangani di TPS Persentase jumlah sampah yang
ditangani (ton) 3R setara (ton) terkurangi melalui 3R
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2021 23735.37 1762.37 7.43
2022 25110.62 2024 8.06
2023 24038.9 2880.35 11.98
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Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun 2025

Persentase jumlah sampah yang tertangani menggunakan konsep 3R menjadi salah satu indicator kinerja
utama Dinas Lingkungan Hidup. Selama tahun 2020-2023 terjadi perubahan yang dimana persentase sampah yang
tertangani melalui TPS 3R mengalami peningkatan dari 4,76 % menjadi 11,98 %, namun di tahun 2024, mengalami
penurunan kembali menjadi 8,56%. Beberapa TPS3R yang tidak berfungsi menjadi faktor terjadinya penurunan
tersebut, namun di tahun 2025 sudah dipersiapkan pembangunan TPS 3R yang baru di Kecamatan Wara Utara dan
Kecamatan Wara Selatan.

- Persentase Cakupan Area Pelayanan

Penanganan sampah tidak hanya berskala individu rumah tangga tetapi berskala keseluruhan wilayah sesuai batas
wilayah yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Kota Palopo memiliki luas wilayah 273,23 km2 Cakupan area
layanan tahun 2020-2024 sebesar 201,56 km2. Selama tahun 2020-2021 persentase cakupan area layanan yang
tertangani mengalami peningkatan dari menjadi 81,43%. Terjadi penurunan persentase cakupan area layanan pada
tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh karena terjadinya perubahan luas wilayah Kota
Palopo dari 247, km?2 menjadi 273,23 km? berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan, dan Pulau.

Grafik 2.76
Persentase Cakupan Area Pelayanan di Kota Palopo Tahun 2020-2024
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Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun 2025

- Jumlah Sampah Tertangani
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Jumlah sampah yang tertangani merupakan indikator yang menyajikan jumlah sampah yang dihasilkan Kota
Palopo dalam periode waktu satu tahun. Total sampah yang dihasilkan setiap tahun mengalami peningkatan
dengan rata-rata 34.789,63 ton/tahun. Jumlah sampah yang tertangani mengalami peningkatan setiap tahun.
Jumlah sampah yang tertangani pada tahun 2018 sebesar 18.487,25 ton dan meningkat sebanyak 25.362 ton pada
tahun 2024, dengan persentase penanganan pada tahun 2024 sebesar 78.28 persen. Di sisi lain jumlah timbulan
sampah di Kota Palopo cenderung menurun selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Jumlah timbulan
sampah pada tahun 2020 sebesar 38.823,96 ton dan pada tahun 2024 mengalami penurunan dengan kapasitas
timbulan sebesar 32.398,9 ton.

Grafik 2.77
Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani
di Kota Palopo Tahun 2020-2024
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Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun 2025

- Fasilitasi Pengurangan Sampah di Perkotaan
Fasilitasi pengurangan sampah adalah bagian dari sarana infrastruktur pendukung pengelolaan limbah
domestik tingkat kabupaten/kota dalam mengurangi jumlah produksi sampah. Fasilitasi pengurangan sampah
tersebut memberikan dampak terhadap volume sampah yang masuk dalam TPA (tempat pembuangan akhir).

Grafik 2.78
Fasilitasi pengurangan sampah di perkotaan
di Kota Palopo Tahun 2020-2024
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Selama tahun 2020-2024 persentase fasilitasi pengurangan sampah mengalami peningkatan dari 5,86 persen
menjadi 6,70 persen di tahun 2024, namun di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 6.70 persen, dengan total
sampah yang dihasilkan oleh Kota Palopo setiap tahunnya rata-rata 26.707,94ton / tahun.

6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk

Bidang kependudukan merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Salah satu
indicator utama pada bidang urusan ini adalah kepemilikan identitas kependudukan. Berdasarkan undang-undang
kependudukan Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Negara berkewajiban memberikan
dokumen identitas kependudukan bagi warga negaranya. Kartu tanda penduduk (KTP) adalah produk dari
dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam
menerbitkan KTP adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
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Grafik 2.79
Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk
di Kota Palopo Tahun 2020-2024
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Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, 2025.

Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kota Palopo yang berusia >17 tahun meningkat di tahun 2021
dan belum terdata di tahun 2023, penduduk yang telah menikah terus meningkat hingga tahun 2022, dan rasio
penduduk Be-KTP per satuan penduduk per 100 terus mengalami peningkatan hingga tahuun 2024. Selama tahun
2020-2024 rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk per 100 cenderung mengalami fluktuasi. Secara
keseluruhan selama lima tahun tersebut Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk per 100 (%)mengalami
peningkatan sampai dengan 96.05 persen pada tahun 2024 dari 93,16 pada tahun 2020.

- Rasio Bayi Berakte Kelahiran
Akta kelahiran merupakan dokumen yang menunjukkan bukti pencatatan kelahiran yang sah dikeluarkan oleh
Negara yang didalamnya memuat nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan nama pasangan orang tua.
Kepemilikan akta kelahiran digunakan sebagai bukti asal-usul kelahiran individu tersebut, yang dapat digunakan
sebagai dokumen resmi pendaftran sekolah dan lainnya sesuai kebutuhan, serta yang lebih penting adalah terkait
urusan kewarisan.

Grafik 2.80
Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Kota Palopo Tahun 2020-2024
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Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2025

Capaian indikator utama ini adalah rasio bayi berakte kelahiran. Hasil capaian di Kota Palopo telah berhasil
mencapai 100% atau dengan kata lain setiap 100 kelahiran bayi semuanya telah memiliki dan terbit akta lahir.
Angka capaian 100%, dicapai pada tahun 2022. Di Tahun 2024, rasio bayi berakte kelahiran menurun menjadi 99,5
yang menandakan masih terdapat 0,5 persen bayi lahir di tahun 2024 yang belum memiliki akte kelahiran.

- Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

RENGANA KERIA PEMERINTAH DAERAH
BAB Il &niitaenim n



RKPD Tahun 2026

Database kependudukan adalah bagian dari SIAK (Sistem informasi administrasi kependudukan) yang didalamnya
terintegrasi secara nasional dalam pemberian identitas melalui NIK (nomor induk kependudukan). Hasi capaian
Kota Palopo terkait ketersediaan database kependudukan skala provinsi selama tahun 2020-2024 adalah tersedia.

Tabel 2.40
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota
di Kota Palopo Tahun 2020-2024
Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota Ada Ada Ada Ada Ada
Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, 2025.

Pada indikator ketersediaan Database Kependudukan skala di Kota Palopo sejak tahun 2020 hingga tahun 2024
sudah tersedia. Indikator ini memudahkan siapa saja yang ingin mengakses tentang Kota Palopo sehingga tiap
tahunnya indikator ini sudah tersaji.

- Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK
Kartu tanda penduduk berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) adalah bagian dari perubahan undang-undang
administrasi kependudukan yang mengharuskan satu individu hanya memiliki satu NIK. Pemberian NIK telah
terintegrasi dengan sistem database nasional melalui aplikasi SIAK. Kota Palopo telah menerapkan KTP nasional
berbasis NIK sejak tahun 2018.

Tabel 2.41
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK
di Kota Palopo Tahun 2020-2024
Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Sudah Sudah ~ Sudah = Sudah  Sudah
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota PalopoTahun 2025

Indikator Penerapan KTP nasional Berbasis NIK sudah dilakukan sejak tahun 2018 hingga tahun 2024. Penerapan
KTP berbasis NIK bertujuan untuk meningkatkan sistem pelayanan publik yang cepat, mudah dan terintegrasi di
Kota Palopo.

- Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Cakupan penerbitan KTP adalah indikator kerja utama capaian pada bidang urusan kependudukan. Indikator ini
diukur melalui jumlah penduduk wajib KTP dengan Jumlah KTP yang telah diterbitkan. Hasil capaian Kota Palopo
selama tahun 2020-2024 adalah lebih dari 96 % jumlah penduduk telah memiliki KTP.

Grafik 2.81
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
di Kota Palopo Tahun 2020-2024
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Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2025

Cakupan penerbitan KTP mengalami penurunan di tahun 2022. Tahun 2022 cakupan penerbitan KTP sebanyak
90.01 persen. Jumlah ini mengalami kenaikan di tahun 2022 dengan jumlah cakupan penerbitan KTP sebesar 93,54
persen dan tahun 2024 cakupan penerbitan KTP menjadi 96,05 persen.

- Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
Cakupan indicator ini sama dengan KTP yang membedakan adalah penerima manfaatnya yaitu bayi yang baru
lahir. Data ini bersumber dari Dinas kesehatan, dan selama tahun 2018-2022 jumlah kelahiran bayi mengalami
peningkatan. Walaupun demikian meningkatnya jumlah kelahiran bayi didukung oleh kepemilikan akta lahir,
sehingga hasil capaian menunjukkan angka yang tinggi yaitu 100% pada tahun 2022.
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Grafik 2.82
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kota Palopo Tahun 2020-2024
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Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo Tahun 2025

Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun 2024 mengalami penurunan yaitu 1592 orang
dibandingkan dengan total kelahiran sebanyak 1756 orang atau mencakup 95,78 persen. Masih rendahnya
kesadaran masyarakat untuk pengfurusan akte kelahiran, beberapa masyarakat mengurus akte kelahiran anak ketika
anak sudah memasuki usia sekolah.

- Rasio Ketergantungan
Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk berumur 0 hingga 14 tahun dan penduduk berusia
65 tahun ke atas, dibandingka dengan jumlah penduduk umur 15 hingga 64 tahun. Menurut BPS, rasio ini
digunakan untuk mengukur beban ketergantungan penduduk yang tidak produktif terhadap penduduk yang
produktif. Rasio ketergantungan dapat dihitung dengan rumus : [(penduduk 0-14 + penduduk 65+)/penduduk 15-
64].

7) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik

Tabel 2.42
Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan
yang Baik di Kota Palopo Tahun 2020 — 2024

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah kantor pemerintahan kelurahan yang baik 48 48 48 48 48
Jumlah seluruh pemerintahan Kelurahan 48 48 48 48 48
Persentase 100 100 100 100 100

Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Palopo Tahun 2025

Data di atas menunjukkan bahwa sampai pada tahun 2024 tidak ada lagi kantor kelurahan di wilayah Kota Palopo
yang kondisinya kurang baik.

- Rata - Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Tabel 2.43
Rata — Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM)di Kota Palopo Tahun 2020 -2024

Indikator Satuan Tahun
2020 2021 2022 2023 | 2024
Jumlah kelompok binaan LPM Kelompok 48 48 48 48 48
Jumlah LPM Kelompok 48 48 48 48 48
Rata-rata Kelompok 1 1 1 1 1

Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Palopo Tahun 2023

Data di atas menunjukkan bahwa tiap kelurahan di Kota Palopo rata-rata memiliki 1 lembaga pemberdayaan
masyarakat. Jumlah LPM ini tidak mengalami pertambahan selama 5 tahun.

- Rata - Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
Data di bawah ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017, 1 PKK di Kota Palopo membina sebanyak 2-3 kelompok
binaan. Kelompok binaan PKK ini antara lain adalah Dasawisma dan BKMT di tingkat kelurahan.

Tabel 2.44
Rata — Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kota Palopo Tahun 2020 — 2024
Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah kelompok binaan PKK Kelompok 145 145 145 145 145
Jumlah PKK Unit 58 58 58 58 58
Rata-rata Persen 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Palopo Tahun 2025
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Dari data diatas menunjukkan dari tahun 2020-2024 bahwa di Kota Palopo memiliki 2 kelompok PKK masyarakat.
Jumlah ini bertambah selama 5 (lima) tahun.

- Persentase LSM Aktif

Tabel 2.45
Persentase LSM Aktif di Kota Palopo Tahun 2020 - 2024
. Tahun
Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah LSM aktif Buah 3 1 n/a n/a 99
Jumlah LSM Keseluruhan Buah 38 1 n/a n/a 360
Persentase % 7,89 100 n/a n/a 27,5

Sumber Data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo Tahun 2025

Berdasarkan data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, Jumlah LSM di Kta Palopo mengalami
peingkatan. LSM yang terdata pada tahun 2024 sebanyak 360 dan yang aktif sebanyak 99 atau sebesar 27,5 persen.

- Persentase LPM Berprestasi

Tabel 2.46
Persentase LPM Berprestasidi Kota Palopo Tahun 2020 — 2024
. Tahun
Indikator Sat 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah LPM berprestasi Buah 2 2 2 2 2
Jumlah LPM Buah 48 48 48 48 48
Persentase % 417 417 417 4,17 4,17

Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Palopo Tahun 2025

Sesuai data dari Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Setda Kota Palopo, pada tahun 2024 hanya 4,17%
atau 2 LPM di Kota Palopo yang berprestasi. Jumlah relatif masih sedikit dibanding jumlah seluruh LPM yang ada
di Kota Palopo.

- Persentase PKK Aktif

Tabel 2.47
Persentase PKK Aktif di Kota Palopo Tahun 2020 - 2024
. Tahun
Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah PKK aktif Unit 58 58 58 58 58
Jumlah PKK Unit 58 58 58 58 58
Persentaase % 100 100 100 100 100

Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Palopo Tahun 2025
Sesuai data Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Palopo, dari 58 PKK yang ada di Kota Palopo
terdiri dari 9 PKK Kecamatan dan 48 PKK Kelurahan

8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Persentase Posyandu Aktif

Posyandu (pos pelayanan terpadu) merupakan program pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat
dan pemerintah untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Pelayanan Posyandu antara lain: 1) Pelayanan
kesehatan ibu: Posyandu menyediakan pelayanan kesehatan ibu, seperti pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan
pemeriksaan kesehatan ibu; 2) Pelayanan kesehatan anak: Posyandu menyediakan pelayanan kesehatan anak, seperti
pemeriksaan kesehatan anak, imunisasi, dan pemberian vitamin; 3) Pelayanan gizi: Posyandu menyediakan
pelayanan gizi, seperti pemberian makanan tambahan dan penyuluhan gizi; dan 4) Pelayanan keluarga berencana:
Posyandu menyediakan pelayanan keluarga berencana, seperti pemberian kontrasepsi dan penyuluhan keluarga
berencana.
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Grafik 2.83
Persentase Posyandu Aktif di Kota Palopo Tahun 2020 — 2024
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Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2025

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020-2024, Posyandu di Kota Palopo 100% berfungsi aktif
melakukan pembinaan kesehatan masyarakat. Selain itu, data di atas juga menunjukkan bahwa terjadi penambahan
Posyandu yang aktif dari 149 unit di tahun 2020 menjadi 154 di tahun 2024.

Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka
waktu tertentu. Berdasarkan data yang disajikan BPS Kota Palopo, terdapat dua jenis penghitungan laju
pertumbuhan penduduk yang relevan untuk Kota Palopo: Laju Pertumbuhan Penduduk Year-on-Year (Y-0-Y) dan
Laju Pertumbuhan Penduduk berdasarkan Tahun Dasar.

Pertumbuhan Penduduk Y-o0-Y (%)

Grafik 2.84
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Palopo Y-o0-Y Tahun 2020-2024
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Sumber : BPS Kota Palopo, 2025.

Data pertumbuhan penduduk Y-o-Y Kota Palopo menunjukkan tren yang bervariasi dalam lima tahun terakhir.
Laju pertumbuhan pada tahun 2020 sangat rendah, hanya 0,04%. Angka ini bisa mengindikasikan stagnasi atau
bahkan sedikit penurunan populasi jika tidak dibulatkan secara presisi, atau mungkin dampak dari faktor-faktor
tertentu seperti pandemi COVID-19 yang memengaruhi mobilitas dan pendataan penduduk. Tahun 2021, terjadi
lonjakan signifikan menjadi 1,20%. Ini menunjukkan pemulihan atau percepatan pertumbuhan setelah tahun 2020.
Tahun 2022 mengindikasikan pertumbuhan sedikit meningkat menjadi 1,57%. Sedangkan laju pertumbuhan pada
tahun 2023 sedikit menurun menjadi 1,54%, pada tahun 2024 kembali terjadi sedikit penurunan menjadi 1,51%.
Secara umum, setelah lonjakan di tahun 2021, laju pertumbuhan penduduk Y-o-Y Kota Palopo menunjukkan tren
stabil namun sedikit menurun dari tahun 2022 hingga 2024, berada di Kisaran 1,5%. Meskipun demikian, angka ini
masih tergolong positif, menandakan adanya penambahan jumlah penduduk setiap tahunnya.

Pertumbuhan Penduduk Tahun Dasar 2010 (2020) dan 2020 (2021-2024)

Penghitungan ini memberikan gambaran laju pertumbuhan penduduk Kota Palopo dalam konteks perbandingan
dengan tingkat nasional (Indonesia) dan provinsi (Sulawesi Selatan), serta kota-kota lain di Provinsi Sulawesi
Selatan (Pare-pare dan Makassar).
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Grafik 2.85
Pertumbuhan Penduduk Tahun Dasar 2010 (2020) dan 2020 (2021-2024)

2.17 165|167/ 1.23 1.25
1.6 1.63 1.18 1.22
159 \‘1.55 1.17 1.17
157 1.13
1.55 111
Palopo Pare-Pare Makassar Sulsel Indonesia

e AVAY 2021 2022 2023 emm—2024

Sumber : BPS Kota Palopo, 2025.

Berdasarkan data pada grafik diatas menunjukkan bahwa Tahun 2020 Kota Palopo mencatat laju pertumbuhan
yang sangat tinggi, yaitu 2,17%. Angka ini jauh melampaui rata-rata nasional (1,25%) dan Sulawesi Selatan
(1,18%). Hal ini mengindikasikan Palopo mengalami pertumbuhan populasi yang sangat pesat pada tahun tersebut
dibandingkan dengan wilayah lain. Tahun 2021: Laju pertumbuhan sedikit menurun menjadi 1,60%. Meskipun
terjadi penurunan, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan Indonesia (1,22%) dan Sulawesi Selatan (1,23%).
Namun, mulai terlihat bahwa Pare-pare (1,70%) menyalip Palopo dalam hal laju pertumbuhan. Tahun 2022: Laju
pertumbuhan Palopo kembali sedikit menurun menjadi 1,59%. Angka ini masih di atas rata-rata nasional (1,17%)
dan Sulawesi Selatan (1,17%). Pare-pare (1,67%) tetap menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih tinggi. Tahun
2023 Palopo mencatat laju pertumbuhan sebesar 1,57%, masih di atas rata-rata nasional (1,13%) dan Sulawesi
Selatan (1,15%). Pare-pare (1,65%) tetap unggul, dan Tahun 2024 Laju pertumbuhan Palopo sedikit menurun lagi
menjadi 1,55%. Angka ini tetap lebih tinggi dari Indonesia (1,11%) dan Sulawesi Selatan (1,13%). Pare-pare
(1,63%) masih menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi, sementara Makassar (0,76%) memiliki laju
pertumbuhan yang jauh lebih rendah.

Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan 5 Aspek

Indikator ini menunjukkan tersedianya dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk pada pemerintah
daerah. Dokumen ini berupa grand desain pada level Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengendalikan
pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualiats hidup masyarakat.

Tabel 2.48
Dokumen Rancangan Induk Pengendaian Penduduk Kota Palopo Tahun 2020-2024
Indikator 2020 2021 2022 2023 | 2024
Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Tidak Ada | Ada | Tidak Ada | Ada Ada

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo, 2025

Dokumen Rancangan Induk Pengendaian Penduduk (RIPP) Kota Palopo memuat tentang analisis situasi penduduk
Kota Palopo, struktur demografi dan tingkat pertumbuhan penduduk. Analisa terhadap proyeksi penduduk, serta
strategi Pemerintah Kota Palopo dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas hidup serta
mengoptimalkan sumberdaya manusia yang dimiliki.

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui
Kampung KB

Kampung KB merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi
masyarakat dalam program keluarga berencana (KB), meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat
terutama dalam hal kesehatan, Pendidikan dan ekonomi. Untuk mencapai hal tersebut, peran aktif dalam
pengembangan kampung KB tidak hanya dapat dilakukan oleh Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga
berencana (DPPKB) melainkan juga dibutuhkan partisipasi perangkat daerah lain yang memiliki kesesuaian
program dan kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan lokasi prioritas prioritas yang telah ditetapkan
sebagai Kampung KB. Selama tahun 2020-2024 persentase perangkat daerah mengalami peningkatan dari awalnya
19 menjadi 30 perangkat daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
BAB Il et [



RKPD Tahun 2026

Tabel 2.49

Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB di

Kota Palopo Tahun 2020-2024

Indikator 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif dalam Kampung KB 19 28 22 18 30
Jumlah Perangkat Daerah 49 49 49 49 49
Persentase Perangkat Daerah_ (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam 3878 | 5714 | 44.90 | 36.73 | 61.22
pembangunan daerah melalui Kampung KB

Sumber ; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2025

Angka pemakaian kontrasepsi / cpr bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun

Pemakaian kontrasepsi bagi pasangan usia subur (PUS) digunakan untuk mengatur jumlah anak yang diinginkan,
mencegah kehamilan yang tidak terencana, meningkatkan kesempatan Pendidikan dan ekonomi bagi PUS, juga
dapat mengurangi resiko penyakit menular seksual serta dapat mengurangi beban ekonomi sehingga mampu
meningkatkan kualitas hidup. Capaian indikator pemakaian kontrasepsi bagi PUS mengalami peningkatan dalam
kurun waktu 5 tahun terakhir terus berfluktuatif.

Grafik 2,86
Angka pemakaian kontrasepsi /cpr bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun
di Kota Palopo Tahun 2020-2024
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Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo Tahun 2025

Jika data di atas dibandingkan angka pemakaian kontrasepsi /cpr bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun, maka
indiaktor tersebut mengalami penurunan dari angka 72, 24% di tahun 2023, dan menurun di angka 70,59% di tahun
2024. Namun, perlu diperhatikan bahwa jumlah peserta KB Aktif juga mengalami peningkatan di tahun 2024
sebanyak 20.776 orang tetapi jumlah Pasangan Usia Subur juga meningkat sebanyak 29.431. kurangnya
pengetahuan, dukungan bagi perempuan atau pasangan dalam penggunaan alat kontrasepsi yang tepat dengan
resiko kesehatan yang minim menjadi salah satu factor masih belum optimalnya penggunaan alat kontrasepsi bagi
PUS.

Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)

Unmet Need merupakan istilah yang digunakan dalam bidang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana (KB)
untuk menggambarkan kebutuhan akan kontrasepsi atau layanan kesehatan reproduksi yang tidak terpenuhi.
Indikator ini merupakan persentase pasangan usia subur (PUS) yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin
menjarangkan kehamilan tetapi tidak memakai alat kontrasepsi. Indiaktor Unmet Need merupakan indiaktor Kinerja
utama pada bidang kependudukan dan pengendalian penduduk. Hasil capaian Kota Palopo mengalami penurunan
PUS yang tidak terlayani KB.

Grafik 2.87
Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)
Di Kota Palopo Tahun 2020-2024
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Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Palopo, Tahun 2025
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Rata-rata cakupan PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani (Unmet Need) di Kota Palopo terus mengalami
penurunan dalam 5 tahun terakhir, kecuali di tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 16,16 persen, namun
selanjutnya terus mengalami penurunan. Di tahun 2024 jumlah PUS yang tidak terlayani menurun 494 pasangan
yang tidak terlayani KB dengan total cakupan 6,68 persen dibandingkan dengan cakupan di Tahun 2023 sebesar
9,02 %. Peran Dinas Pengendalian penduduk dan KB sangat dalam memberikan informasi dan layanan Keluarga
Berencana yang tepat sesuai pasangan usia subur butuhkan.

- Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) merupaka metode kontrasepsi yang dapat dihgunakan untuk jangka
waktu yang lama, biasanya lebih dari 1 tahun. MKJP sangat efektif dalam pengendalian penduduk karena dapat
mengontrol pertumbuhan penduduk dalam jangka waktu yang lama. Metode ini pula dapat mengurangi resiko
kematian ibu dan anak karena dapat mengindari kehamilan yang tidak terencana dan tidak aman. semakin banyak
akseptor KB yang mengikuti program MKJP maka akan memberikan dampak positif bagi pengendalian penduduk
di Kota Palopo.

Grafik 2.88
Persentase penggunaan kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)
Kota Palopo Tahun 2020-2024
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Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo, Tahun 2025

Dari tabel di atas tergambarkan fluktuasi persentase penggunaan metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) dari
tahun 2020 sampai 2024. Cakupan MKJP sebesar 23,86 persen dan mengalami naik turun hingga di tahun 2024
persentase MKJP meningkat tajam mencapai 93,6 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa mayoritas
pasangan usia subur dalam memilih metode kontrasepsi yang aman dalam jangka panjang untuk mengurangi resiko
kehamilan tidak terencana.

- Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi
Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi merupakan indikator yang mengukur penggunaan jenis metode
kontrasepsi yang sama dalam periode tertentu secara konsisten dan sesuai dengan instruksi indikator ini menjadi
salah satu indikator keberhasilan dalam pengendalian penduduk adalah dengan melihat persentase tingkat
keberlangsungan pemakaian kontrasepsi. Hasil capaian Kota Palopo menunjukkan hasil yang kurang
menggembirakan, terjadi penurunan signifikan dari 38,44% di tahun 2023 menjadi 25,33% di tahun 2024.

Grafik 2.89
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi
Di Kota Palopo Tahun 2020-2024
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Sumber ; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo, tahun 2025
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Dari tabel di atas, tergambarkan bahwa persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi tertinggi dicapai
pada tahun 2020 sebesar 22,47 persen dan capaian terendah pada tahun 2024 sebesar 25,33 persen. Perlu perhatian
ekstra dari Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Kota Palopo untuk meningkatkan capaian
indikator ini, dikarenakan keberlangsungan pemakaian kontrasepsi yang tinggi dapat membantu mencegah
kehamilan yang tidak terencana, mengurangi resiko kematian ibu dan anak serta meningkatkan kualitas hidup
keluarga dan masyarakat.

- Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB
Bina keluarga balita (BKB) merupakan program yang dirancang untuk membantu keluarga dalam merawat dan
mengembangkan anak usia balita (0-5 tahun) agar menjadi anak yang sehat, cerdas dan berakhlak baik. Anggota
Bina keluarga balita (BKB) adalah orang-orang yang terlibat dalam program BKB yang terdiri dari : orang tua
balita, Kader BKB, Petugas Kesehatan, Tenaga pendidik, Tokoh masyarakat dan relawan. Anggota BKB berperan
dalam memberikan edukasi kepada orang tua balita dan masyarakat di lingkungannya tentang pentingnya
perawatan dan pengembangan anak balita. Selain itu, anggota BKB juga tetap memberikan edukasi terkait program

KB.
Tabel 2.50
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB
Di Kota Palopo Tahun 2020-2024
. Tahun
Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Anggota kelompok BKB yang ber KB 1,27 1147 746 543 749
Jumlah anggota Kelompok BKB 1.722 1,546 921 543 1294

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB (%) 22,47 74,19 80,99 60,53% 57,88
Sumber ; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo, Tahun 2025

- Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB
Bina keluarga remaja (BKR) merupakan program yang dirancang untuk membantu keluarga dalam menghadapi
tantangan dan perubahan yang dialami oleh remaja (10-19 tahun). Program BKR ini bertujuan untuk meningkatkan
kualitas hidup remaja dan membantu mereka menjadi inidividu yang sehat, cerdas dan berakhlak baik. Kader BKR
merupakan orang yang dipilih dan dilatih untuk membantu orang tua dan remaja dalam menghadapi tantangan dan
perubahan. Kader BKR juga bertugas untuk mengawasi perkembangan remaja dan memberikan umpan balik
kepada orang tua termasuk juga penyuluhan terkait program KB. Kader BKR telah berhasil mendorong
anggotanya untuk melaksanakan program dengan hasil capaian di angka 63,03% pada tahun 2023, turun dari tahun

sebelumnya.
Tabel 2.51
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber KB
Di Kota Palopo Tahun 2020-2024
Indikator Tahun

2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Anggota kelompok BKR yang ber KB 1,066 905 672 1875 420
Jumlah anggota Kelompok BKR 1,818 1,26 1,066 1066 922
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB (%) 58,63 71,82 63,03 75,89% 45,55

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo, Tahun 2024

- Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber KB
Bina Keluarga Lansia (BKL) merupakan suatu program yang membantu keluarga dalam merawat dan
mengembangkan lansia (usia 60 tahun ke atas) agar menjadi lansia yang sehat, mandiri dan berkualitas hidup yang
baik. Anggota BKL merupakan orang-orang yang dipilih dan dilatih untuk membantu keluarga dalam merawat dan
mengembangkan lansia. Dalam pelaksanaan tugasnya, kader BKL juga tetap konsisten ber KB dan
mempromosikan program keluarga di masyarakat.

Tabel 2.52
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB
Di Kota Palopo Tahun 2020-2024

Indikator Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Anggota kelompok BKL yang ber KB 613 709 52 106 153
Jumlah anggota Kelompok BKL 1,276 1,165 664 792 794
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB (%) 48.04 60.86 7.83 13.38 19.27

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo, Tahun 2025
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Dari tabel di atas menggambarkan bahwa jumlah anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) mengalami penurunan, jika
dibandingkan data tahun 2021 mencapai 60,86% atau sebanyak 709 orang anggota BKL yang ber KB, namun di
tahun 2024 hanya mencapai 19,27% atau 153 orang anggota BKL yang ber KB.

- Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) merupakan lembaga yang menyediakan berbagai layanan informasi
(komunikasi, informasi dan edukasi ) untuk mendukung kesejahteraan keluarga terutama dalam bidang kesehatanb,
Pendidikan dan social. Hasil capaian PPKS selama kuran waktu 2020 — 2022 hanya 1 kecamatan yang memiliki
PPKS. Sejak tahun 2023, PPKS sudah tersedia di 9 kecamatan di Kota Palopo.

Tabel 2.53
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan
Kota Palopo Tahun 2020-2024

Indikator Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah PPKS 1 1 1 9 9
Jumlah kecamatan 9 9 9 9 9

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan 11.11 11.11 11.11 100.00 100.00
Sumber ; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo, Tahun 2025

Data tabel di atas menggambarkan bahwa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, 2023-2024 sudah tersedia PPKS di
9 kecamatan.

- Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di setiap Kecamatan
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) adalah fasilitas yang didirikan di tingkat kecamatan untuk
memberikan berbagai layanan dan dukungan kepada keluarga, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga
dan masyarakat. PPKS beroperasi sebagai wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat, berfokus
pada pelayanan keluarga melalui komunikasi, informasi, edukasi (KIE), konsultasi, konseling, pembinaan, dan

rujukan.
Tabel 2.54
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtara di setiap Kecamatan
Tahun

Indikat

natrator 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah PIK R/M (buah) 68 68 68 68 66
Jumlah kecamatan 9 9 9 9 9
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap 755.56 755.56 755.56 755.56 733.33
kecamatan

- Cakupan PKB / PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk.
Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) merupakan penyuluh
yang ditugaskan untuk menyebarluaskan informasi dan melakukan pendampingan kepada masyarakat tentang
program Keluarga Berencana (KB).

Tabel 2.55
- Cakupan PKB / PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah Kota Palopo Tahun 2020-2024

Indikator Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah PKB / PLKB yang didayagunakan 63 57 57 49 45
Jumlah PKB / PLKB 63 57 57 49 45
Cakupan PKB / PLKB yang didayagunakan 100 100 100 100 100

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo, Tahun 2024

Tabel di atas menggambarkan cakupan PKB / PLKB yang didayagunakan mecapai 100%, namun melihat jumlah
Penyuluh KB / penyuluh lapangan KB terus mengalami penurunan, dari awalnya di tahun 2020 sebanyak 63 orang,
hingga di tahun 2024 hanya sebanyak 45 orang.

- Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber
KB mandiri.
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Tabel 2.56
Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
yang ber KB mandiri di Kota Palopo Tahun 2020-2024

Indikator Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber KB mandiri 218 194 48 48 48
Jumlah Anggota Kelompok UPPKS 952 822 n/a 8184 686
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan 22.90 23.60 n/a 0.59 7.00

Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB Mandiri (%)
Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo, Tahun 2024

Dari tabel di atas, tergambarkan bahwa cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber KB mandiri tertinggi
pada tahun 2021 sebesar 23,96%, sementara cakupan terendah pada tahun 2023 sebesar 0,59%. Dari tabel di atas
juga terlihat bahwa jumlah anggota kelompok UPPKS ditahun 2024 juga menurun drastis yaitu sebanyak 686
orang, dibandingkan di tahun sebelumnya, di tahun 2023 sebanyak 8.184 orang

- Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan
Petugas pembantu KB Desa / Kelurahan merupakan orang-orang yang tunjuk oleh Pemerintah Kelurahan untuk
membantu pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di tingkat kelurahan.

Tabel 2.57
Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa / Kelurahan (PPKBD) Setiap Desa / Kelurahan
Di Kota Palopo Tahun 2020-2024

Indikator Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa / Kelurahan 48 48 48 48 48
Jumlah Kelurahan 48 48 48 48 48
Rasio petugas pembantu Pembina KB Desa / Kelurahan (PPKBD) 100 100 100 100 100

setiap Desa / Kelurahan (%)
Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah pembantu Pembina KB Desa / Kelurahan dari Tahun 2020 — 2024 terus tetap
di angka 48. Dengan jumlah 48 kelurahan, yang artinya tiap 1 orang PPKBD bertugas membina 1 kelurahan.

- Cakupan keluarga yang mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Tabel, 2.58
Cakupan keluarga yang mempunyai Balita dan Anak yang Memahami
dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Indikator 2020 2021 2022 = 2023 | 2024
Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan 1.722  1.546 921 921 1294
melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang
Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak 1.722  1.546 921  16.753 10290
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan ~ 100.00 100.00 100.00 5.50 @ 12.58
melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (%)
Sumber ; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo, Tahun 2024

Tabel di atas tergambar Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan
pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang mengalami penurunan selama 2 tahun terakhir (2023 dan 2024). Di
tahun 2023, cakupan hanya mencapai 5,50 % dan ditahun 2024 mencapai 12,58%.

- Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
Melalui APBD.
Pembiayaan program kependudukan dan keluarga berencana selain bersumber dari APBD dapat juga berasal dari
DAK Fisik dan Non Fisik yang berasal dari pemerintah pusat. Hasil capaian indikator ini diukur dari Persentase
Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD yang sudah
diperuntukkan penggunaannya. Untuk tahun anggaran 2023 — 2024 menggunakan DAK Non Fisik Tematik
Stunting.
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Tabel 2.59

Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana

dan Pembangunan Keluarga melalui APBD

Uraian Vel
2019 2020 2021 2022 2023 2024
ﬂf&ﬁ‘gg&ggra” untuk” | 5 441.839.000 | 3.210.274.000 5.727.928.250 | 4.035.896.000 | 12.837.976.000 | 10.178.464.000
:]AL\JFT?’I?)Z?PBD dan 5.909.076.000 | 5.189.110.000 | 1.001.572.261.730 | 12.374.263.000 n/a n/a
Persentase Pembiayaan
Program
Kependudukan, 7
Keluarga Bencana dan 41,32 61,86 0.5 32.61 n/a n/a
Pembangunan
Keluarga melalui
APBD dan APBDes
Sumber ; Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo Tahun 2024
9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
- Jumlah Uji KIR Angkutan Umum
Tabel 2.60
Jumlah uji KIR angkutan umum Kota Palopo
Uraian Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Uji KIR angkutan umum (Unit) 2.602 251 180 167 3265

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2025

Jumlah pelabuhan laut
Jumlah terminal bis

Jumlah angkutan darat

Data Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Palopo Tahun 2020-2024 memperlihatkan jumlah uji KIR angkutan
umum (Unit)mengalami penurunan yang signifikan. Namun, di tahun 2024 jumlah Uji KIR meningkat signifikan
yaitu sebanyak 3.265.

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Kota Palopo tidak memiliki Pelabuhan Udara, akan tetapi memiliki Pelabuhan Laut dan Terminal Bus. Terminal
Bus di Kota Palopo akan megalami penambahan 1 unit yang memiliki Type A yang dibangun oleh Kementerian
Perhubungan yang terletak di Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, yang masih dalam proses
pengerjaan yang dibiaya oleh kemernterian Perhubungan. Terminal Bus merupakan fasilitas untuk memenuhi
kebutuhan akan sarana transportasi di kota Palopo, mengingat kota Palopo merupakan kota yang akan padat
penduduk ditahun tahun mendatang. Adapun jumlah Pelabuhan Laut dan Terminal Bus dari tahun sebelumnnya
tidak mengalami perubahan dari 2022.

Tabel 2.61
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Kota Palopo Tahun 2020 — 2024
Uraian Satuan Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
Unit 1 1 1 1 1
Unit 1 1 1 1 1

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2025

Data dari Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Kota Palopo Tahun 2020-2024 memperlihatkan jumlah
pelabuhan laut 1 unit dan jumlah terminal bis 1 unit dari tahun 2020-2024.

Persentase Layanan Angkutan Darat

Indikator yangmenunjukkan seberapa besar kemampuan layanan angkutan tranportasi darat yang tersedia untuk
memenuhi atau mencover kebutuhan transportasi darat atau penumpang yang ada. Semakin tinggi angka indikator
ini, semakin tinggi kemampuan layanan angkutan darat di Kota Palopo.

Tabel 2.62
Persentase Layanan Angkutan Darat di Kota Palopo Tahun 2020 — 2024
Uraian Satuan Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
Unit 3.479 3.396 198.900 164569 56587
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Jumlah Orang 573.160 969.316 2.301.320 1982192 872745
penumpang
angkutan darat
Persentase Persen 6.07% 0.35% 0.09% 8.30% 6.48%
Per 10.000 Penumpang 606.99 35.04 8.64 830.24 648.38

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2025

Data Persentase Layanan Angkutan Darat di Kota Palopo Tahun 2020 — 2024 angka tertinggi jumlah angkutan
darat di tahun 2022 yaitu 198.900 unit, sedangkan jumlah penumpang angkutan darat tertinggi pada tahun 2022
yaitu sebanyak 2.301.320 orang. Pada Tahun 2024, jumlah angkutan darat mengalami penurunan signifikan yaitu
sebanyak 56.587 unit dengan jumlah penumpang sebanyak 872.745 orang. Makin meningkatnya jumlah
masyarakat yang beralih ke mode transportasi online dan kendaraan pribadi (khususnya roda 2) mengakibatkan
angkutan umum semakin jarang di gunakan. Angkutan umum yang bertahan dan berkembang di Palopo, umumnya
angkutan antar kota dalam provinsi (Makassar) dan lintas provinsi.

- Pemasangan Rambu — Rambu Lalu Lintas

Rambu lalu lintas adalah tanda atau simbol yang digunakan untuk mengatur dan mengarahkan lalu lintas di jalan.
Rambu ini berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah,informasi dan petunjuk bagi pengguna jalan. Rambu
lalu lintas punya banyak jenis yang punya kegunaan atau fungsi masing-masing. Namun secara umum, rambu lalu
lintas berfungsi untuk mengatur jalannya lalu lintas agar tertib dan teratur, meningkatkan keselamatan, mengurangi
resiko terjadinya kecelakaan serta membantu pengemudi dalam bernavigasi.

Rambu-rambu ini juga berguna untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk untuk pemakai
jalan, baik pejalan kaki atau pengendara. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
13 tahun 2014. Secara umum, ada 4 jenis rambu lalu lintas, yaitu: Rambu Peringatan, Rambu Larangan, Rambu
Perintah, dan Rambu Petunjuk.

Tabel 2.63
Persentase Pemasangan Rambu - Rambu di Kota Palopo Tahun 2020 — 2024
. Tahun
Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah pemasangan rambu — rambu pada tahun n Buah 293 21 14 27 11
Jumlah rambu — rambu yang seharusnya tersedia Buah 518 618 100 100 90
Persentase % 56.56 3.40 14.00 27.00 12.22

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2025

Pemasangan rambu lalu lintas di Wilayah Kota Palopo mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Untuk tahun
2020 persentase pemasangan rambu-rambu hanya sekitar 56,56% dibandingkan dengan tahun 2024 sekitar
12,12%. Hal ini disebabkan karena pengurangan perhitungan rambu-rambu yang harus tersedia di jalan, dari angka
618 buah di tahun 2020, menurun menjadi 90 buah di tahun 2024.

10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

- Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Komunikasi adalah proses atau tindakan menyampaikan pesan (message) dari pengirim (sender) ke penerima
(receiver), melalui suatu medium(channel) yang biasa mengalami gangguan (noise). Dalam definisi ini,
komunikasi haruslah bersifat intentional (disengaja) serta membawa perubahan. Bahwa sesuai dengan Bidang
Urusan Komunikasi dan Informatika yang terdapat pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan urusan pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.
Adapun persentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan Kota
Palopo tidak mengalami perubahan dari tahun tahun sebelumnya.

Tabel 2.64
Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan Kota Palopo Tahun 2020 — 2024

. Tahun
Indikator Satan 75020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Jumlah KIM Kelompok 34 32 35 48 48
Jumlah kecamatan yang ada dalam Kota Palopo Kecamatan 9 9 9 9 9
Persentase % 26,47 | 28,13 25,71 18,75 18,75

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo Tahun 2025

- Cakupan Layanan Telekomunikasi

RENCANA KERIA PEMERINTAH DAERAH
BAB Il et 83



RKPD Taghun 2026
(&) Ko paopo

Jasa telekomunikasi adalah layanan Telekomunikasi untuk memenuhi keperluan bertelekomunikasi dengan
menggunakan Jaringan Telekomunikasi. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan
dan/atau pelayanan Jasa Telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi. Cakupan layanan
telekomunikasi di wilayah Kota Palopo di tahun 2021 mengalami kenaikan sekitar 90 % dari tiga tahun
sebelumnya. Keterbatasan data yang dimiliki perangkat daerah pengampu membuat hasil capaian pada tahun 2022
belum tersedia.

Tabel 2.65
Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kota Palopo Tahun 2020 — 2024
. Tahun
Indikator Satuan o550 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Luas wilayah yang tercoverage signal 4G (km2) Km? 222,47 | 222,47 | 223,48 | 225,49 | 232,50
Luas wilayah keseluruhan Km? 252,99 | 247,52 | 247,52 | 247,52 | 247,52
Persentase 87,94 89,88 90,29 91,10 | 93,93

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo Tahun 2025

Dari tabel cakupan layanan telekomunikasi di Kota Palopo tahun 2020-2024 terdata luas wilayah yang tercoverage
cenderung meningkat dan wilayah keseluruhan terus meningkat dari 87,94 persen pada tahun 2020 dan mencapai
93,93 persen pada tahun 2024.

Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet

Internet merupakan sebuah sistem komunikasi yang mampu menghubungkan jaringan-jaringan komputer di
seluruh dunia. Berbagai jenis komputer dengan spesifikasi yang berbeda-beda dapat saling berkomuikasi melalui
internet. Beberapa bentuk jaringan yang berbeda-beda dapat saling bertukar informasi dan data melalui internet
menggunakan seperangkat aturan yang disebut transmission control protocol (TCP) dan sambungan Internet
Protocol (IP). Akses internet adalah jalan masuk untuk bisa terhubung atau terkoneksi dengan jaringan komputer.
Adapun Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet di Kota Palopo mengalami kenaikan di tahun 2021 dari
tiga tahun sebelumnya. Keterbatasan data yang dimiliki perangkat daerah pengampu membuat hasil capaian pada
tahun 2022 belum tersedia.

Tabel 2.66
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet di Kota Palopo Tahun 2020 — 2024
Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Proporsi rumah tangga dengan akses internet 25.12 35.43 25.82 27.49  28.70
Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet (KK) 9,910 14,534 14,912 15,315 16,454
Jumlah rumah tangga (KK) 39,444 41,023 57,755 = 55,713 57,326

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo Tahun 2025

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga yang memiliki akses internet mengalami peningkatan
selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 sebesar 25.12 persen dan pada tahun 2024 mencapai 28.70 persen
dengan jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet sebanyak 16,454 rumah tangga.

11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Persentase Koperasi Aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang mempunyai tujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kegiatan ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi merupakan model yang tepat untuk mengurangi kemiskinan, karena
keanggotaan terbuka, usaha dilakukan secara bersama untuk memenuhi kepentingan bersama, dan pembagian
keuntungan didasarkan pada transaksi anggota dengan koperasi

Tabel 2.67
Presentase Koperasi Aktif di Kota Palopo Tahun 2020 — 2024
. Tahun
Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Koperasi Aktif Unit 69 77 76 74 75
Jumlah Seluruh Koperasi Unit 292 296 298 294 295
Jumlah Koperasi Aktif % 23.63 26.01 25.50 25.17 25.42

Sumber Data : Dinas Koperasi, UMKM Kota Palopo Tahun 2025

Berdasarkan tabel jumlah koperasi yang aktif terbanyak pada tahun 2022 yaitu 77 unit dan terendah berada ditahun
2020 yaitu 69 unit. Jumlah seluruh koperasi terbanyak pada tahun 2022 yaitu sebanyak 298 unit. Dari tabel di atas
juga dapat dilihat bahwa persentase koperasi aktif cenderung mengalami penurunan. Permasalahan dari
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menurunnya persentase koperasi aktif, dikarenakan kurangnya kemampuan pengurus dan anggota terkait
manajemen pengelolaan koperasi juga kurangnya pengalaman dan pengetahuan dalam bidang koperasi.

- Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Non BPR adalah lembaga yang menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat

yang tidak memiliki akses ke jasa keuangan formal. LKM biasanya menyediakan pinjaman, LKM bisanya
berbentuk koperasi atau Perseroan terbatas.
Tabel 2.68
Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif di Kota Palopo Tahun 2020 — 2024
. Tahun
Indikator Satuan o000 [ 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Jumlah UKM non BPR/LKM aktif Unit 2.001 1.953 84 82 83
Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM Unit 2.001 2.087 106 302 303
Persentase Persen 100 93,57 79,24 | 27,15 | 27,39

Sumber Data : Dinas Koperasi, UMKM Kota Palopo Tahun 2025

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah UKM non BPR/LKM aktif dari tahun 2020-2024 tertinggi menunjuk pada
tahun 2020 yaitu 2.001 unit dengan jumlah seluruh UKM non BPR/LKM 2.001. Hasil capaian di Kota Palopo
selama tahun 2020-2024 mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2020 persentase UKM non BPR dan
LKM aktif menyusut menjadi 27,39 persen pada tahun 2024.

Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Selain mengampu kegiatan perkoperasian Dinas Koperasi Kota Palopo juga mengampu program dan
kegiatan yang berkaitan dengan usaha kecil dan mikro. Seperti diketahui bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi
produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak cabang
yang dimiliki ataupun dikuasai oleh perusahaan lain baik secara langsung dan tidak langsung yang memenuhi
criteria yaitu jumlah asset maksimal > Rp.50.000.000,- s/d Rp.500.000.000,- dan jumlah omzet maksimal >
Rp.300.000.000,- s/d Rp.2.500.000.000,-. Kemudian definisi dari usaha mikro adalah usaha produktif milik
perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki criteria dengan jumlah asset maksimal Rp.50.000.000,-
dan omzet maksimal Rp.300.000.000,-.

Tabel 2.69
Presentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Palopo Tahun 2020 — 2024
. Tahun
e[l Eie0)7 satuan 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah usaha mikro dan kecil Unit 9.021 9.123 12.047 14.804 15.759
Jumlah seluruh UKM Unit 11.022 11.211 14.048 14.804 15.759
Persentase UMK % 81.84 81,37 85,75 100 100

Sumber Data : Dinas Koperasi, UMKM Kota Palopo Tahun 2025

Berdasarkan tabel jumlah usaha mikro dan kecil terbanyak pada tahun 2024 yaitu 15.759 unit dan jumlah usaha
mikro kecil terendah pada tahun 2020 yaitu 9.021 unit. Usaha mikro dan kecil semakin bertambah dikarenakan
usaha ini memerlukan modal yang relative kecil untuk memulai usaha dengan resiko yang relative kecil dan dapat
beroperasi dengan fleksibilitas yang tinggi. SeKtor usaha warung /kios makanan yang semakin diminati
masyarakat.

12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri
Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan penanaman modal Pemerintah Daerah Kota Palopo tahun
2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
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Grafik 2.90
Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Kota Palopo
[ 687,145,142,284
501,817,400,000
|
158,847,957,176
|
109,484,145,881 m  51,884,262,250
2020 2021 2022 2023 2024

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2025

Nilai realisasi investasi PMDN di Kota Palopo mengalami penurunan di tahun 2022 setelah sempat sebelumnya
pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Sektor penyumbang investasi terbesar di tahun 2021 adalah sector
konstruksi dengan nilai investasi sebesar 93.246,9 juta. Pada tahun 2022 investasi PMDN tertinggi adalah pada
sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran dengan nilai ivestasi sebesar 50.360,1 juta, kemudian disusul
sektor konstruksi dengan nilai investasi sebesar 40.094,7 juta dan yang ketiga adalah sector perdagangan reparasi
dengan nilai investasi sebesar 19.828,6 juta. Tahun 2023 realisasi investasi PMDN naik drastis menjadi
Rp.501.817.400.000 dan berlanjut pada tahun 2024. Hal ini diharapkan memberi sinyal yang baik untuk
perekonomian Kota Palopo.

- Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah investasi yang dilakukan oleh investor domestik dalam bentuk
pembangunan atau pengembangan usaha di Indonesia. PMDN bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah grafik jumlah
investor berskala nasional di Kota Palopo 2020-2023. Jumlah investor merujuk pada jumlah proyek-proyek
penanaman modal yang diinvestasikan baik PMDN maupun PMA selama 1 (satu) tahun.

Grafik 2.91
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kota Palopo Tahun 2020 — 2024

135

106

Jumlah Total investor 63
(PMDN/PMA) 59

32

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Palopo Tahun 2024

Jumlah investor berskala nasional yang menanamkan investasinya di Kota Palopo dalam kurun waktu lima tahun
terakhir (2020-2024) terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang ada, terjadi peningkatan investor
sebanyak 103 investor sampai tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Palopo merupakan salah satu
daerah yang nyaman untuk menanamkan investasinya. Salah satu pengungkitnya adalah kemudahan perizinan yang
diberikan oleh Pemerintah kota Palopo bagi para investor.

- Jumlah dan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
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Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN adalah sebuah bentuk entitas bisnis yang paling banyak digunakan
untuk berbagai macam aktivitas bisnis di Indonesia. Selain itu, PMDN dianggap memiliki dasar hukum yang paling
jelas dan menjadi pilihan utama bagi para investor asing yang ingin mengembangkan bisnis tertutup terhadap
kepemilikan asing. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah sebuah pembentukan modal bisnis bagi investor asing
dan menggunakan sepenuhnya atau sebagian modal asing dengan investor domestik.

Tabel 2.70
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kota Palopo Tahun 2020 — 2023
Indikator Tahun
2020 2021 2022 2023
Jumlah investasi berskala nasional (PMDN) (Buah) 74 77 51 55
Jumlah nilai investasi verskala nasional (PMA/PMDN) (Juta) 109.484 | 158.847 884 149.633

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Palopo Tahun 2024

Dari tabel diatas tergambar jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional baik PMDN maupun PMA di Kota Palopo
selama tahun 2020-2023 mengalami tren penurunan yang signifikan, hanya Rp.884.000.000,- dibandingkan pada
tahun-tahun sebelumnya yang mencapai angka milyar rupiah. Di tahun 2023, jumlah investasi meningkat menjadi
55 buah dengan nilai investasi sebesar 149.633.000.000.

- Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah
penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya
penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja.

Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk melakukan
pekerjaan tertentu. Adanya pandemi covid-19 yang melanda wilayah Indonesia khusunya di wilayah Kota Palopo
mengakibatkan daya serap Tenaga Kerja mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun tabel rasio
daya serap tenaga kerja selama tahun 2017-2022 mengalami tren penurunan yang signifikan.

Tabel 2.71
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kota Palopo Tahun 2018 — 2023
Indikator Satuan LG
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jumlah tenaga Kkerja bekerja pada perusahaan | Orang 30.140 760 392 676 308 586
Jumlah seluruh PMDN Juta 220.859 | 130.740 | 109.484 | 158.847 | 51.884 | 1.545
Rasio per 100 Juta Angka 13.65 9.04 36 4,25 1,5 n/a

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Palopo dan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

Jumlah tenga kerja bekerja pada perusahaan tertinggi pada tahun 2018 dengan jumlah 30.140 orang dengan jumlah
220.859 jumlah seluruh PMDN.

- Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)
Indikator dalam pencapaian Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN sangatlah berpengaruh terhadap
Perekonomian di wilayah Kota Palopo, dimana realisasi tahun 2018 mencapai 57,77% dibandingkan dengan tahun
2022 hanya mencapai 32,66% maka nilai realisasi PMDN mengalami penurunan yang disebabkan beberapa faktor
antara lain lesunya ekonomi akibat pandemi covid-19.

Tabel 2.72
Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN
di Kota Palopo Tahun 2019-2023
Tahun
2019 2020 2021 2022 2023
S\f;'lfa‘:' PMDNtahun | o | 130,740,222,514 | 109.484.145.881 | 158.847.957.176 | 51.884.262.250 | 508.082.236.292

Realisasi PMDN
sebelum evaluasi Rp 220,859.000.000 | 130.740.222.514 | 109.484.145.881 | 158.847.957.176 51.884.262.250

Persentase % 59.19 21.25 45.09 32.66
Sumber : Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Palopo Tahun 2024

Indikator Sat

Tabel presentase nilai kenaikan/penurunan dari tahun 2018-2024 meningkat ditahun 2019 yaitu 220,859,000,000
dengan realisi PMDN sebelum Evaluasi 382,322.260.000. di tahun 2023, Nilai PMDN sebesar 508.082.236.292
dengan realisasi PMDN sebelum evaluasi 51.884.262.250

13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
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Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Berkaitan dengan Kepemudaan dan Olah Raga di Kota palopo sangatlah penting untuk menunjang kegiatan para
pemuda untuk beraktivitas dalam kegiatan yang bersifat positif dan mampu mengekspresikan semua potensi yang
dimilikinya. Penyadaran dan pemberdayaan pemuda dilakukan melalui penumbuhan kreativitas pemuda di bidang
sosial, budaya, ekonomi, dan pemanfaatan teknologi digital. Indikator yang berkaitan dengan hasil capaian kinerja
pada perangkat daerah pengampu diukur dari jumlah organisasi pemuda yang aktif di Kota Palopo. Berdasarkan
hasil capaian selama tahun 2018-2024, persentase organisasi pemuda yang aktif mengalami peningkatan.

Tabel 2.73
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Palopo Tahun 2020 — 2024
. Tahun
Indikator Sat 3000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Jumlah organisasi pemuda yang aktif OKP 73 136 166 83 84
Jumlah seluruh organisasi pemuda OKP 102 218 215 105 108
Persentase % 62.39 77.21 79.05 77.78 70.18

Sumber Data : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palopo Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, persentase organisasi Pemuda yang aktif di Kota Palopo dengan jumlah yang aktif berada
ditahun 2020 sebanyak 73 organisasi dengan jumlah seluruh organisasi sebanyak 102 OKP. Di Tahun 2024 jumlah
organisasi pemuda menurun hingga mencapai 108 organisasi dengan total organisasi aktif sebanyak 84 organisasi
atau sekitar 70,18 persen. Kegiatan kepemudaan yang menarik dan relevan dengan kebutuhan pemuda perlu
ditingkatkan untuk membangun kembali partisipasi pemuda dalam pembangunan.

Persentase Wirausaha Muda

Wirausaha adalah orang yang membuat suatu produk, menentukan cara produksi, menyusun operasi untuk
mengadakan produk baru hingga mengatur permodalan serta pemasarannya. Tujuan dari berwirausaha antara lain
menyebarkan pengaruh wirausaha, membangun karakter wirausaha, membentuk wirausaha yang berkualitas, dan
membangun kesejahteraan masyarakat. Wirausaha muda merupakan orang yang terampil memanfaatkan peluang
dalam mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan kearah yang lebih baik. Pada era
modern seperti saat ini, seringkali kita menemukan beberapa acara seminar yang berkaitan dengan wirausaha.
Semboyan yang digaungkan yaitu mandiri dan kreatif. Tidak hanya itu, bahkan anak muda zaman sekarang
berbondong-bondong menjadi wirausaha muda sebagai salah satu jalan tempuhnya. Adapun persentase wirausaha
muda di Kota Palopo selama tahun 2018-2024 mengalami tren penurunan.

Tabel 2.74
Persentase Wirausaha Muda di Kota Palopo Tahun 2020 — 2024
. Tahun
Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah wirausaha muda Kelompok 430 835 621 432 439
Jumlah seluruh wirausaha Kelompok 3.299 7.669 44.121 669 679
Persentase % 13.03 10.89 1.41 64.57 64.65

Sumber Data : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palopo Tahun 2024

Jumlah wirausaha muda yang ada di Kota Palopo tertinggi berada pada tahun 2021 yaitu 835 dengan jumlah seluruh
wirausaha 7.669. di tahun 2024 jumlah kelompok wirausaha muda sebanyak 439 dengan total wirausaha sebanyak
679 kelompok atau mencapai 64,65%.

Cakupan Pembinaan Olahraga

Pembinaan olahraga merupakan usaha yang merupakan proses untuk mencapai prestasi puncak. Pembinaan yang
dilakukan tersebut akan sesuai dengan harapan apabila dilaksanakan secara efisien, sitematik, dan berkelanjutan,
karena suatu proses pembinaan olahraga membutuhkan waktu yang lama. Persentase pembinaan Olahraga di Kota
Palopo sejak tahaun 2018 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan dari seluruh cabang olah raga dengan
persentase yang sangat baik 100%.

Grafik 2.92
Persentase Pembinaan Olahraga di Kota Palopo Tahun 2020 — 2024
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Persentase
Sumber Data : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palopo Tahun 2025
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Jumlah cabang yang dibina di kota palopo dengan jumlah yang tinggi pada tahun 2023-2024 sebanyak 38 cabor.
Dengan jumlah seluruh cabang yang terdaftar sebanyak 38 atau mencapai 100% pembinaan dilaksanakan pada
seluruh cabang olahraga yang terdaftar di Dinas Pemuda dan Olahraga.

Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

Pelatih bersertifikasi menjadi indicator kinerja pada perangkat daerah pengampu dikarenakan berkaitan dengan
pola pembinaan atlet dan pelatih. Semakin banyaknya pelatih yang telah memiliki sertifikasi keahlian sesuai
dengan bidang cabor, akan berdampak pada kualitas atlet yang dihasilkan. Disisi lain pemerintah setempat
memiliki andil dalam melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga pelatih yang dimilikinya. Adapun
cakupan pelatih yang bersertifikasi di Kota Palopo terdapat selama tahun 2018-2024 masih berada dibawah angka
50%.

Grafik 2.93
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi di Kota Palopo Tahun 2020 — 2024
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Sumber Data : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palopo Tahun 2025

Jumlah pelatih bersertifikat di Kota Palopo dalam kurun waktu 7 tahun terakhir tertinggi berada ditahun 2023
sebanyak 38 dari total 38 pelatih atau mencapai 100%. Di tahun 2024 jumlah pelatih bersertifikat berkurang
menjadi 31 orang dikarenakan ada beberapa pelatih yang pindah tugas dan ada penambahan pelatih baru namun
belum bersertifikat.

Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Pembinaan atlet muda adalah proses pengembangan dan pembinaan atlet-atlet muda untuk mencapai prestasi yang
optimal dalam olahraga. Proses ini harus berkesinambungan dimana latihan harus dilakukan sepanjang waktu,
berkelanjutan, terus menerus tentu seusai dengan tahapan tahapan yang telah direncanakan dan di susun yang
tertuang tertulis dalam perencanaan latihan dan Program Latihan. Pembinaan Kkarir atlet muda juga menjadi salah
satu perhatian, melalui pengembangan kemampuan atlet untuk menajdi pribadi yang sukses dan berprestasi dalam
karirnya.

Persentase pembinaan atlet muda di Kota Palopo terdapat selama tahun 2018-2024 masih stagnan di angka 20%.

Tabel 2.75
PersentasePembinaan Atlet Muda di Kota Palopo Tahun 2020-2024
Indikator Satuan it
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah atlet pelajar yang dibina Orang - 14 36 69 69
Jumlah seluruh atlet pelajar Orang 98 85 176 n/a n/a
Persentase % 0 16.05 20.5 - -

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palopo Tahun 2025

Jumlah atlet pelajar yang dibina dari tahun 2020-2024 sebanyak 188 orang dengan jumlah atlet pelajar mencapai
170 orang atau sekitar 28 persen.

Jumlah Atlet Berprestasi

Atlet menurut UU Nomor 3 Tahun 2015 sistem Keolahragaan Nasional Bab | Pasal | Nomor 7 bahwa atlet adalah
pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai
prestasi. Atlet adalah ahli olahraga atau orang yang profesional dalam bidang olahraga. Atlet adalah seseorang
yang menggeluti dan aktif melakukan latihan untuk meraih prestasi pada cabang olahraga yang dipilihnya. Atlet
berprestasi adalah atlet yang ikut serta dalam pertandingan Nasional pada level tertinggi dan ampu mencapai
prestasi tinggi sebagai tim Nasional. Sesuai dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa atlet berprestasi
adalah atlet yang memiliki prestasi dan dengan upaya maksimal mampu mencapai level prestasi tinggi dengan turut
serta berpartisipasi dalam pertandingan Tingkat Nasional maupun Internasional. Sebelum pandemi covid-19 yakni
pada tahun 2018 atlet-atlet Kota Palopo dapat menyumbangkan medali ditingkat nasional. Seiring dengan adanya
pandemi covid-19 para atlet-atlet di Kota Palopo mulai menurun persentase prestasi yang dicapainya disebabkan
minimnya latihan yang maksimal sehingga mengalami persaingan yang lebih ketat untuk menjadi atlet yang
berprestasi.
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Tabel 2.76
Persentase Atlet Berprestasi di Kota Palopo Tahun 2020-2024
Indikator L
2020 | 2021 | 2022 | 2023 2024
Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat
. - ) - 1 0 38 55
nasional dan internasional dalam satu tahun

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palopo Tahun 2025

Di tahun 200-2024 jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional mengalami
peningkatan, di tahun 2023 mencapai 38 orang dan di tahun 2024 mencapai 55 orang. pencapaian ini menandakan
perlunya pembinaan secara serius bagi para atlet muda yang memiliki bakat, bukan hanya pembinaan fisik namun
juga pembinaan secara mental.

Jumlah Prestasi Olahraga

Prestasi olahraga merupakan hasil optimal yang dicapai oleh seorang olahragawan (atlet) atau sekelompok orang
(tim/regu) dalam bentuk kemampuan dan keterampilan dalam menyelesaikan tugas-tugas, baik dalam kompetisi
beregu maupun individu. Prestasi olahraga dapat dicapai memerlukan menejerial atau manajemen yang baik,
efektivitas dalam melaksanakan kegiatan merupakan tuntutan bagi setiap organisasi untuk mencapai tujuan. limu
manajeman dalam organisasi keolahragaan sangatlah memiliki dampak baik jika dijalankan atau dikelola dengan
benar dan teratur.

Tabel 2.77
Persentase Prestasi Olahraga di Kota Palopo Tahun 2020 — 2024
Indikator VI
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah prestasi cabang olahrsghauﬁang dimenangkan dalam satu ) 1 71 71 74

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palopo Tahun 2024

Presentase prestasi olahraga dari tahun 2020-2024 jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu
tahun terus meningkat. Jumlah cabang olahraga yang dimenangkan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebanyak
74 cabor dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya (2022-2024).

14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi

Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan Sistem Data Statistik Terintegrasi (Simdasi). Hal itu digunakan sebagai
penunjang dimulainya Satu Data Indonesia (SDI). SDI tersebut ke depan akan menghilangkan perbedaan data yang
saat ini kerap terjadi. "Masih ada inkonsisten data baik di level nasional maupun daerah. Di Kota Palopo terkait
dengan ketersediaan sistem data statistik yang terintegrasi masih dalam proses penginputan.

Tabel 2.78
Ketersediaan Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi di Kota Palopo Tahun 2020-2024
Indikator U
2020 2021 2022 2023 2024

Tersedianya sistem data dan statistik
yang terintegrasi

Dalam proses
penginputan

Dalam proses
penginputan

Dalam proses
penginputan

Dalam proses
penginputan

Dalam proses
penginputan

Sumber : Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo

15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan persandian Pemerintah Daerah Kota Palopo tahun 2020-2024
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.79

Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi

dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kota Palopo

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan 39 49 49 49
sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah
Jumlah total perangkat daerah 49 49 49 49
Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan 79.59 100 100 100 100
sandi dalam komunikasi perangkat daerah '
Sumber : Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo, 2025.
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Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi di Kota Palopo tahun 2020-2024 jumlah perangkat
daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah meningkat ditahun 2022 dengan
total perangkat daerah 49 atau 100 persen.

16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Festival seni dan budaya merupakan acara yang menampilkan berbagai bentuk seni dan budaya, seperti musik,
tarian, teater, dan lain-lain. Festival ini biasanya diadakan untuk mempromosikan dan melestarikan seni dan budaya
lokal, serta untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya. Festival dalam
kategori ini adalah peristiwa yang dikelola baik oleh komunitasnya, atau dengan bantuan pemerintah yang telah
memasukkannya ke dalam program kerjanya. Festival merupakan sarana komunikasi yang penting untuk
membangun, memberdayakan dan pengakuan suatu identitas budaya. Festival seni dan budaya juga merupakan
upaya untuk mempertahankan nilai — nilai seni budaya dan nilai tradisional.

Tabel 2.80
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Palopo Tahun 2020 — 2024
Indikator st
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya 5 8 10 8 20

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Palopo, Tahun 2025

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Palopo dari tahun 2020-2024 dengan jumlah penyelenggaraan
mengalami naik turun. Di tahun 2022 jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan 10
event, terjadi peningkatan daripada tahun sebelumnya yang hanya 8 event. Selama tahun 2021-2022 terjadi
peningkatan event seni budaya dikarenakan bagian dari upaya pemulihan ekonomi akibat pandemic. Di tahun 2024,
festival seni budaya meningkat signifikan menjadi 20 event. Hal ini dikarenakan festival seni dan budaya ini
menjadi salah satu program kerja Dinas Kebudayaan di Tahun 2024 melalui pelaksanaan event budaya secara rutin.

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
Pengertian Cagar Budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan
bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar
Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang
perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama,
dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.Berdasarkan Undang-Undang tersebut bahwa Cagar Budaya adalah
warisan budaya yang bersifat kebendaan atau yang biasa disebut dengan bersifat tangible. Artinya bahwa warisan
budaya yang masuk ke dalam kategori Cagar Budaya adalah warisan budaya yang berwujud konkrit, dapat dilihat
dan diraba oleh indra, mempunyai massa dan dimensi yang nyata. Contohnya batu prasasti, candi, nisan makan,
dll. Warisan budaya yang bersifat intangible seperti bahasa, tarian dan sebagainya tidak termasuk pada kategori
Cagar Budaya.

Hasil capain indicator menunjukkan hasil yang menggembirakan yaitu persentase benda, situs dan kawasan
cagar budaya yang dilestarikan adalah 100%.

Tabel 2.81
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
di Kota Palopo Tahun 2020 — 2024

. Tahun
Lelleatieiy SEEN 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah benda, situs (_jan kayvasan Buah 148 148 148 93 93
cagar budaya yang dilestarikan
Total benda, situs dan kawasan
cagar budaya yang dimiliki daerah Buah 148 148 148 148 148
Persentase % 100 100 100 15,54 15,54

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Palopo, Tahun 2025

Persentase Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kota Palopo tahun 2020-2024 terus berada
di posisi 148 ditahun 2022 dengan total benda 148. Di Tahun 2023-2024 jumlah cagar budaya yang dilestarikan
sebanyak 23 buah dengan total cagar budaya sebanyak 148 buah atau mencapai 15.54%.

Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Invetarisasi

Kota Palopo memiliki 149 buah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah. Terdapat 148 buah
yang merupakan asset daerah, sedangkan 1 buah merupakan rumah pribadi yang berada dalam kawasan cagar
budaya sehingga tidak dilakukan pelestarian oleh Pemerintah Kota Palopo.
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Tabel 2.82
Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Invetarisasi
di Kota Palopo Tahun 2020-2024

Indikator Vel
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi 0 3 3 9 8

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Palopo, 2025.

Tabel jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi di Kota Palopo di tahun 2021 dan 2022 berjumlah
3. Karya Budaya yang direvitalisasi dan invetarisasi di tahun 2023 mencapai 9 buah dan di tahun 2023 sebanyak 8
buah.

- Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu
Pengelolaan cagar budaya secara terpadu di Kota palopo Pertama, dengan melindunginya. Kedua, dengan
mengembangkannya. Dan Kketiga, dengan memanfaatkannya. Perlindungan adalah upaya untuk mencegah dan
menanggulangi cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahannya, dengan cara penyelamatan,
pengamanan, pewilayahan (zonasi), pemeliharaan, serta pemugaran. Adapun jumlah cagar budaya yang dikelola
secara terpadu dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan dari 51 menjadi 55 buah cagar budaya.

Tabel 2.83
Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu di Kota Palopo Tahun 2020 — 2024
Indikator LCU
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu 53 53 53 53 55

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Palopo, Tahun 2025

17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

- Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun
Perpustakaan adalah sebuah institusi yang menyediakan koleksi buku, jurnal, majalah, dan sumber informasi
lainnya untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan rekreasi.. Perpustakaan dapat juga diartikan sebagai kumpulan
informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, rekreasi, dan ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki
manusia. Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses
belajar-mengajar. Tujuan perpustakaan adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan pengguna. Dapat
membantu meningkatkan keterampilan pengguna dalam mencari dan mengolah informasi; Dapat meningkatkan
kesadaran masyarakat akan pentingnya Pendidikan dan pengetahuan; Dapat menggunakan waktu senggang dengan
baik yang bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan sosial. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya
Pendidikan dan pengetahuan serta meningkatkan kualitas hidup penggena dengan menyediakan akses informasi
dan sumberdaya yang memadai. Indikator kinerja Dinas Perpustakaan dapat dilihat dari jumlah kunjungan setiap
tahunnya, baik yang meminjam buku maupun melaksanakan aktivitas belajar dan membaca di dalam perpustakaan.
Selama tahun 2018-2022 persentase jumlah pengunjung perpustakaan di Kota Palopo mengalami penurunan dari
9,81% menjadi 6,1%. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat literasi masyrakat di Kota Palopo masih sangat rendah

< 10%.
Tabel 2.84
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Palopo Tahun 2020-2024
Indikator Satuan Hictitly

2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun Orang | 35.571 | 13.947 | 9.492 12.899 | 12.997
Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani Orang | 153.110 | 154.808 | 157.251 | 170.018 | 176.832
Persentase % 23,23 9,01 6,1 7,59 7,35

Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Palopo, Tahun 2025

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Palopo dengan jumlah kunjungan terbanyak di tahun 2020
dengan jumlah populasi yang dilayani 153.110 orang. Di tahun 2024, persentase kunjungan masyarakat ke
perpustakaan menurun hingga mencapai 7,35 persen dari total masyarakat yang harus dilayani.

- Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah
Dinas Perpustakaan Daerah Kota Palopo memiliki beberapa koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah
yang terdiri dari berbagai macam buku mulai dari lImu Politik, sosial dan limu pengetahuan, Buku Cerpen, Buku
Pendidikan, dll. Setiap tahunnya jumlah koleksi buku di perpustakaan bertambah baik melalui pengadaan APBD
dan bantuan hibah buku dari PERPUSTAKAAN Nasional Republik Indonesia. Adapun jumlah koleksi buku yang
tersedia di perustakaan daerah mengalami tren peningkatan setiap tahunnya dari 1991 buah menjadi 16.500 buah
pad tahun 2022, kenaikan yang signifikan ini terjadi karena adanya bantuan hibah buku dari PERPUSNAS.
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Tabel 2.85
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah
Kota Palopo
. Tahun

il Eies Satuan 2020 | 2021 | 2022 2023 2024

Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Buah 7615 7460 16.500 16.500 16.500
perpustakaan daerah

Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Buah 20.279 7772 30835 30835 30.385
perpustakaan daerah

Persentase % 37,55 96,00 53.51 53.51 53.51

Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Palopo, Tahun 2025

Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kota Palopo di tahun 2022-2024 tidak ada penambahan
jumlah koleksi judul buku sebanyak 16.500 buah dengan total jumlah buku sebanyak 30.835 buah.

Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk

Indikator rasio perpustakaan per satuan penduduk menjadi salah satu indicator kinerja utama dikarenakan
ketersedian fasilitas perpustakaan baik yang berada di area public maupun di dalam fasilitas sekolah guna
mendukung kebutuhan literasi masyarakat maupun siswa.

Tabel 2.86
Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk
Kota Palopo
Uraian Satuan oy

2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah perpustakaan Jiwa 216 228 231 226 227
Jumlah penduduk Jiwa 184.681 187.331 190.867 194448 192760
Rasio Perpustakaan per Satuan Per 1000 117 1.92 121 116 118
Penduduk

Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2025

Hasil capaian indicator ini menunjukkan bahwa per 1000 penduduk hanya terdapat 1 fasilitas perpustakaan.
Walaupun jumlah perpustakaan cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2020, tetapi tidak didukung dengan
minat baca masyarakat yang masih rendah.

Jumlah Rata — Rata Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Indikator rata-rata pengunjung perpustakaan setiap tahunnya menjadi indicator capaian kinerja utama pada
Dinas Perpustakaan. Semakin banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan di Kota Palopo menunjukkan
keberhasilan pemerintah daerah dalam mengkampanyekan budaya literasi, demikian juga sebaliknya apabila
jumlah pengunjung perpustakaan sedikit mengindikasikan bahwa minat baca masyarakat masih rendah. Selama
tahun 2018-2022 hasil menunjukkan tren menurun, hanya mencapai 791 pengunjung di tahun 2022,

Tabel 2.87
Perpustakaan per Tahun di Kota Palopo Tahun 2020 — 2024
Uraian UG
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah rata- rata pengunjung perpustakaan per tahun 2.964 1.162 791 1.074 1.083

Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2025

Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir (2023-2024), jumlah rata-rata pengunjung mengalami peningkatan, perbaikan
sarana dan prasarana perpusatakan yang nyaman serta update koleksi buku menjadi daya Tarik bagi masyarakat,
khususnya pelajar/mahasiswa yang paling sering berkunjung ke perpustakaan.

Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Jumlah koleksi judul buku perpustakaan merupakan salah satu indicator yang menunjukkan bahwa
kelengkapan fasilitas penunjang tersedia dengan lengkap. Kelengkapan fasilitas yang salah satunya adalah buku
yang dapat menarik minat baca masyarakat. Semakin banyaknya buku baru yang disediakan oleh perpustakaan
membawa pengaruh terhadap minat baca baik masyarakat maupun pelajar sekolah/mahasiswa.

Hasil capaian indicator ini menunjukkan terjadi kenaikan yang sangat signfikan koleksi buku di
perpustakaan umum Kota Palopo dari 1.191 buku menjadi 16.500 buku, dikarenakan adanya bantuan hibah buku
dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
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Tabel 2.88
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan
Kota Palopo
Uraian Satuan ichidin
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Judul 185 7.460 16.500 16.500 16.500

Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2025

- Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai berkaitan dengan peningkatan kapasitas aparatur yang
dilakukan secara internal oleh perangkat daerah pengampu, baik melalui jenjang diklat maupun alih fungsi jabatan
fungsional umum menjadi pustakawan.

Tabel 2.89
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki
Sertifikatdi Kota Palopo Tahun 2022 — 2024

. Tahun
Ll Eies Satuan o020 [ 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat Orang 3 3 3 8 5
Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai Orang 3 3 3 8 5
Persentase % 100 100 100 100 100

Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2025

Hasil capaian menunjukkan terjadinya peningkatan dari sebelumnya yang masih 1 tenaga pustakwan di tahun 2028,
menjadi 3 pustakawan di tahun 2022 dan meningkat menjadi 8 orang di tahun 2023. Namun di tahun 2024 jumlah
pustakawan menurun menjadi 5 orang karena ada pustakawan yang pindah tugas dan pension. Keseluruhan
pustakawan, tenaga teknis dan penilai sudah bersertifikat 100%.

18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

- Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku
Kearsipan merupakan bagian dari kegiatan tertib administrasi yang bertugas menyimpan dan memelihara
arsip dan dokumen penting milik pemerintah baik berupa file bentuk fisik maupun yang sudah dialihmediakan
menjadi bentuk digital. Perangkat daerah yang bertugas mengampu urusan kearsipan adalah Dinas Kearsipan Kota
Palopo. Salah satu indicator capaian kinerja pada perangkat daerah ini adalah persentase perangkat daerah yang
mengelola arsip secara baku. Hasil capaian indicator ini menunjukkan perangkat daerah yang mengelola arsip
secara baku masih rendah yaitu kurang 25% dari jumlah total perangkat daerah yang ada di Kota Palopo.

Tabel 2.90
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip
Secara Baku di Kota Palopo Tahun 2020 — 2024

. Tahun
Indikator Satuan o050 [ 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Jumlah perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku OPD 6 8 10 10 10
Jumlah perangkat daerah OPD 49 49 49 49 49
Persentase % 12,24 | 16.33 | 20,41 | 20,41 | 20,41

Sumber : Dinas Kearsipan Kota Palopo Tahun 2025

- Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan
Peningkatan SDM pengelola kearsipan adalah bagian dari penilaian indicator kinerja utama untuk
mendukung pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan.

Tabel 2.91
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kota Palopo Tahun 2018 — 2024
Indikator LT
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan 6 15 20 350 350

Sumber : Dinas Kearsipan Kota Palopo Tahun 2025

Selama tahun 2020-2024 terjadi peningkatan jumlah kegiatan yang sangat signfikan dalam menunjang SDM
kearsipan dari 6 kegiatan di tahun 2020 menjadi 350 kegiatan pada tahun 2024. Adanya peningkatan jumlah
kegiatan kearsipan diharapkan agar terciptanya tertib administrasi dokumen maupun konsistensi penyimpanan dan
pengarsipan dokumen setiap tahunnya yang dilakukan oleh perangkat daerah lainnya.
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C. URUSAN PILIHAN PILIHAN
1) Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan

- Konsumsi Ikan Masyarakat
Konsumsi ikan di Kota Palopo cukup tinggi, bahkan menjadi salah satu pusat distribusi ikan segar di Sulawesi
Selatan, menurut penelitian Universitas Trisakti. Hal ini didukung oleh posisi strategis Kota Palopo sebagai daerah
perbatasan, yang memudahkan distribusi produk perikanan baik di dalam maupun luar kota. Selain itu, kampanye
gemar makan ikan oleh berbagai pihak juga turut meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya
mengonsumsi ikan.

Tabel 2.92
Konsumsi Ikan Masyarakat Kota Palopo
Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah konsumsi ikan Kg/kapita 55,50 53,17 53,98 54,79 52,39

Sumber : Dinas Perikanan Kota Palopo Tahun 2025

Konsumsi ikan di Kota Palopo cukup tinggi, didukung oleh potensi wilayah dan upaya peningkatan kesadaran
masyarakat akan pentingnya ikan sebagai sumber gizi. Kota ini memiliki peran penting dalam distribusi ikan segar,
baik secara lokal maupun regional.

- Produksi Ikan
Produksi ikan di Kota Palopo cukup signifikan. Total hasil produksi perikanan mencapai 169.121,21 ton pad
atahun 2024. Produksi ikan ini didistribusikan ke berbagai daerah, termasuk Makassar, Pare-pare, Masamba,
Toraja, Enrekang, Sengkang, Soroako, Soppeng, Pinrang, Luwu Timur, dan Luwu Utara. Pelabuhan Perikanan PPI
Pontap di Kota Palopo juga mengalami peningkatan produksi ikan, menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan

Kota Palopo.
Tabel 2.93
Produksi Ikan di Kota Palopo
Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah produksi ikan Ton 145.144,27 = 176.897,4 = 193.005,27 193.154,56 169.121,21

Sumber : Dinas Perikanan Kota Palopo Tahun 2025

- Cakupan Bina Kelompok Nelayan
Cakupan bina nelayan adalah indikator yang mengukur seberapa luas jangkauan program pemerintah dalam
memberikan bantuan dan pembinaan kepada kelompok nelayan Cakupan bina nelayan mengacu pada persentase
kelompok nelayan yang menerima bantuan dan bimbingan dari pemerintah daerah, yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas mereka. Ini mencakup berbagai bentuk dukungan, seperti pelatihan,
akses modal, dan penyediaan fasilitas.

Tabel 2.94
Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Palopo
Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
g;r:z I:r:] kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda Kelompok 4 1 35 15 4
Jumlah kelompok nelayan Kelompok 143 143 142 142 142
Cakupan Bina kelompok Nelayan % 280 070 2465 1056 2.82

Sumber : Dinas Perikanan Kota Palopo Tahun 2025

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa cakupan kelompok nelayan yang menerima bantuan dari Pemerintah
masihtergolong rendah dan cenderung mengalami fluktuatif jumlah kelompok nelayan yang menerima bantuan
setiap tahun.

- Nilai Tukar Nelayan
Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah indikator yang mengukur kesejahteraan nelayan, dengan membandingkan
indeks harga yang diterima nelayan (It) terhadap indeks harga yang dibayar nelayan (1b). NTN juga menunjukkan
daya tukar (term of trade) dari produk perikanan tangkap nelayan dengan barang dan jasa yang mereka konsumsi
mauun untuk biaya produksi.

Tabel 2.95
Nilai Tukar Nelayan Kota Palopo
Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
Nilai Tukar nelayan Indeks 99,64 107,43 109,27 111,49 111,92

Sumber : Dinas Perikanan Kota Palopo Tahun 2025
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Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa NTN Kota Palopo selama lima tahun terakhir mengalami
peningkatan setiap tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun tahun 2020 NTN dengan indeks sebesar 99,64 dan
pada tahun 2024 indeks NTN berada pada angka 111,92. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kemamapuan atau
daya beli nelayan Kota Palopo yang bagus.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
- Persentase Kunjungan Wisatawan

Tabel 2.96
Persentase Kunjungan Wisatawan
Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024

Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se -

Kota Palopo

Jumlah Kunjungan Wisata Yang Direncanakan Orang 115 120 125 130 135

se - Kota Palopo

Persentase Kunjungan Wisatawan % 53.28 56.82 138.33 137.41 139.32
Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Paopo, 2025.

Orang 61.267  68.184 172.915 178.629 188.082

Persentase kunjungan wisata ke Kota Palopo menunjukkan adanya peningkatan, baik lokal maupun
mancanegara. Secara spesifik, berdasarkan data diatas menunjukkan peningkatan sekitar 86,04 persen dalam lima
tahun terakhir.

- Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD
Sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD Kota Palopo, terutama melalui retribusi
objek wisata, industri kreatif terkait pariwisata, dan peningkatan kunjungan wisatawan. Meskipun ada potensi,
penerimaan retribusi dari sektor wisata belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD

Kota Palopo.
Tabel 2.97
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD
Indikator Sat 2020 2021 2022 2023 2024
PAD sektor pariwisata Rp 6428266808 7324530315 8942731819 10549353297 10435060737
Total PAD Rp  46097862325.28 @ 140122685326.17 178686155930 193967685159.96 | 207650279423
Kontribusi Sektor Pariwisata % 13.94 593 5.00 544 503

Terhadap PAD
Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Paopo, 2025.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kota Palopo di tahun 2020 mencapai 13,94 persen,
di mana capaian tersebut mengalami penurunan pada empat tahun berikutnya. Kondisi tersebut terjadi karena selain
meningkatnya PAD sektor wisata, juga disertai peningkatan PAD Kota Palopo secara total. Adanya peningkatan
kontribusi sektor pariwisata tersebut, Pemerintah Kota Palopo juga harus dapat menyediakan infrastruktur serta
mengembangkan berbagai fasilitas untuk dapat mengembangkan sektor pariwisata di Kota Palopo.

Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kontribusi pariwisata terhadap PAD Kota Palopo antara lain,
pengelolaan objek wisata yang belum optimal, promosi pariwisata yang belum maksimal, keterbatasan
infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata, dan keterlibatan masyarakat lokal yang masih perlu
ditingkatkan.

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
- Produktivitas Padi
Secara umum, kondisi produktivitas padi di Kota Palopo terus mengalami penurunan pada lima tahun terakhir.
Tahun 2024 produksi padi Kota Paloposebesar 14.860,86 ton. Produksi ini turun dari tahun sebelumnya yang
mencapai 16.067,64 ton. Kondisi ini dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adalah terus menurunnya luasan
lahan panen padi, serta adanya alih fungsi lahan pertanian juga turut menjadi faktor turunnya produksi padi. Hal
ini perlu menjadi perhatian serius dalam sektor pangan untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduk

Kota Palopo.
Tabel 2.98
Produktivitas Padi di Kota Palopo
Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Produksi Padi (ton) 15.892.98  18.962.26  16.80641  16.067.64  14.860.86
Luas Panen Padi(ha) 295696  2.966.25 2.923.02 2.925.19 2.932.36
Produktivitas Lahan 53,75 63,93 57.50 54,03 50,68

(ton/ha)
Sumber : BPS Kota Palopo, 2025.

RENCANA KERIA PEMERINTAH DAERAH
BAB Il et %



RKPD Taghun 2026
(&) Ko paopo

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
- Hasil Kinerja Bidang Urusan Perdagangan

Tabel 2.99
Hasil Kinerja Bidang Urusan Perdagangan
Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
Nilai ekspor Juta/Rp 2.539.220,00 2.538.012,08 2.112.272 n/a n/a
Nilai impor Juta/Rp 3.543.980,00 3.543.980,26 2.914.631 n/a n/a

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Palopo, 2025.

a. Nilai Ekspor
Nilai Ekspor Kota Palopo dalam Juta/Rp pada Tabel diatas terus mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai
dengan tahun 2022. Data nilai ekspor tahun 2023 sampai dengan 2024 belum ada.

b. Nilai Impor Nilai impor Kota Palopo sempat mengalami stagnasi pada tahun 2021. Kemudian mengalami penurunan
nilai impor pada tahun 2022. Data impor tahun 2023sampai dengan tahun 2024 belum ada.

5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perindustrian Pemerintah Daerah Kota Palopo tahun 2020-2024
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.100
Pertembuhan Industri Kota Palopo
Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Pertumbuhan Industri (%) 5 5 5 5 5
Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (%) 10 10 10 10 10
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%) 2,92 2,95 2,98 3 3

Sumber : Dinas Perindustrian Kota Palopo, 2025

Berdasarkan data pada tabel diatas, menunjukkan bahwa pertumbuhan sector industri di Kota Palopo pada
lima tahun terakhir mengalami stagnasi pada angka pertumbuhan 5 persen. Keberadaan Kawasan Industri Palopo belum
memberikan dampak positif terhadap geliat sektor industri. Hal ini terjadi karena keterbatasan lahan yang dimiliki oleh
Pemerintah Kota Palopo di dalam kawasan Industri. Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sector industri
juga masih rendah, yaitu pada angka 10 persen dalam lima tahun terakhir, sedangkan kontribusi sector industri terhadap
PDRB cenderung mengalami peningkatan walaupun dalam jumlah yang relative kecil yaitu berada pada angka 3 persen
pada tahun 2024.

6) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Urusan pemerintahan bidang transmigrasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk
memfasilitasi perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain, dengan tujuan pemerataan penduduk,
pengembangan wilayah, dan peningkatan kesejahteraan. Penetapan lahan transmigrasi di Kota Palopo berdasarkan
Keputusan Wali Kota Palopo Nomor 275/V/2019 Tahun 2019 tentang Pencadangan Tanah untuk Lokasi Rencana
Kawasan Transmigrasi Wara Kota Palopo dan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2019 tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi dan Luas Lokasi
sekitar 800 Ha.

Tabel 2.101
Jumlah Lokasi Transmigrasi di Palopo
Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Penetapan Lahan Transmigrasi (lokasi) 1 1 1 1 1

Sumber : Dinas Transmigrasi Kota Palopo, 2025
D. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

1) Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah berfungsi sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan dinas daerah serta lembaga teknis daerah.

- Return on Aset (ROA) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Return on Aset (ROA) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang merupakan rasio untuk mengukur
kemampuan aset BUMD dalam menghasilkan laba bersih. Dengan membandingkan laba bersih BUMD dengan
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total aset yang dimiliki, ROA menunjukkan efisiensi manajemen dalam memanfaatkan aset untuk mendapatkan
keuntungan, di mana semakin besar nilai ROA, semakin baik kinerja dan rentabilitas usaha BUMD tersebut.

Tabel 2.102
Return on Aset BUMD Kaota Palopo
Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Return on Aset (ROA) BUMD (%) 1,42 1,65 2,52 3,93 3

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Palopo, 2025

- Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif
Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif adalah ukuran yang
menunjukkan seberapa banyak kegiatan pengadaan yang menggunakan metode kompetitif dibandingkan dengan
total semua kegiatan pengadaan, dan nilai pastinya berbeda-beda antar daerah atau instansi, karena ini
merupakan data indikator kinerja kunci (IKK) untuk setiap wilayah atau unit kerja.

Tabel 2.103
Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif Kota Palopo
Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%) n/a n/a 21 55 84

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Palopo, 2025

- Rasio Belanja Melalui Pengadaan
Rasio belanja melalui pengadaan adalah persentase nilai belanja suatu entitas yang dialokasikan untuk
kegiatan pengadaan barang/jasa dibandingkan dengan total belanja keseluruhan entitas tersebut dalam periode
waktu tertentu. Rasio ini menunjukkan seberapa besar porsi belanja yang dikelola melalui mekanisme pengadaan

formal.
Tabel 2.104
Rasio Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan Kota Palopo
Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Rasio belanja yang dilakukan melalui pengadaan (%) 100 100 100 100 100

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Palopo, 2025

- Indeks Reformasi Birokrasi
Indeks Reformasi Birokrasi adalah sebuah sistem penilaian dan pemantauan yang mengukur kemajuan
dan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu instansi pemerintah. Indeks ini bertujuan untuk
mengevaluasi seberapa baik upaya perbaikan tata kelola, efisiensi, dan pelayanan publik telah diterapkan, serta
memastikannya berjalan sesuai prinsip pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Indeks Reformasi Birokrasi Kota Palopo data dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.105
Indeks Reformasi Birokrasi Kota Palopo
Indikator Satuan 2021 2022 2023 2024
Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Indeks 52.13 (CC) 55.09 (CC) 44.19 (C) 63.56 (B)

Sumber : Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Palopo, 2025

- Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah evaluasi terhadap Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu sebuah sistem yang dirancang untuk memastikan
instansi pemerintah mengelola dan melaporkan kinerjanya secara efektif, efisien, dan akuntabel, mulai dari
perencanaan, penganggaran, pengukuran, hingga pelaporan Kinerja untuk mencapai hasil yang diinginkan dan
memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Skor penilaian SAKIP Kota Palopo sebagai berikut;

Tabel 2.106
Skor Penilaian SAKIP Kota Palopo
Indikator Satuan 2021 2022 2023 2024
Tingkat penilaian akuntabilitas suatu instansi pemerintah berdasarkan Skor 61,01 62,40 64,35 64,30
Peraturan Menteri PAN RB Nomor 12 Tahun 2015 (B) (B) (B) (B)

Sumber : Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Palopo, 2025

- Indeks Reformasi Hukum (IRH)
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Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah suatu pengukuran kinerja reformasi hukum di Indonesia untuk
menilai kemajuan dan efektivitas dalam upaya harmonisasi, penyederhanaan, dan deregulasi peraturan perundang-
undangan serta peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara perancang peraturan. IRH merupakan amanat dari
Program Reformasi Birokrasi dan dikoordinasikan olen Kementerian Hukum dan HAM, bertujuan untuk
memastikan regulasi tepat guna dan sasaran. IRH Kota Palopo sebagai berikut;

Tabel 2.107
Indeks Reformasi Hukum Kota Palopo
Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Indeks Reformasi Hukum n/a n/a 67,78 77,3 77,4

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palopo, 2025

2) Sekretariat DPRD
Unsur pendukung urusan pemerintahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah
Sekretariat DPRD itu sendiri. Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang berfungsi sebagai unsur penunjang
kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administratif dan
pendukung tugas serta fungsi DPRD. Dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD, lembaga ini bertanggung jawab
menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan, memfasilitasi rapat, serta menyediakan dan
mengkoordinasikan tenaga ahli untuk mendukung kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan
pengawasan.
- Jumlah Peraturan Daerah/peraturan lainnya yang dihasilkan
Jumlah peraturan daerah (perda) atau peraturan daerah lainnya yang dihasilkan merupakan indikator Kinerja
DPRD Kota Palopo yang mengggambarkan tentang jumlah Peraturan Daerah (Perda) atau peraturan lain yang
berhasil dibuat dan disahkan oleh pemerintah daerah dalam suatu periode waktu tertentu. Angka ini
menunjukkan tingkat produktivitas dan efektivitas DPRD Kota Palopo dalam membuat kebijakan untuk
mengatur berbagai aspek kehidupan dan pembangunan.

Grafik 2.94
Jumlah Perda/Peraturan lainnya yang dihasilkan DPRD Kota Palopo
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Sumber : Sekretariat DPRD Kota Palopo, 2025

- Jumlah Usulan Propemperda Terlaksana dan disahkan
Propemperda adalah program tahunan yang isinya berupa daftar rancangan peraturan daerah prioritas untuk dibahas
dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (perda). Propemperda atau program pembentukan peraturan daerah
merupakan cetak biru atau rencana penyusunan Perda dalam satu tahun anggaran yang berisi daftar Ranperda yang
menjadi prioritas untuk dibahas dan disahkan. Jumlah usulan propemperda yang terlaksana dan disahkan DPRD
Kota Palopo Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut;
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Grafik 2.95
Jumlah Usulan Propemperda yang terlaksana dan disahkan DPRD Kota Palopo
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Sumber : Sekretariat DPRD Kota Palopo, 2025

- Jumlah Perda Inisiatif DPRD

Perda inisiatif DPRD adalah Peraturan Daerah yang diusulkan oleh anggota sebagai upaya untuk melaksanakan
fungsi legislasi dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta kebutuhan daerah. Inisiatif ini berupa usulan
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang disertai penjelasan atau naskah akademik, lalu dibahas bersama
antara DPRD dan eksekutif (pemerintah daerah) hingga ditetapkan menjadi Perda. Jumlah Perda inisiatif DPRD
Kota Palopo tahun 2020 sampai dengan 2024, dapat dilihat pada grafik berikut;

Grafik 2.96
Jumlah Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD

2023,
3 Perda

Sumber : Sejkretariat DPRD Kota Palopo, 2025

- Jumlah Anggota DPRD

Anggota DPRD kabuoaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh)
orang dengan masa jabatan adalah 5 (lima) tahun. Jumlah Anggota DPRD Kota Palopo sebanyak 25 (dua puluh
lima) orang. Anggota DPRD Kota Palopo periode 2019-2024 diisi oleh laki-laki senbanyak 18 orang dan

perempuan sebanyak 7 orang. Sedangkan pada periode 2024-2029, laki-laki sebanyak 20 orang dan perempuan
sebanyak 5 orang. Untuk lebih jelasnya dilihat pada grafik berikut;
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Grafik 2.97
Jumlah Anggota DPRD Kota Palopo
25 25 25 25 25

25 20
20
15
10

5

2020 2021 2022 2023 2024

m Jumlah laki-laki yang menjadi anggota DPRD

= Jumlah kursi DPR yang diduduki perempuan

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Palopo, 2025

E. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1) Perencanaan Pembangunan

Total anggota DPRD

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah Kota
Palopo tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.108
Hasil Kinerja Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan

Indikator 2020 | 2021 2022 2023 | 2024
'I:I)'EEeDdEnya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan ada ada ada ada ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJIMD yang telah ditetapkan
dengan PERDA/PERKADA ada | ada | ada | ada | ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan
PERKADA ada ada ada ada ada
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA ada ada ada ada ada
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%) 98 99,49 | 99,53 | 92,96 100
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%) 100 97,47 | 94,39 100 92

Sumber : Bappeda Kota Palopo, 2025.

Hasil kinerja urusan bidang perencanaan menunjukkan dari 6 indikator, hampir seluruhnya telah terpenuhi
di tahun 2024. Sedangkan untuk indikator Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD meskipun belum
mencapai 100% namun menunjukkan tren yang cukup bagus meskipun terjadi secara fluktuatif.

2) Keuangan
Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan menjadi cerminan tingkat kemandirian fiskal
daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah menggambarkan semakin kecil tingkat
ketergantungan daerah kepada pusat. Adanya kontribusi yang semakin meningkatkan, pemerintah daerah akan

semakin mandiri dalam membiayai keuangan daerah. Adapun perkembangan rasio PAD Kota Palopo dapat
digambarkan tabel berikut:

Tabel 2.109

Rasio PAD Kota Palopo
Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
(TF?;‘;" PAD | 177203606906.65 | 140133041613 | 178677929800.29 | 194018591747.16 |  207420000.00
Total Pajak
Daerah 34031809461 |  35,622,582,580 41,417,676,185 46,687,824.782 | 48,529 612,241
(Ro)
Ef,z;'o PAD 19.20 25.42 23.18 24.06 23396.79

Sumber : Bapenda Kota Palopo, 2025.
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Opini BPK adalah pernyataan profesional dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran
penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Ada empat jenis
opini yang dapat dikeluarkan oleh BPK: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP),
Tidak Wajar, dan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer).

Tabel 2.110
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Indikator Satuan 2020 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan
keuangan pemerintah

Opini LPH | WTP ~ WTP | WTP | WTP | WTP

Sumber : BPKAD Kota Palopo, 2025.

Pemerintah Kota Palopo meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024, ini adalah yang kesepuluh
kalinya secara berturut-turut. Meskipun meraih WTP, BPK memberikan catatan terkait Penekanan Suatu Hal (PSH)
mengenai kondisi kas Pemkot Palopo yang tidak mencukupi untuk membayar kewajiban jangka pendek, serta
penataan aset daerah yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Hal ini berpotensi mengganggu arus kas dan
pembayaran rutin pemerintah daerah. Opini WTP dari BPK menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemkot
Palopo dianggap menyajikan secara wajar semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP). Pencapaian opini WTP ke-10 kalinya secara berturut-turut ini menunjukkan komitmen dan
kerja keras seluruh pemangku kepentingan di Pemkot Palopo dalam mengelola keuangan daerah.

3) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
Pemerintah Daerah Kota Palopo tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut;
Tabel 2.111
Hasil Kinerja Bidang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
Rata—_rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Harl./Jam 103/893 103/893 103/893 0 0
Pelatihan Pelajaran
Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal =~ Orang 4 47 49 0 0
Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural Orang 379 423 411 0 0
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Orang 28 32 34 44 44
Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Orang 947 901 613 652 622

Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi
Pemerintah

Orang 2122 2201 2428 | 2296 2240
Sumber : BKPSDM Kota Palopo, 2025.

Dari capaian kinerja bidang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan ada indikator yang perlu
dijadikan perhatian yaitu indikator Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan Jumlah ASN
yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Kedua indikator ini penting karena berimbas dengan
kinerja pegawai dan juga keahlian. Meskipun mengalami perkembangan yang berfluktuasi pada sebelum tahun 2021
dan 2022, namun pada tahun 2023 dan 2024 pendidikan dan pelatihan tidak diikuti oleh satupun pegawai di
lingkungan Pemerintah Kota Palopo. Sedangkan untuk indikator lain, erat kaitannya dengan perubahan SOTK dan
penyederhanaa. Rasio PNS terhadap jumlah penduduk adalah perbandingan antara jumlah Pegawai Negeri Sipil
dengan total jumlah penduduk di suatu wilayah. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak PNS yang melayani setiap
100 orang penduduk.

Tabel 2.112
Rasio PNS terhadap Penduduk Kota Palopo
Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah PNS Total Orang 4310 4311 4391 4075 3929
Jumlah penduduk jiwa 184681 187331 190867 177526 182898
Ratio PNS terhadap penduduk % 2.33 2.30 2.30 2.30 2.15

4)

Rasio PNS (Pegawai Negeri Sipil) terhadap jumlah penduduk di Kota Palopo saat ini adalah
sekitar 2,15%. Ini berarti, setiap 100 orang penduduk, terdapat sekitar 2 orang PNS yang melayani.

Penelitian dan Pengembangan
Persentase implementasi rencana kelitbangan adalah ukuran seberapa baik rencana penelitian dan
pengembangan (litbang) telah dilaksanakan. Ini menunjukkan sejauh mana kegiatan dan target yang ditetapkan
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dalam rencana tersebut telah direalisasikan. Data persentase ini penting untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan
dalam kegiatan kelitbangan.

Tabel 2.113
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan
Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah kelitbangan dalam RKPD Prog 6 11 2 2 2
Jumlah kelitbangan dalam RPJMD Prog 6 11 2 2 2
Persentase implementasi rencana kelitbangan. % 100 100 100 100 100

Sumber : Balitbangda Kota Palopo, 2025

Ada berbagai jenis kebijakan inovasi, seperti kebijakan yang berkaitan dengan teknologi, lingkungan,
sosial, atau ekonomi. Tingkat penerapan bisa berbeda-beda tergantung jenis kebijakannya. Kesiapan daerah
dalam hal sumber daya, infrastruktur, dan kapasitas sumber daya manusia juga mempengaruhi penerapan
kebijakan inovasi. Dukungan politik dan anggaran dari pemerintah daerah sangat penting untuk keberhasilan
penerapan kebijakan inovasi. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan
inovasi juga dapat meningkatkan tingkat penerapannya.

Tabel 2.114
Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Palopo
Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan Buah 18 18 15 17 34
Jumlah inovasi yang diusulkan Buah 49 18 15 17 34
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah % 36,3 100 100 100 100

Sumber : Balitbangda Kota Palopo, 2025
F. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pengawasan Pemerintah Daerah Kota Palopo tahun 2020-
2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.115
Maturitas SPIP Kota Palopo
Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Poin 3 3 3 3 3

Sumber : Inspektorat Daerah Kota Palopo, 2025.

Hasil capaian urusan pengawasan maturitas SPIP mengalami stagnasi selama lima tahun terakhir. Hasil
maturitas SPIP yang stagnan disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya kompetensi SDM, keterbatasan
anggaran, kurangnya kepatuhan terhadap prosedur, dan belum maksimalnya kegiatan evaluasi serta dokumentasi. Selain
itu, faktor lain seperti kurangnya personil yang bertanggung jawab terhadap pelaporan, serta belum optimalnya
pelaksanaan kegiatan SPIP oleh staf dan pimpinan juga dapat menjadi penyebabnya.

Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bertujuan untuk memperkuat peran
pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, memastikan efektivitas dan efisiensi, serta mencegah
penyimpangan. Hal ini melibatkan peningkatan kompetensi SDM APIP, penyusunan pedoman dan standar operasional,
serta penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan.

Tabel 2.116
Peningkatan Kapabilitas APIP Kota Palopo
Indikator Satuan = 2020 2021 2022 2023 | 2024
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Poin 3 3 3 3 3

Sumber : Inspektorat Daerah Kota Palopo, 2025.

Hasil capaian urusan pengawasan maturitas SPIP mengalami stagnasi selama lima tahun terakhir. Peningkatan
kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang stagnan disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk
keterbatasan kompetensi dan jumlah sumber daya manusia (SDM) APIP, kurangnya komitmen dan komunikasi, serta
kendala dalam anggaran dan perencanaan. Selain itu, rendahnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) dan kurangnya pemanfaatan teknologi juga dapat menjadi penghambat.

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH
A. FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
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Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita mencakup statistik pendapatan dan pengeluaran rumah
tangga dari sudut pandang rumah tangga (semua jenis pendapatan dan pengeluaran), termasuk topik seperti distribusi
pendapatan, pendapatan dalam bentuk natura, transfer pendapatan yang diterima dan dibayarkan, pengukuran
kemiskinan berbasis pendapatan atau pengeluaran, perlindungan konsumen, pola konsumsi, barang konsumsi dan
barang tahan lama, kekayaan dan utang rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita adalah total
biaya pengeluaran rumah tangga dibagi dengan banyaknya rumah tangga yang ada. Data pengeluaran dapat
mengungkap tentang pola konsumsi rumahtangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk
makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat
kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran
makin membaik tingkat kesejahteraan. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan
makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi
pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai
salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai
petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 2.117
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita di Kota Palopo Tahun 2020-2024
No Uraian Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Milyar /Thn) | 2.980.59 3.075 3.266.35 | 3.478.46 | 3.644.63

2 Jumlah Rumah Tangga (RT) 40,202 41.123 57.755 44,382 | 45.725
Pengeluaran  Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita 7414 7477 56.56 78.36 79.71
(Juta/Tahun)

2)

Sumber Data : Data BPS Kota Palopo tahun 2022

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah konsumsi rumah tangga di Kota Palopo sejak tahun
2021 meningkat yaitu 74.77 juta/tahun jika dibandingkan pada tahun 2020 yaitu 74.14 juta/tahun, sedangkan tahun
2022 kembali menurun menjadi 56.56 juta per tahun per rumah tangga. Pada Tahun 2023 dan 2024 kembali
mengalami peningkatan pada angka 78.36 di tahun 2023 dan 79.71 di tahun 2024. Hal ini disebabkan meningkatnya
daya beli masyarakat.

Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan)

Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan per Kapita adalah rata-rata jumlah uang yang dikeluarkan seseorang
untuk membeli barang dan jasa yang bukan makanan dalam satu bulan. Angka ini digunakan untuk mengukur tingkat
kesejahteraan masyarakat, karena semakin tinggi proporsi pengeluaran non-makanan, umumnya menunjukkan
pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup.Pengeluaran untuk
makanan dan bukan makanan pada dasarnya saling berkaitan. Dalam kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan
kebutuhan makanan akan didahulukan sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat
bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan,
maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi yang dibelanjakan untuk makanan
dan peningkatan porsi yang dibelanjakan untuk bukan makanan. Pola pengeluaran merupakan salah satu variabel
yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan (ekonomi) makanan secara umum rendah, sedangkan
elastisitas permintaan terhadap kebutuhan bukan makanan relatif tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok
penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan
digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan sedangkan sisa pendapatan dapat disimpan sebagai
tabungan/diinvestasikan.

Tabel 2.118
Rata-Rata Pengeluaran per Kapita untuk Makanan dan Bukan Makanan
Uraian Palopo (tahun)
2020 2021 2022 2023 2024
Konsumsi Makanan 44,65 50.68 47.47 46.64 48,06
Konsumsi Bukan Makanan 55,35 49.32 52.53 53.36 51,94

Sumber Data : BPS Prov. Sulawesi Selatan

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa tahun 2020 — 2024 permintaan terhadap akan kebutuhan makanan
rata-rata masih rendah jika di bandingkan dengan permintaan kebutuhan bukan makanan yang di kategorikan relatih

tinggi.

B. FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR

1)

Ketataan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Ketaatan terhadap RTRW adalah tindakan mengikuti dan mematuhi pedoman dan peraturan yang tertuang
dalam dokumen RTRW untuk memastikan pembangunan dan pemanfaatan ruang berjalan efektif, efisien, dan
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2)

berkelanjutan, sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang yang telah ditetapkan untuk menciptakan
lingkungan hidup yang berkualitas dan mengurangi konflik penggunaan lahan.

Luas Wilayah Produktif

Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur merupakan sarana evaluasi bagi pemerintah daerah
untuk menilai seberapa baik pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan. Indeks infrastruktur adalah alat untuk
menilai infrastruktur dengan beberapa komponen penilaian yang terdiri dari Penyediaan jalan dan jembatan yang
berkualitas, Penyediaan transportasi, Penyediaan infrastruktur air bersih, Penyediaan infrastruktur drainase. Salah
satu Indeks layanan infrastruktur dipengaruhi oleh indikator kemantapan jalan dan konektivitas jalan, dimana
pemantapan jalan dipengaruhi oleh pembangunan dan pemeliharaan jalan yang dilakukan, salah satu indicator yang
digunakan yaitu proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik.

Tabel 2.119
Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
Indikator Eapdial
2020 2021 2022 2023 2024

Panjang Jalan Kondisi baik (km) 382.95 394.68 412.37 337.36 340.742
Panjang jalan Keseluruhan 503.16 503.16 503.16 549.635 552.3702
Mantap 349.31 338.21 278.785 280.941 284.324
% 69.42 67.22 55.41 51.11 51.47
Tidak Mantap 153.85 164.95 224.375 268.694 268.0462
Proporsi Panjang jaringan jalan 69.42 67.22 55.41 51.11 51.47
dalam kondisi baik

Sumber Data : Dinas PUPR Tahun 2024

Dari tabel diatas menunjukan bahwa kondisi jalan dalam keadaan mantap adalah kondisi jalan dalam
kategori baik dan sedang, dengan persentase di tahun 2020 sebesar 69.42% dan tahun 2024 yaitu 51.47%, artinya
yaitu volume jalan yang rusak mengalami pengurangan, dan pemerintah memprioritaskan perbaikan jalan dari tahun
ke tahun.

Tabel 2.120
Persentase penduduk berakses air minum
. Capaian
Indikator 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Jumlah Penduduk Berakses Air Minum (jiwa) 175.646 | 177.105 | 180.145 | 149.804 | 150.054
Jumlah penduduk 184.681 | 187.331 | 190.867 | 194.448 | 182.898
Persentase penduduk berakses air minum 95.11 94.54 94.38 77.04 82.04

Sumber Data : Dinas PUPR tahun 2025

Data di atas menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2024, besaran penduduk Kota Palopo yang memiliki
akses terhadap air minum sebanyak 82.04%. Kondisi ini menurun jika dibandingkan tahun 2020 yang berada pada
angka 95.11%. Meski demikian ini menunjukkan bahwa masih ada kurang lebih 5% penduduk Kota Palopo yang
belum memiliki akses air minum.

Tabel 2.121
Rumah Tinggal Bersanitasi
. Capaian
Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi 33.066 34.872 38.992 46.069 46,172
Jumlah rumah tinggal 39.514 41.22 43.467 55.713 57,779
Persentase rumah tinggal bersanitasi 83.68 84.60 89.70 82.69 79.91

Sumber data : Dinas PUPR tahun 2025

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa perbaikan kualitas hunian masyarakat Kota Palopo terjadi pluktuasi.
Pada Tahun 2020 persentase rumah tinggal bersanitasi sebesar 83.68%, kemudian meningkat di tahun 2021 sebesar
84.60% dan tahun 2022 sebesar 89.70%. Kemudian pada tahun 2023 dan 2024 kembali mengalami penurunan
dengan angka 82.69% tahun 2023 dan 79.91% tahun 2024. Rumah Tinggal Bersanitasi adalah hunian yang memiliki
fasilitas Tempat Buang Air Besar/Tinja), rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses
untuk memperoleh layanan sanitasi. Rumah tinggal adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang
layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta bagi pemiliknya
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Tabel 2.122
Jumlah arus penumpang angkutan umum

Capaian
2022

Indikator

2020 2021 2023 2024

Jumlah arus keluar masuk penumpang angkutan umum dengan
bis (Orang)

5.395 | 945,036 | 2,301,320 | 1,982,192 | 872.745

Jumlah arus keluar masuk penumpang angkutan umum dengan
kapal laut (Orang)

238 0 0 0 0

daerah.

Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar

5.633 | 945.036 | 2.301.320 | 1.982.192 | 872.745

3)

Sumber data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2025

Data ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2024, jumlah penumpang yang keluar
masuk di Kota Palopo mengalami pluktuasi. Jika tahun 2020 ada sebanyak 5.633 ribu orang arus penumpang umum
yang menggunakan bis dan kapal laut, sementara di tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan
hingga 945.036 ribu orang tahun 2021 dan 2.301.320 juta orang di tahun 2022, akan tetapi pada tahun 2023-2024
kembali mengalami penurunan sebesar 1.982.192 juta orang jika di bandingkan tahun 2022. Begitupula dengan tahun
2024 sebesar 872.745 ribu orang. Salah satu faktor terjadinya penurunan tidak ada lagi masyarakat yang
menggunakan angkutan umum kapal laut, sebagian menggunakan pesawat dan juga masyarakat banyak
menggunakan angkutan pribadi.

Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah Kota Palopo dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan, hal
ini dipengaruhi oleh 17 sektor lapagan usaha terhadap peningkatan pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB)
dan jumlah Angkatan kerja, Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.123
Produktivitas Total Daerah sesuai dengan 17 sektor

Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palopo Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

2020 2021 2022 2023 2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,352.04 1,493.21 1,672.46 1,716.09 1,730.09
Jumlah Angkatan Kerja 85.026 84.97 91.96 94.88 97.189
Produktivitas total daerah (a) 15.90 17.57 18.19 18.09 17.80
Pertambangan dan Penggalian 12.55 13.43 15.57 16.90 17.46
Jumlah Angkatan Kerja 85.026 84.97 91.96 94.88 97.189
Produktivitas total daerah (b) 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18
Industri Pengolahan 205.18 216.58 247.16 269.80 289.73
Jumlah Angkatan Kerja 85.026 84.97 91.96 94.88 97.189
Produktivitas total daerah (c) 241 2.55 2.69 2.84 2.98
Pengadaan Listrik dan Gas 6.18 6.46 6.74 8.02 8.61
Jumlah Angkatan Kerja 85.026 84.97 91.96 94.88 97.189
Produktivitas total daerah (d) 0.07 0.08 0.07 0.08 0.09
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 13.61 13.58 14.97 15.58 16.62
Limbah, dan Daur Ulang
Jumlah Angkatan Kerja 85.026 84.97 91.96 94.88 97.189
Produktivitas total daerah (e) 0.16 0.16 0.16 0.16 0.17
Konstruksi 1,325.43 1,454.37 1,689.45 1,834.10 1,861.81
Jumlah Angkatan Kerja 85.026 84.97 91.96 94.88 97.189
Produktivitas total daerah (f) 15.59 17.12 18.37 19.33 19.16
Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1,963.95 2,095.14 2,295.74 2,488.59 2,674.30
Jumlah Angkatan Kerja 85.026 84.97 91.96 94.88 97.189
Produktivitas total daerah (g) 23.10 24.66 24.96 26.23 27.52
Transportasi dan Pergudangan 409.35 485.29 648.31 793.69 858.37
Jumlah Angkatan Kerja 85.026 84.97 91.96 94.88 97.189
Produktivitas total daerah (h) 4.81 5.71 7.05 8.37 8.83
i/‘lei%e:]'aa” Akomodasi dan Makan 87.50 94.27 108.04 119.19 131.24
Jumlah Angkatan Kerja 85.026 84.97 91.96 94.88 97.189
Produktivitas total daerah (i) 1.03 1.11 1.17 1.26 1.35
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Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palopo Atas Dasar Harga
Lapangan Usaha Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
2020 2021 2022 2023 2024

Informasi dan Komunikasi 374.82 388.18 413.59 443.13 473.20

Jumlah Angkatan Kerja 85.026 84.97 91.96 94.88 97.189

Produktivitas total daerah (j) 4.41 4.57 4.50 4.67 4.87

Jasa Keuangan dan Asuransi 593.39 671.08 772.18 861.24 916.3

Jumlah Angkatan Kerja 85.026 84.97 91.96 94.88 97.189

Produktivitas total daerah (k) 6.98 7.90 8.40 9.08 9.43

Real Estate 403.01 414.50 463.54 472.12 503.11

Jumlah Angkatan Kerja 85.026 84.97 91.96 94.88 97.189

Produktivitas total daerah (1) 4.74 4.88 5.04 4.98 5.18

Jasa Perusahaan 7.46 7.82 9.01 10.26 11.05

Jumlah Angkatan Kerja 85.026 84.97 91.96 94.88 97.189

Produktivitas total daerah (n) 0.09 0.09 0.10 0.11 0.11

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 624.20 666.24 671.01 667.40 740.49
dan Jaminan Sosial Wajib

Jumlah Angkatan Kerja 85.026 84.97 91.96 94.88 97.189

Produktivitas total daerah (m) 7.34 7.84 7.30 7.03 7.62

Jasa Pendidikan 349.40 359.18 362.23 374.33 398.50

Jumlah Angkatan Kerja 85.026 84.97 91.96 94.88 97.189

Produktivitas total daerah (0) 4.11 4.23 3.94 3.95 4.10

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 193.41 223.66 241.47 257.24 278.2

Jumlah Angkatan Kerja 85.026 84.97 91.96 94.88 97.189

Produktivitas total daerah (p) 2.27 2.63 2.63 2.71 2.86

Jasa Lainnya 103.81 111.04 136.42 152.14 174.85

Jumlah Angkatan Kerja 85.026 84.97 91.96 94.88 97.189

Produktivitas total daerah (q) 1.22 1.31 1.48 1.60 1.80

Sumber Data : BPS Kota Palopo tahun 2025

4) Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum
Rasio pinjaman terhadap simpanan (Loan to Deposit Ratio/LDR) di bank umum Kota Palopo, adalah rasio

yang menunjukkan seberapa banyak pinjaman yang diberikan oleh bank dibandingkan dengan simpanan yang
dimiliki nasabah. LDR yang tinggi bisa menunjukkan bank lebih agresif dalam memberikan pinjaman, sementara

LDR yang rendah bisa menunjukkan bank lebih fokus pada likuiditas.

seperti kondisi ekonomi, suku bunga, kebijakan bank sentral, dan kondisi pasar keuangan.

LDR dipengaruhi oleh berbagai faktor,

Tabel 2.124
Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum
TAHUN
INDIKATOR 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah
pinjaman di 4.751.940.214.372 | 5.019.501.974.221 | 5.982.735.221.133 | 10.413.496.216.046 | 10,413,320
bank umum
Dana pihak
ketiga di bank 4.233.827.110.433 | 4.272.646.121.310 | 4.627.678.336.755 | 5.335.222.132.328 | 5,946,588
umum
Rasio pinjaman
terhadap 112.24 117.48 129.28 195.18 175.11
simpanan di
bank umum

Sumber Data : Bl Sulsel Tahun 2025

Dari data tabel di atas, pada tahun 2020-2024 menunjukan bahwa penyaluran untuk dana kredit yang di berikan
kepada masyarakat lebih besar dari pada masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.

C. Fokus IKLIM BERINVESTASI

1) Angka Kriminalitas yang Tertangani
Angka kriminalitas merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat stabilitas

keamanan yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Selain stabilitas politik, aspek keamanan juga
merupakan salah satu indikator penting bagi investor untuk berinvestasi pada suatu wilayah tertentu.
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Tabel 2.125
Angka Kriminalitas yang tertangani Tahun 2020-2024
TAHUN

INDIKATOR 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan 484 555 1207 1 1
Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 257 296 643 563 563
Penduduk
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana 63,01 54,95 62,05 82,94 82,94
Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana 18.09 18,09 7,25 7,95 7,95

Sumber Data : BPS Prov. Sulawesi Selatan tahun 2025

Data angka kriminalitas Kota Palopo tahun 2020 hingga 2024 mengalami pluktuasi dimana pada tahun 2020
s/d 2022 menunjukkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah kasus kejahatan yang dilaporkan, sementara di tahun
2023 sd 2024 kembali mengalami penurunan, hal ini menandakan bahwa tingkat keamanan kota Palopo semakin
membaik.

2) Jumlah Demonstrasi
Tabel 2.126
Jumlah Demonstrasi di Kota Palopo
Indikator 2024
Jumlah Kejadian Unjuk Rasa 18

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2025

D. FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA

1)

2)

Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/52/S3)

Kualitas tenaga kerja, yang dapat dilihat dari rasio lulusan S1/S2/S3, menunjukkan masalah kesenjangan
kualitas tenaga kerja di Indonesia, terutama pada jenjang S2 dan S3 yang masih sangat rendah (sekitar 0,5% dari
populasi produktif) dibandingkan negara maju (sekitar 9%) dan negara ASEAN lainnya. Angka ini menandakan
penurunan ketersediaan tenaga kerja terampil dan berpengetahuan tinggi yang dapat berdampak pada daya saing
ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Tingkat Ketergantungan (rasio ketergantungan)

Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator yang dapat berfungsi sebagai indikator demografi
maupun indkator ekonomi. Sebagai indikator demografi, rasio ketergantungan digunakan untuk mengetahui beban
ketergantungan penduduk yang belum atau tidak produktif terhadap penduduk usia produktif disuatu wilayah.
Sedangkan sebagai indikator ekonomi, rasio ketergantungan untuk mengetahui suatu daerah dapat digolongkan
dalam kategori maju atau masih tahap berkembang. Rasio ketergantungan Kota Palopo, seperti di daerah lain
umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu: jumlah penduduk yang masih muda (0-14 tahun) dan
jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun). Penyebab utama perubahan rasio ketergantungan Kota Palopo
selama 5 tahun terakhir, kemungkinan disebabkan oleh perubahan struktur usia penduduk. Rasio ketergantungan
mengacu pada perbandingan jumlah penduduk yang tidak produktif (anak-anak dan lansia) dengan jumlah penduduk
yang produktif (usia kerja). Perubahan ini bisa dipicu oleh beberapa faktor, seperti Perbaikan layanan kesehatan
dan peningkatan kualitas hidup dapat meningkatkan angka harapan hidup, sehingga jumlah lansia akan bertambabh,
dan rasio ketergantungan meningkat. Jika angka kelahiran menurun secara signifikan, maka proporsi anak-anak
akan berkurang, dan rasio ketergantungan bisa menurun. Namun, jika angka kematian lansia juga menurun, maka
rasio ketergantungan tetap tinggi. Jika ada migrasi besar-besaran, terutama migrasi orang muda ke kota lain untuk
bekerja, maka rasio ketergantungan bisa meningkat karena persentase penduduk produktif menurun. Sebaliknya,
jika ada migrasi lansia ke Palopo, rasio ketergantungan bisa meningkat. Jika ada perubahan signifikan dalam
struktur usia penduduk, misalnya peningkatan jumlah lansia atau peningkatan jumlah anak-anak, maka rasio
ketergantungan akan berubah. Faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi rasio ketergantungan adalah
perubahan tingkat pengangguran, peningkatan partisipasi wanita dalam dunia kerja, dan perubahan kebijakan
pemerintah yang terkait dengan penduduk.

Tabel 2.127
Rasio Ketergantungan Kota PalopoTahun 2020-2024

TAHUN
INDIKATOR 2020 2021 2022 2023 2024

Penduduk Usia 0 — 14 thn 48.30 32.09 48.58 48.83 49.21

Penduduk Usia 65+ thn 9.28 5.59 9.88 10.26 10.70

Jumlah penduduk Usia 0-14 dan 65+ thn 57.58 37.68 58.46 59.09 59.91

Penduduk Usia 15 —64 thn (Usia Produktif) 127.10 104.92 131.41 133.68 135.77
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TAHUN
IRBIATOI 2020 2021 | 2022 | 2023 2024
Rasio Ketergantungan (%) 45.30 35.91 44.49 44.20 44.13

Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan hasil olahan

2.2

2.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu untuk mengukur ketercapaian tujuan dan sasaran sebagaiman telah ditetapkan dalam Rencana Pemerintah
Daerah (RPD) tahun 2024-2026 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 13 tahun 2023 yaitu terdapat 4 indikator
tujuan, 10 indikator sasaran, Pengukuran Capaian Kinerja Pemerintah Kota Palopo tahun 2024 yang disebut dengan Indikator
Kinerja Utama (IKU) dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Palopo dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2024 sebagaimana di jabarkan dalam tabel di bawa ini sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH

Tabel 2.128
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Capaian Tahun 2024 Tingkat Predikat
No Tujuan Sasaran Indikator Satuan Tahun Tarcet | Realisasi Capaian Kineria
2023 g Kinerja J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terwujudnya Penyelenggaraan .
1 Pemerintahan yang Berkualitas In_deks R_eformaS| poin 44,19 60-70 61,62 94.80 S_ange}t
(T1) Birokrasi tinggi
Meningkatn Nilai Survey Sangat
eningkatnya Kepuasan poin 84,16 87.67 85,31 97.30 anga
Kapasitas Masyarakat (SKM) tinggi
Birokrasi dan Tata Sanoat
Kelola Layanan (S1) | Indeks SAKIP poin 64,35 65-70 64,3 91.85 tii gggai
Terwujudnya Peningkatan PDRB per Kapita . - Sangat
5 Kesejahteraan Masyarakat & (ADHB) Juta/kapita/thn | 54,47 58 56,65 97.67 tinggi
Perekonomian Daerah yang Persentase Penduduk Sangat
Berkualitas (T2) Miskin persen 7,69 7.58 7,35 96.96 tinggi
Meningkatnya Tingkat Sanaat
kesempatan kerja Pengangguran persen 7,81 8,07 7,64 94.67 tin 9 i
dan berusaha (S2) Terbuka 99
Meningkatnya Angka Pertumbuhan
Kondisi Ekonomi Ekonomi persen 4,34 5,98 44 73.57 Sedang
Daerah yang . . Sangat
Berkualitas (S3) Gini Rasio angka 0,367 0,337 0,346 102.67 tingg
. Indeks Pembangunan . Sangat
Menl'ngkatnya Manusia (IPM) poin 80,77 79,6 81,25 102.07 tingg
Kualitas Sumber Indeks Pembangunan Sangat
Daya Manusia (S4) G 9 poin 97,61 97,35 97,71 100,36 anga
ender tinggi
. . Indeks Kualitas
3 | Tewujudnya Lingkungan Layak |\ Goow noan Higup | poin 439 58 69,24 119.37 Sangat
Huni dan Berkelanjutan (T3) (IKLH) tinggi
Indeks Resiko poin dan Sangat
. Bencana (IRB) predikat 187,91 195 187,91 96.36 tinggi
Meningkatnya ilavah
Mitigasi Luas Wilayah yang Sangat
o Tergenang/ Ha 12 9 13 144.44 M
Kesiapsiagaan dan . tinggi
- Terdampak Banjir
Kualitas B tase L
Lingkungan Kjvsvzr;;ns T(ulrjr?jh dari Sangat
Perkotaaan (S5) Total Luas Wilayah persen 11 1 1,06 106 tingg
Kota
RATA RATA KINERJA CAPAIAN IKU 94.12 ??:g;t

Sumber data : Lakip Kota Palopo 2024

Berdasarkan tabel 2.5.1 rata-rata kinerja capaian IKU tahun 2024 adalah 94.12% dengan kategori Sangat Tinggi hal

ini di pengaruhi beberapa indikator yaitu :
- Reformasi Birokrasi dengan tujuan 1 yaitu Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas sesuai
dengan Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2020 tentang grand design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 3 tahun 2023 tentang perubahan
road map Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada
Pemerintah Kota Palopo, berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan indeks RB Pemerintah Kota Pa lopo tahun 2023
adalah 44,19 dengan kategori (C), pada tahun 2024 Pemerintah Kota Palopo telah melakukan perbaikan terhadap
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Palopo sehingga mampu memperbaiki nilai Reformasi Birokrasi
menjadi nilai 61,62 dengan predikat (B).
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- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) & Indeks SAKIP dengan Sasaran 1 yaitu Meningkatnya Kapasitas
Birokrasi dan Tata Kelola Layanan sesuai Peraturan Walikota Palopo Nomor 13 tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palopo Tahun 2024-2026, Indikator utama yang ditetapkan untuk menggambarkan
kualitas pelayanan publik adalah Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan publik yang diharapkan terus meningkat
dari tahun ke tahun. Untuk hasil evaluasi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 meningkat dari 84,16
Tahun 2023 menjadi 85,31 Tahun 2024. Hal ini berarti naik sebesar 1,14%. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan
baik secara mandiri maupun kerjasama dengan lembaga instansi Daerah. Untuk mencapai tujuan ini, Pemerintah Kota
Palopo pada tahun 2024 mengalokasikan belanja sebesar Rp. 64.043.807.797,- dengan realisasi sebesar Rp
53.669.949.119,- atau 78.69%.

- Indeks SAKIP sesuai dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 8 tahun 2006
tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan peraturan pres iden nomor 29 tahun 2014 tentang system
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) telah melakukan evaluasi system akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (SAKIP) pada pe merintah Kota Palopo, berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan indek SAKIP
Pemerintah Kota Palopo tahun 2023 adalah 64,35 dengan katagori (B), pada tahun 2024 pemerintah kota palopo telah
melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan SAKIP di pemerintah Kota Palopo tetapi mengalami penurunan nilai menjadi
64,30 dengan predikat (B)

- PDRB per Kapita (ADHB) & Persentase Penduduk Miskin dengan tujuan 2 yaitu Terwujudnya Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat & Perekonomian Daerah yang Berkualitas dimana PDRB per kapita (atas dasar harga
berlaku) menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk, PDRB per kapita atas dasar harga konstan
berguna untuk meng etahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah. Angka PDRB per Ka pita
masyarakat Kota Palopo Tahun 2024 adalah 54,47 juta per kapita per tahun. Ini menunju kan bahwa setiap penduduk
Kota Palopo secara rata-rata memiliki kontribusi ekonomi sebesar Rp 4,54 juta per bulan. Angka ini lebih baik atau
meningkat dibandingkan tahun 2023, dimana PDRB per kapita penduduk Kota Palopo pada posisi 51,45 juta atau sekitar
4,287 juta rupiah per bulan.

- Angka persentase penduduk miskin di Kota Palopo terus mengalami penurunan setiap ta hunnya, dengan realisasi
tahun 2024 sebesar 7,35%, yang lebih baik dari target tahun tersebut (7,58%). Hal ini mencerminkan efektivitas kebijakan
pemerintah Kota Palopo dalam menekan angka kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan di Kota Palopo dari tahun ke
tahun menun jukkan tren yang konsisten berdasarkan data capaian. Penurunan berlanjut pada tahun 2023 dengan angka
7,69%, sementara pada tahun 2024 realisasi angka kemiskinan mencapai 7,35%, lebih rendah diband ingkan target yang
ditetapkan sebesar 7,58%.Dengan capaian tersebut, able t realisasi kinerja pada tahun 2024 mencapai 103,13% dari target
yang ditetapkan.

- Tingkat Pengangguran Terbuka dengan sasaran 2 yaitu Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha Jika
dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 7,81%, sementara pada
tahun 2024 turun menjadi 7,64%. Ini menunjukkan penurunan sebesar 0,17 poin persentase, melanjutkan tren positif
sejak tahun 2021 (9,03%) dan 2022 (8,2%). Penurunan ini mengindikasikan keberlanjutan efektivitas kebijakan ketenaga
kerjaan yang diterapkan dalam beberapa tahun terakhir. Secara keseluruhan, capaian ting kat pengangguran terbuka tahun
2024 menunjukkan hasil yang positif dengan pencapaian di atas target tahunan dan telah memenuhi target jangka
menengah lebih cepat dari yang direncanakan.

- Angka Pertumbuhan Ekonomi & Gini Rasio dengan sasaran 3 yaitu Meningkatnya Kondisi Ekonomi Daerah

yang Berkualitas di beberapa daerah di Sulawesi Sela tan, termasuk Kota Palopo, selama periode 2021-2024. Kota
Palopo mengalami pertumbuhan ekonomi yang dalam dua tahun terakhir menurun, dengan angka 5,41% (2021), 5,83%
(2022), 4,34% (2023), dan 4,40% (2024). Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kota Palopo tercatat sebesar 4,4%,
mengalami sedikit peningkatan dari 4,34% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi, meskipun
masih lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 5,83%.
Pada tahun 2024, Gini Rasio Kota Palopo diproyeksikan sebesar 0,346, sedikit lebih tinggi dibandingkan target yang
ditetapkan sebesar 0,337. Dengan tingkat realisasi kinerja menca pai 97,39%, capaian ini menunjukkan bahwa meskipun
ketimpangan pendapatan masih lebih tinggi dari target, secara umum telah terjadi perbaikan dibandingkan tahun
sebelumnya. Semakin tinggi angka Gini Rasio, semakin timpang distribusi pendapatan di wilayah tersebut. Sebaliknya,
jika angkanya rendah, berarti pendapatan lebih merata.

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) & Indeks Pembangunan Gender dengan sasaran 4 yaitu Meningkatnya
Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Palopo juga mengalami peningkatan, dari 80,77 pada 2023 menjadi 81,25 pada
2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat dari sisi pendidikan, kesehatan, dan
kesejahteraan ekonomi. Indeks kesehatan meningkat dari 83,08 menjadi 83,37, sedangkan indeks pengeluaran yang
mencer minkan daya beli masyarakat juga mengalami kenaikan dari 80,18 menjadi 81,21. Peningkatan IPM ini didukung
oleh meningkatnya angka rata-rata lama sekolah (RLS) Kota Palopo tahun 2024 (11,16 Tahun) yang lebih baik atau
meningkat dibandingkan tahun sebel umnya yakni 11,13 dan 11,09 tahun masing-maisng pada tahun 2023 dan 2022.
Demikian halnya dengan angka harapan lama sekolah yang pada tahun 2024 sudah berada pada angka 15,13 Tahun,
meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni 15,12 dan 15,11 Tahun. Hal lainnya yang berpengaruh tehadap IPM
adalah meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Pa lopo yang pada tahun 2024 berada pada posisi 74,19 Tahun,
lebih baik atau meningkat diband ingkan tahun 2023 yang berada pada angka 70,44 tahun.

- Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Palopo menunjukkan tren peningkatan yang posi tif dalam beberapa tahun
terakhir. Pada tahun 2024, realisasi IPG mencapai 97,71, melampaui target tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 97,35.
Dengan capaian ini, tingkat realisasi terh adap target tahun 2024 mencapai 103,69%, yang berarti pencapaian ini telah
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melebihi ekspek tasi yang direncanakan. Peningkatan IPG Kota Palopo hingga 97,71 pada tahun 2024 merupakan hasil
dari siner gi berbagai faktor, termasuk peningkatan layanan kesehatan perempuan, akses pendidikan yang lebih merata,
pemberdayaan ekonomi perempuan, kebijakan afirmatif berbasis gender, serta stabilitas ekonomi makro daerah. Dengan
tren yang terus meningkat, tantangan selan jutnya adalah memastikan keberlanjutan program-program yang mendukung
kesetaraan gender dan memperkuat peran perempuan dalam berbagai aspek pembangunan di Kota Palopo.

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2024 dengan tujuan 3 yaitu Terwujudnya Lingkungan Layak
Huni dan Berkelanjutan mencapai angka 69,24 Poin, capaian 2024 ini telah berada di atas angka target akhir RPD
yakni 62 poin atau 111,67%. Meningkatnya capaian IKLH Kota Palopo disebabkan meningkatnya nilai parameter
pembentuk IKLH yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

- Indeks Resiko Bencana (IRB), Luas Wilayah yang Tergenang/ Terdampak Banjir, Persentase Luas Kawasan
Kumuh dari Total Luas Wilayah Kota dengan sasasaran 5 yaitu Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan dan
Kualitas Lingkungan Perkotaaan Sampai pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Palopo berhasil mencapai indikator
kinerja utama pada Indikator 12 penurunan Indeks Risiko Bencana dari target 195 menjadi 187,91 atau mencapai kinerja
103,77%, sementara terhadap target akhir periode RPD, penurunan Indeks Risiko Bencana telah mencapai angka 98,45%,
atau memiliki predikat Tinggi. Capaian indikator kinerja utama pada Indeks Resiko Bencana sebesar 187,91 dengan nilai
kinerja capaian sasaran diperoleh nilai sebesar 103,77 atau memiliki predikat Sangat Tinggi. Angka Indeks Resiko
Bencana 2024 ini juga menunjukkan bahwa baru sekitar 98,45% target RPD 2026 yang berhasil direalisasikan dimana
pada tahun 2026.

- Sampai pada tahun 2024 Pemerintah Kota Palopo berhasil menurunkan luas wilayah yang tergenang/terdampak banjir
dari 15 hektar pada 2023 menjadi 13 hektar 2024. Angka ini dibawah target RPD untuk tahun 2024 yaitu sebesar 9 hektar
atau mencapai kinerja 69,23%, sementara capaian kinerja terhadap target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 38,46%. Untuk
indikator yang kedua yaitu Luas Wilayah Tergenang/Terdampak Banjir realisasi Kin erja tahun 2024 yaitu 13 dan dibawah
target tahun 2024 yang telah ditetapkan di RPD yaitu 9 sehingga capaian kinerjanya adalah 69,23 atau masi kurang dari
target RPD.

- Persentase Luas Kawasan Kumuh dari Total Luas Wilayah Kota realisasi kinerja tahun 2024 yaitu 1,06% dan dibawah
target tahun 2024 yang telah ditetapkan di RPD yaitu 1 sehingga capaian kinerjanya adalah 94,34 atau masih kurang dari
target RPD. Masalah banjir di Kota Palopo sangat dipengaruhi oleh 4 Daerah Aliran Sungai yang hulun ya berada di luar
wilayah Kota Palopo sehingga pencegahannya masih sulit dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palopo.

2.3 EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPD
2.3.1 EVALUASI PELAKSANAAN RPD TAHUN 2024-2026

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk jangka waktu 1
(satu) tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan
pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD, Dan RKPD serta berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)/program strategis nasional dan
RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kabupaten /Kota. Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan
fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Evaluasi merupakan proses penentuan nilai atau pentingnya suatu kebijakan program dan kegiatan. Evaluasi
merupakan sebuah penilaian yang obyektif dan sistematik terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung
atau pun yang telah diselesaikan. Hal-hal yang harus dievaluasi yaitu program, kegiatan, sub kegiatan, kebijakan, organisasi,
sektor, dan bantuan lainnya. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output),
dan hasil (outcome) terhadap suatu rencana. Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan
pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian
program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang
diperlukan.

2.3.1.1. Konsistensi Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi bahan evaluasi yang bertujuan untuk melihat tingkat
keberhasilan pengelolaan kegiatan yang disesuaikan terhadapat manajemen pengelolaan output pelaksanaan kegiatan serta
masalah yang di hadapi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 digambarkan evaluasi pelaksanaan
kesesuaian penjabaran program RPD periode 2024-2026 kedalam RKPD Tahun 2024 dan APBD Kota Palopo Tahun 2024
yang telah dimutahirkan kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 sebagai berikut :

2.3.1.2. Konsistensi Kerangka Pendanaan

Penganggaran kinerja adalah penggunaan informasi secara sistematis tentang hasil dan dampak kebijakan publik
untuk menginformasikan, mempengaruhi, dan menentukan tingkat pendanaan yang dialokasikan untuk kebijakan-kebijakan
dalam konteks anggaran. Penganggaran Kinerja dapat melayani sejumlah tujuan yaitu transparansi, akuntabilitas, efisiensi,
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salah satu wujud pengelolaan keuangan yang baik adalah mampu merencanakan kebutuhannya dalam satu tahun anggaran dan
melaksanakan dengan tepat apa yang telah direncanakannya. Kerangka pendanaan berisikan uraian mengenai kebijakan yang
akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah. Rencana
program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana
(RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi
dan kepentingan masyarakat.

Pelaksanaan anggaran belanja mempunyai beberapa permasalahan yang terjadi yaitu perencanaan kegiatan dan
keuangan yang kurang maksimal pada tingkat perangkat daerah, sebagaimana dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini :

RENCANA KERJA PEMERITAH DAERAH
BAB Il &ingiiaenim 112



RKPDTghun 2026

Tabel 2.129
Konsistensi Kerangka Pendana RPD, RKPD dan APBD Kota Palopo Tahun 2024
KERANGKA PENDANAAN DAN ANGGARAN OPD TAHUN 2024 SELISIH KERANGKA PENDANAAN DAN ANGGARAN
" PERANGKAT RKPD TAHUN 2024 APBD TAHUN 2024 RKPD & RPD APBD & RKPD APBD & RPD
DAERAH
KRR 2 POKOK PERUBAHAN POKOK pERUBAHAN | POKO | pERUBAHAN POKOK PERUBAHAN POKOK PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8=43 9-53 10-64 11=75 17=6-3 13=7-3

1| Dinas Pendidikan 193,755,711,008.97 | 193 755,711,000.00 | 200,116,609,107.00 | 200,135,854,863.00 | 197,768,034,502.00 | 0.03 6,360,898,098.03 | 6,380,143,854.00 (%')348'574'605' 6,380,143,854.03 4,012,323,493.08
2 | Dinas Kesehatan 150.567,466,627.50 | 151 567 466,628.00 | 174,485,870,274.00 | 160,668,604,869.00 | 177,977,881,116.00 | 0.50 23,918,403,646.50 | 10,101,138,241.00 8'492'010'842'0 10,101,138,241.50 27,410,414,488.50
8 RSUD Sawerigading 103,244,258,461.20 | 103,244,258,461.20 | 130,890,700,617.00 | 120,890,700,617.00 | 136,801,877,311.00 | - 27,646,442,155.80 | 17,646,442,155.80 3'911'176'694'0 17,646,442,155.80 33,557,618,849.80
4 | DinasPUPR 209,226,682,628.92 | 09 226,682,628.92 | 83,109,701,560.00 | 85,034,894,700.00 | 86,162,568,200.00 | - g26,1l6,98l,068.9 §124,191,787,928.92 3,052866,6400 %24,191,787,928.9 §123,064,114,428.92

Dinas Perumahan &
5 | pemukiman 5554,54004000 | 5554 540,041.00 7,363,388,000.00 7713388,000.00 | 6,018966,000.00 | 1.00 1808,847,060.00 | 2,158847,959.00 (()%)')344'422'000' 2,158,847,960.00 464,425,960.00

Badan Kesatuan
6 ‘,?Aaar;‘i;’fa‘?fkafe”'“dunga“ 16,120,742.07500 | 16120742,075.00 | 55,661,878242.00 | 26,451,615490.00 | 40,487,775874.00 | - 39,541,136,167.00 | 10,330,873,415.00 (33)'174'102'368 10,330,873,415.00 24,367,033,799.00

Dinas Pemadam
7 E::;;Zﬁgt‘;i“ 5:505,194,700.00 5,505,194,700.00 5,358,898,404.00 5,648,607,000.00 5,581,650,000.00 - (146,296,296.00) 143,412,300.00 222,751,596.00 | 143,412,300.00 76,455,300.00
8 Satuan Polisi Pamong

praja 7334,364,520.00 | 7,334,364,520.00 7,162,440,463.00 7208170540.00 | 7,241401175.00 | - (171,924,057.00) (126,193,980.00) 78,960,712.00 | (126,193,980.00) (92,963,345.00)
9 Badan Penanggulangan 526.958.760.00

Bencana 3664,846,350.00 | 3,664,846,350.00 4,143,773,110.00 4,199617,000.00 | 4,191805110.00 | - 478,926,760.00 534,770,650.00 48,032,000.00 | 534,770,650.00 ,958,760.
10| Dinas Sosial 4,478,524,380.00 4,478,524,380.00 5,343,076,000.00 4,664,660,000.00 | 4,578,953,000.00 | - 864,551,620.00 186,135,620.00 ;764'123'000'00 186,135,620.00 100,428,620.00
11| Dinas Tenaga Kerja 2,949,796,080.00 2,949,796,080.00 3,434,884,201.00 3308764,000.00 | 2991,797,27.00 | - 485,088,211.00 448,967,920.00 ;443'087'020'00 448,967,920.00 42,001,191.00

Dinas Pemberdayaan
12| Perempuan dan 2,787,383,610.00 2,811,383,610.00 3,955,200,500.00 3663839,00000 | 402474000000 | 240900 | 116790680000 | 852,455,390.00 60,449,500.00 | 876,455,390.00 1,237,356,390.00

Perlindungan anak 00.00
13 | Dinas Ketahanan 2,366,283,150.00

Pangan 366,283,150. 2,366,283,150.00 2,319,699,138.00 2,625,087,000.00 | 2,362,014,00000 | - (46,584,012.00) 258,803,850.00 42,314,862.00 | 258,803,850.00 (4,269,150.00)
14 | Dinas Pertanahan 10,006,974.190.00 | 14 306 974,190.00 | 7,640,282,380.00 7,607,419,000.00 | 526347200000 | - (2,366,691,810.00) | (2,399,555,190.00) (()%')376'810'380' (2,399,555,190.00) | (4,743,502,190.00)
15 | Dinas Lingkungan 43,911,604,683.40

Hidup 1911,604,683. 43,011,604683.00 | 35732,543,00000 | 36,202,113000.00 | 36,379,860,00000 | (0.40) | (8,179,061,683.40) | (7,700,491,683.00) | 647,317,000.00 | (7,709491,68340) | (7,531,744683.40)

Dinas kependudukan
16| dan pencatatan sipil 3,430,937,580.00 | 5 430 937,581.00 3,934,750,806.00 3792,489,000.00 | 3975329,00000 | 1.00 503,813,226.00 361,551,419.00 40,578,19400 | 361,551,420.00 544,391,420.00
17 | Dinas Pengendalian 17,782,320,370.00

Penduduk dan KB 782,320,370. 17,782,320371.00 | 9,827,272,446.00 10,066,607,000.00 | 10,024,377,000.00 | 1.00 (7.955,047,924.00) | (7,715,713371.00) | 197,104554.00 | (7,715,713,370.00) | (7,757,943,370.00)
18 | Dinas Perhubungan 7,025,744,246.60 312,599,753.40
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KERANGKA PENDANAAN DAN ANGGARAN OPD TAHUN 2024 SELISIH KERANGKA PENDANAAN DAN ANGGARAN
" PERANGKAT RKPD TAHUN 2024 APBD TAHUN 2024 RKPD & RPD APBD & RKPD APBD & RPD
DAERAH
RPD 2024-2026 POKOK PERUBAHAN POKOK pERUBAHAN | POKO | pERUBAHAN POKOK PERUBAHAN POKOK PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8=43 9-53 10-64 11=75 12=6-3 13=7-3
7.925,744,047.00 7.776,804,000.00 B.151647,490.00 | 8,238,344,00000 | 0.40 (148,940,246.60) 775,003,243.00 461,540,000.00 | 225,903,043.40

19 Dinas Komunikasi & 5 126.338.800.00 1,156,409,200.00

Informatika 126,338,800, 5,126,338,800.00 5,893,317,108.00 10,128,286,00000 | 6,282,748,000.00 | - 766,978,308.00 5,001,947,200.00 380,430,892.00 | 5,001,947,200.00 +156,409,200.
20 | Dinas Koperasi 3,546,494,820.00 3,546,494,820.00 2,978,056,224.00 3311,109,000.00 | 3,026,867,000.00 | - (568,438,596.00) (235,385,820.00) 48,810,776.00 | (235,385,820.00) (519,627,820.00)

Dinas Penanaman
a s’\ggjd;'irﬁ‘upe'aya“a” 6,015,977,550.00 6,015,977,550.00 5,621,850,000.00 5,846,850,000.00 | 6511,890,000.00 | - (394,127 550.00) (169,127 550.00) 890,040,000.00 | (169,127,550.00) 495,912,450.00
g2 | DinasPemuda & 5,016,829,950.00

Olahraga 016,829,950. 5,016,829,950.00 4,689,460,192.00 4,821,046,000.00 | 4,886,950,000.00 | - (327,369,758.00) (195,783,950.00) 197,489,808.00 | (195,783,950.00) (129,879,950.00)
23 Dinas Persandian & 314,954,690.00

Statistik 2,104907,310.00 | 2,104,907,309.00 2397,408,270.00 2657,024,00000 | 241986200000 | (1.00) | 292,500,960.00 553,016,691.00 22,453,730.00 | 553,016,690.00 1954,690.
24 | Dinas Kebudayaan 2,812,016,780.00 2,812,016,790.00 2,927,037,000.00 2,945462,000.00 | 2,987,947,000.00 | - 115,020,210.00 133,445,210.00 60,910,000.00 | 133,445,210.00 175,930,210.00
25 | Dinas Perpustakaan 2,595,883,950.00 2,595,883,950.00 2,665,615,981.00 2,566,763,000.00 2,719,180,000.00 - 69,732,031.00 (29,120,950.00) 53,564,019.00 (29,120,950.00) 123,296,050.00
26 | Dinas Kearsipan 1840,543,660.00 1,840,543,661.00 2,182,031,000.00 2,207,031,000.00 2,209,406,000.00 1.00 341,487,340.00 366,487,339.00 27,375,000.00 366,487,340.00 368,862,340.00
27 Dinas Pariwisata & 0.695.599.700.00

Ekonomi Kreatif /695,599,700, 9,695,599,700.00 3,951,767,760.00 4,351,644,000.00 | 3,986991,000.00 | - (5743,831,940.00) | (5343,955,700.00) | 35223,240.00 | (5343,955700.00) | (5,708,608,700.00)

Dinas Pertanian, p,
8 g::ig‘bajf;n& 19.556,373.87000 | 19556 373870.00 | 20,708,150,032.00 | 21,541,379,300.00 | 22,157,944,000.00 | - 1151,776,162.00 | 1,985,005,430.00 (1)'449'793'968'0 1,985,005,430.00 2,601,570,130.00
29 | Dinas Perdagangan 5497,719,480.00 5,497,719,479.00 6,112,050,822.00 6,490,103,000.00 | 6166,644,110.00 | (100) 614,331,342.00 992,383,521.00 54,593,288.00 | 992,383,520.00 668,924,630.00
80 | Dinas Perindustrian 244203096000 | 5 442 630,960.00 2633809,104.00 | 2,682718,000.00 | 2,665408,000.00 | - 191,178,144.00 240,087,040.00 31,598,896.00 | 240,087,040.00 222,777,040.00
81 | Dinas Transmigrasi 215158977000 | 5 151 589,770.00 264837000000 | 264853800000 | 252240200000 | - 496,780,230.00 496,948,230.00 ;125'968'000'00 496,948,230.00 370,812,230.00
32 | Dinas Perikanan 5,651,960,490.00 5,651,960,490.00 5,800,828,500.00 5,756,871,000.00 | 5519,203,00000 | - 148,868,010.00 104,910,510.00 ;281'625'500'00 104,910,510.00 (132,757,490.00)
33 | Bappeda 11,379.039560.00 | 14 379 939 560,00 | 5,517,511,507.00 5,614,840,000.00 | 5607,894510.00 | 2.00 (5,861,528,053.00) | (5,764,199,562.00) | 90,383,003.00 | (5,764,199,560.00) | (5,771,145,050.00)
34 | BPKAD 25,000,000,00000 | 25000,000,000.00 | 2596513100000 | 25,965,131,000.00 | 20,327,221,682.00 | - 965,131,000.00 965,131,000.00 8%537'909'318' 965,131,000.00 (4,672,778,318.00)
35 | BAPENDA 10,463,287,230.00 | 10,463,287,230.00 | 11,548,710,000.00 | 11,548,717,00000 | 12,309,369,200.00 | - 1085422,770.00 | 1,085,429,770.00 760,659,200.00 | 1,085,429,770.00 1,846,081,970.00
36 | BKPSDM 9531,988,200.00 | 9,531,988,291.00 6,620,053,680.00 6,546,415,000.00 | 6,707,958,000.00 | 1.00 (2,911,934,610.00) | (2,985573,291.00) | 8700432000 | (2,985,573,290.00) | (2,824,030,290.00)

Dinas Penelitian &
87 | pengembangan 3.211,793,640.00 | 3511 793,640.00 2,561,016,000.00 2509,026,000.00 | 2460,944,000.00 | - (650,777,640.00) (612,767,640.00) ;100'072'000'00 (612,767,640.00) (750,849,640.00)
38 | Inspektorat 7,965271,710.00 | 4 g65 971 710.00 8,363,772,560.00 8,489,195,000.00 | 8514486,00000 | - 398,500,850.00 523,923,290.00 150,713,440.00 | 523,923,290.00 549,214,290.00
39 | Sekretariat DPRD 26,853,060960.00 | 56 553 060.061.00 | 28,007,513,00000 | 28,003,344,000.00 | 28,945,619,000.00 | 1.00 1154452,040.00 | 1,150,283,039.00 938,106,000.00 | 1,150,283,040.00 2,092,558,040.00
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KERANGKA PENDANAAN DAN ANGGARAN OPD TAHUN 2024 SELISIH KERANGKA PENDANAAN DAN ANGGARAN
" PERANGKAT RKPD TAHUN 2024 APBD TAHUN 2024 RKPD & RPD APBD & RKPD APBD & RPD
DAERAH
KRR 2 POKOK PERUBAHAN POKOK PERUBAHAN Po||(<o PERUBAHAN POKOK PERUBAHAN POKOK PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8=4-3 9=53 10=6-4 11=75 12-6-3 13=7-3

40 | Sekretariat Daerah 57.676,577.810.00 | 57 676 ,577.810.00 44,872,099,620.00 46,201,061,000.00 | 42,977,376,920.00 | - (12,804,478,190.00) | (11,475,516,810.00) (()%')894'722'700' (11,475,516,810.00) | (14,699,200,890.00)
1 Kecamatan Wara 1,373,205,370.00

Selatan 4,459,293,630.00 4,459,293,630.00 5,790,755,000.00 5,815,755,000.00 5,832,499,000.00 | - 1,331,461,370.00 1,356,461,370.00 41,744,000.00 | 1,356,461,370.00 313,205,310/

Kecamatan Wara
2 Timur 7,077,235,065.00 7,077,235,065.00 10,377,552,288.00 | 10,377,552,288.00 | 10,047,893.288.00 | - 3300,317,223.00 | 3,300,317,223.00 §329'659'°°°'°° 3,300,317,223.00 2,970,658,223.00
43 | Kecamatan WaraUtara | g, 45 19 3900 5,242,110,390.00 7,136,651,956.00 7.152,154,000.00 | 7,201,364,000.00 | - 1,894,541,566.00 1,910,043,610.00 64,712,044.00 | 1,910,043,610.00 1,959,253,610.00
44 | Kecamatan Warabarat | 593 951 150,00 4,593,981,150.00 5,528,450,832.00 6,137,686,000.00 5,579,567,000.00 - 934,469,682.00 1,543,704,850.00 51,116,168.00 1,543,704,850.00 985,585,850.00
45 | Kecamatan Bara 5,831,958,330.00 5,831,958,329.00 7,886,448,390.00 8,313,198,000.00 7,968,493,000.00 (1.00) 2,054,490,060.00 2,481,239,671.00 82,044,610.00 2,481,239,670.00 2,136,534,670.00
46 | Kecamatan Wara 6,123,938,040.00 6,123,938,040.00 5,721,467,000.00 9,133,111,000.00 8,605,026,000.00 - (402,471,040.00) 3,009,172,960.00 5'883'559'000'0 3,00,172,960.00 2,481,087,960.00
47 | Kecamatan 802,944,200.00

Mungkajang 4,277,314,800.00 4,277,314,800.00 4,886,448,390.00 5,324,310,000.00 5,080,259,000.00 | - 609,133,590.00 1,046,995,200.00 193,810,610.00 | 1,046,995,200.00 294,200,
48 | KecamatanSendana | 55565766000 | 4,353,657,660.00 5,180,690,700.00 5422,244,000.00 | 5228394000.00 | - 827,033,040.00 1068586,340.00 | 47,703.300.00 | 1,068586,340.00 874,736,340.00
49 | Kecamatan Telluwanua | 546 547 170,00 6,240,547,170.00 7,708,884,996.00 8,456,097,000.00 7,776,370,000.00 - 1,468,337,826.00 2,215,549,830.00 67,485,004.00 2,215,549,830.00 1,535,822,830.00
Jumlah 3'064'949'297'236'5 ;064'973'297'242'1 (1)'013’140*771'250'0 977,179,639,157.00 33’05’305'022’269' gg,gge,o (51,808,525,986.59) | (87,793,658,085.12) %')835'748'981' (87,769,658,079.59) | (59,644,274,967.59)

Sumber data : RPD tahun 2024-2026, RKPD tahun 2024, APBD 2024
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Berdasarkan tabel konsistensi kerangka pendanaan dapat di gambarkan sebagai berikut :
a. RKPD 2024 terhadap RPD 2024-2026

» Terdapat perbedaan jumlah pagu pada RKPD 2024 dengan RPD 2024-2026 di mana pada pagu RKPD 2024 sebesar
Rp.1,064,973,297,242.12 sedangkan pada RPD tahun 2024-2026 sebesar Rp. 1,064,949,297,236.59 sehingga terdapat
selisih sebesar Rp. 24,000,005.53 atau 105.42%.

» Terdapat perbedaan jumlah pagu pada RKPD peurubahan 2024 dengan RPD 2024-2026 di mana pagu RKPD
perubahan sebesar Rp. Rp. 1,013,140,771,250.00 sedangkan pada RPD tahun 2024-2026 sebesar Rp. Rp.
1,064,949,297,236.59 sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 51,808,525,986.59 atau 1.05%.

a. APBD 2024 terhadap RKPD 2024

» Terdapat perbedaan jumlah pagu pada APBD tahun 2024 terhadap RKPD tahun 2024 di mana pada pagu APBD tahun
2024 sebesar Rp. 977,179,639,157.00 sedangkan pada RKPD tahun 2024 sebesar Rp. 1,064,973,297,242.12 sehingga
terjadi selisih sebesar Rp. 87,793,658,085.12 atau 105.52%.

» Terdapat perbedaan jumlah pagu pada APBD perubahan tahun 2024 terhadapat RKPD perubahan tahun 2024 dimana
jumlah pagu pada APBD perubahan sebesar Rp. 1,005,305,022,269.00 sedangkan pada RPD sebesar Rp.
1,013,140,771,250.00 sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 7,835,748,981.00 atau 100.30%.

b. APBD 2024 terhadap RPD 2024-2026

» Terdapat perbedaan jumlah pagu APBD tahun 2024 terhadap RPD tahun 2024-2026 dimana pagu APBD tahun 2024
sebesar Rp. 977,179,639,157.00 sedangkan pagu pada RPD sebesar Rp. 1,064,949,297,236.59 dan terjadi selisih
sebesar Rp. 87,769,658,079.59 atau 105.51%.

» Terdapat perbedaan jumlah pagu APBD perubahan tahun 2024 terhadap RPD tahun 2024-2026 dimana pagu APBD
perubahan sebesar Rp. 1,005,305,022,269.00 sedangkan jumlah pagu pada RPD sebesar Rp. 1,064,949,297,236.59
terjadi selisih sebesar Rp. 105.48%.
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Tabel. 130

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD
sampai dengan Tahun 2025 Kota Palopo

Realisasi Capaian Tingkat Capaian
. . - Realisasi Capaian Target Kinerja dan P Tingkat Capaian e Kinerja dan
Uruse_m/Bldang Urusan Indikator Kinerja Program Capaian Kinerja Kinerja RKPD Anggaran RKPD Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Kinerja Realisasi Perangkat
Kode Pemerintahan Daerah dan : Satuan RPJMD pada : Anggaran RKPD o dan Anggaran Daerah
Program/ Kegiatan (outcome)/Kegiatan (output) Tahun 2024-2026 s/d Tahun Lalu Tahun berjalan yang ang Dievaluasi Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun n- Anggaran Penangaun
9 9 Tahun 2023 dievaluasi Tahun 2024 yene RKPD (%) RPIMD s/d ggung
ahun 2024 Jawab
Tahun n-1 (%)
1 ) 3 K ] Rp K] Rp K ] Rp K] Rp K ] % K ] Rp K [ %
4 5 6 7 8=/6 x 100% 9=5+7 10=9/54x100% 12
1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1.01.00 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
Program Penunjang Urusan Rata-rata capaian indikator kinerja 88 Dinas
1.01.01 Pemerintahan Daerah kegiatan penunjang urusan % 465,900,300 N 133,779,959 158,294,540 95.78 150,395,677 284,175, L
Kabupaten/ Kota perangkat daerah 100 ‘554 69 ‘955 100 708 317 95.78 95.01 | 184.47 637.272 184.47 60.99 Pendidikan
Perencanaan, Penganggaran, D P .
S e okumen kinerja perangkat Dinas
101.01.201 ‘é?ega'“as' Kinerja Perangkat | - 1-crah yang disusun tepat waktu Dokumen 61 4,049,000 6| 7168000 61 7168000 | 10000 10000 | 12,00 “*2176?) Pendidikan
Administrasi Keuangan Jumlah Laporan Penatausahaan Dinas
1.01.01.2.02 laporan 12 132,987,898 12 157,205,629 12 149,366,363 282,354, L
Perangkat Daerah keuangan 734 716 175 97.00 95.01 23.64 261,909 Pendidikan
Administrasi Barang Milik Dinas
101.01.203 Daerah pada Perangkat Daerah | 2UM!ah Laporan Pengelolaan Aset laporan L1 19,317,000 L1 30,945,100 | 0745100 | 10000 99.35 2,00 50'0626%) Pendidikan
Administrasi Kepegawaian Administrasi ASN PD yang Dinas
1.01.01.2.05 Perangkat Daerah dikelola orang 741 32127650 1741 65,157,000 163 | 60466933 | 9351 92.80 | 336.70 92'594é2 Pendidikan
Administrasi Umum Perangkat Jumlah sub kegiatan administrasi . Dinas
1.01.01.2.06 Daerah umum yang ditatakelolakan Jenis 14| 268,342,204 2 | 252,317,000 2 | 249,247,033 | 10000 9878 | 340 517'538297' Pendidikan
Pengadaan Barang Milik - .
L Jumlah Barang Milik Daerah yang . Dinas
1.01.01.2.07 Daerah Penunjang Urusan . unit 0 3 3 143,065, .
Pemerintah Daerah diadakan - 182,816,000 143,065,000 83.33 78.26 2.50 000 Pendidikan
Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah jasa penunjang urusan - Dinas
1.01.01.2.08 Urusan Pemerintahan Daerah daerah yang dibiayai Jenis 3 | 403258221 3 | 431,707,802 3 | 431085276 | 10000 %84 | 600 | B2 Pendidikan
Pemeliharaan Barang Milik Jumlah barang milik daerah 7 Dinas
1.01.01.2.09 Daerar] Penunjang Urusan penunjang urusan pe_menntah unit 19 64,067,056 138 118,800,000 128 107,586,800 075 90.56 199.19 172,553, Pendidikan
Pemerintahan Daerah daerah yang dibiayai 856
Jumlah Warga Negara usia 7- .
Program Pengelolaan oo 65. 83. Dinas
1.01.02 o 15tahun yang berpartisipasi dalam % 120,729,671 38,588,811, 100 39,437,753, 38,666,027, 77,2548 -
Pendidikan pendidikan dasar 100 ) 04 49 83.49 98.04 148.53 39,103 148.53 63.99 Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan Jumlah Lembaga Pendidikan 50. 73. Dinas
1.01.02.2.01 N h Sekolah 18,512,474, 81 23,154,369, 22,790,689, 41,303,1 .
Sekolah Dasar Dasar yang Ditangani (Sekolah) 05 049 694 5 758 90.74 98.43 | 12355 63,804 Pendidikan
- Jumlah Lembaga Pendidikan .
Pengelolaan Pendidikan 19. 22. Dinas
1.01.02.2.02 Sekolah Menengah Pertama M_enenga_h Pertama yang Sekolah 83 17,172,721, 25 12,995,720, 5 12,777,979, 89.80 98.32 42.28 29,950,7 Pendidikan
Ditangani (Sekolah) 01,645
Pengelolaan Pendidikan Anak Jumlah Lembaga PAUD yang 78. Dinas
101.02.2.03 Usia Dini (PAUD) ditangani (Lembaga) Sekolah 8l 2'490'07062 122 2'643'63663 4 2'563'0186‘5 64.26 96.95 | 159.40 5'023;133 Pendidikan
. Jumlah Lembaga Pendidikan Non .
Pengelolaan Pendidikan Non N . 7.2 13. Dinas
10102204 Formal/Kesetaraan (Fferrr:gggKae)setaraa” yang ditangani Sekolah 5 | 413545862 15 | 644,026,900 4| 534339302 | 8933 207 | 2065 | 78 Pendidikan
Program Pengembangan Persentase Sekolah yang o #DIV/ f Dinas
1.01.03 Kurikulum Menerapkan Kurikulum Lokal (%) % 100 | 59,191,013 0 0 0 0 0 0 o | #DIvIO! ; ; Pendidikan
. Jumlah Sekolah yang Menetapkan .
Penetapan Kurikulum Muatan " #DIV/ Dinas
1.01.03.2.01 Lokal Pendidikan Dasar Kunk_u_lum Muatan Lokal Sekolah 0 0 0 0 0 0 o #DIV/0! R R Pendidikan
Pendidikan
Penetapan Kurikulum Muatan Jumiah PAUD dan Pendidikan
1.01.03.2.02 Lokal Pendidikan Anak Usia Non Formal yang Menetapkan Sekolah 0 0 0 0 0 o | VI yoivior Dinas
Dini dan Pendidikan Nonformal Kunk_u_lum Muatan Lokal o! - - Pendidikan
Pendidikan (Sekolah)
- Persentase Sekolah yang .
Program Pendidik dan Tenaga f : o Dinas
1.01.04 Kependidikan g’i':VT:”“h' Rasio Ideal Guru dan % 100 | 35,444,605 5| 14,200,000 100 | 35,740,000 100 1 35740000 | 100.00 10000 | 175.00 49'9406?) 175.00 148'9 Pendidikan
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Realisasi Capaian Target Kinerja dan Realisasi Capaian Tingkat Capaian Ti?(%ﬁztrgadpaanian
Urusan/Bidang Urusan " - Capaian Kinerja o p 9 J Kinerja dan gat ap Realisasi Kinerja Jada Perangkat
: Indikator Kinerja Program Kinerja RKPD Anggaran RKPD Kinerja dan Realisasi
Kode Pemerintahan Daerah dan /Kegi Satuan RPJMD pada /d Tahun Lal Tahun berial Anggaran RKPD Realisasi A dan Anggaran A Daerah
Program/ Kegiatan (outcome)/Kegiatan (output) Tahun 2024-2026 Sig Janun -alu “ahun berjalan yang yang Dievaluasi calisasi Anggaran RKPD s/d Tahun n- nggaran Penanggung
Tahun 2023 dievaluasi Tahun 2024 T RKPD (%) RPJMD s/d
ahun 2024 Jawab
Tahun n-1 (%)
1 ) 3 K ] Rp K | Rp K ] Rp K | Rp K ] % K ] Rp K | %
4 5 6 7 8=/6 x 100% 9=5+7 10=9/54x100% 12
Pemerataan Kuantitas dan
Kualitas Pendidik dan Tenaga .
" N Jumlah Lembaga Pendidikan .
Kependidikan Bagi Satuan 0.7 Dinas
10104201 pendidikan Dasar, PAUD dan PAUD Dasar ?ﬁ” N.O”FO"“.Z' | faporan 5 | 14,200,000 L1 35,740,000 L1 35740000 | 100.00 100.00 175 | 498400 Pendidikan
Pendidikan Non yang memenuhi rasio guru idea 00
Formal/Kesetaraan
Program Pengendalian Persentase Lembaga Pendidikan o #DIV/ f Dinas
101.05 Perizinan Pendidikan Dasar yang berisin % 100 | 22,485,000 50 | 5,000,000 0 ; 0 ; o | FPIVIOL | 500 500009 | 5000 | 2224 | Pendidikan
Penerbitan Izin Pendidikan - .
1.01.05.2.01 Dasar yang Diselenggarakan Jumah Lembaga Pendidikan yang laporan 0 0 0 #DIv/ #DIV/O0! Dinas
Berizin - - - o! - - Pendidikan
oleh Masyarakat
Penerbitan Izin PAUD dan
Pendidikan Nonformal yang Jumlah rekomendasi izin #DIV/ f Dinas
1.01.05.2.02 Diselenggarakan oleh PAUDNI yang dikeluarkan Sekolah 127 5,000,000 0 - 0 - o! #DIvio! 127.00 5,000,0?) Pendidikan
Masyarakat
0:28 Urusan Pemerintahan Bidang
i Kesehatan
Program Penunjang Urusan Rata-rata capaian indikator kinerja Dinas
1.02.01 Pemerintahan Daerah kegiatan penunjang urusan % 159,433,703 100 55,661,865, 100 65,971,188, 96 63,298,229, 118,960,
Kabupaten/Kota perangkat daerah 100 138 801 577 797 | 9600 95.95 | 19600 | “popgog | 19600 | 7461 | Kesehatan
Perencanaan, Penganggaran, .
S T Jumlah dokumen perencanaan dan Dinas
10201.201 gzzg‘éa'”as' Kinerja Perangkal | o1 00ran kinerja yang di sediakan dokumen 6 1,533,750 6 3,500,000 6 3,500,000 | 100.00 10000 | 12.00 5'033’73 Kesehatan
Administrasi Keuangan Jumlah Sub Kegiatan Administrasi - Dinas
1.02.01.2.02 " jenis 3 53,480,033, 3 64,161,058, 24 61,659,155, 115,139,
Perangkat Daerah Keuangan yang Dikelola 109 457 158 80.00 96.10 5.40 188,264 Kesehatan
Administrasi Barang Milik Jumlah Sub kegiatan Administrasi - Dinas
10201.203 | paerah pada Perangkat Daerah | Keuangan yang dikelola Jenis 3| 58000000 121 69,600,000 12| 69,600,000 | 100.00 10000 | 15.00 127'600006 Kesehatan
Administrasi Kepegawaian Jumlah Aparatur yang telah Dinas
10201.2.05 Perangkat Daerah Mengikuti Bimtek orang 81 27,990,000 51 20892200 411 16040000 | 8200 81.08 | 1210 44'93063 Kesehatan
Administrasi Umum Perangkat Jumalah Sub Kegiatan - Dinas
10201.206 | pogran Administrasi umum yang dikelola Jenis 2 | 363,951,878 4 | 587,934,230 19 | 567873832 | 47.50 %59 | 390 | B Kesehatan
Pengadaan Barang Milik S .
. Jumlah Peralatan dan Mesin Milik . 67. Dinas
1.0201.2.07 Daerah Penunjang Urusan Dinas yang Tersedia Unit | 90,771,360 701 11,546,000 3| 11101000 | 96.14 96.15 | 14130 | 101872 Kesehatan
Pemerintah Daerah 360
Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Jasa Penunjang Urusan . Dinas
10201.2.08 Urusan Pemerintahan Daerah yang Dikelola Jasa 3 1'561'81863 3 | 041,663,600 26 | gag3or.8a8 | 8667 89.03 5.60 2'42042‘; Kesehatan
Pemeliharaan Barang Milik . .
b Jumlah Randis yang . 35. Dinas
1.02.01.2.09 Daerah Penunjang Urusan g Unit/Tahun 60 60 209,499,
Pemerintahan Daerah BerfungsiBaik dan Layak Jalan 77,767,100 174,994,000 3 131,731,962 58.83 75.28 95.30 062 Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya . . .
Tingkat Pemenuhan Universal 24, Dinas
1.02.02 Kesehatan Perorangan dan 0 % 291,360,413 100 96,224,495, 100 110,492,336 88,700,156, 184,924,
Upaya Kesehatan Masyarakat Helath Coverage (%) 100 604 698 045 91 869 24.91 80.28 12491 652,567 12491 63.47 Kesehatan
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Jumlah Fasilitas Layanan
Kesehatan untuk UKM dan Kesehatan (RS dan 20 Dinas
10202201 UKP Kewenangan Daerah puskesmas/jaringannya) yang Puskesmas 12 20,432,638, 12 4'788'3832'3 5 4’512’55962 17.08 94.24 14.05 2454356; Kesehatan
Kabupaten/Kota berfungsi baik dan terakreditasi !
Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Rujukan jumlah jenis layanan kesehatan 10. Dinas
1.02.02.2.02 Tingkat Daerah yang dilaksanakan puskemas 12 75,728,439, 12 105,510,663 4 84,075,303, 86.67 79.68 29.40 159,803, Kesehatan
) 742,865
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Sistem : . " .
> Jumlah sistem informasi kesehatan . Dinas
1.02.02.2.03 Informasi Kesehatan secara . sistem 1 1 0 132,032,
Terintegrasi yang di kelola 63,418,600 71,774,000 68,613,800 - 95.60 1.00 200 Kesehatan
Penerbitan 1zin Rumah Sakit
Kelas C, D dan Fasilitas Jumlah fasilitas kesehatan yang Dinas
1.0202.2.04 Pelayanan Kesehatan Tingkat | diawasi laporan 0 ; 8 | 121,515,000 24 | 43680000 | 30.00 35.95 | 240 43’68063 Kesehatan
Daerah Kabupaten/Kota
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Realisasi Capaian Target Kinerja dan Realisasi Capaian Tingkat Capaian Ti?(%ﬁztrgadpaanian
Urusan/Bidang Urusan . L Capaian Kinerja Lisast Lap g ! Kinerja dan grat ap Realisasi Kinerja Ja da Perangkat
: Indikator Kinerja Program Kinerja RKPD Anggaran RKPD Kinerja dan Realisasi
Kode Pemerintahan Daerah dan /Kegi Satuan RPJMD pada /d Tahun Lal Tahun berial Anggaran RKPD Realisasi A dan Anggaran A Daerah
Program/ Kegiatan (outcome)/Kegiatan (output) Tahun 2024-2026 Sig Janun -alu “ahun berjalan yang yang Dievaluasi calisasi Anggaran RKPD s/d Tahun n- nggaran Penanggung
Tahun 2023 dievaluasi Tahun 2024 RKPD (%) RPJMD s/d
Tahun 2024 Jawab
Tahun n-1 (%)
1 ) 3 K ] Rp K | Rp K ] Rp K | Rp K ] % K ] Rp K %
4 5 6 7 8=/6 x 100% 9=5+7 10=9/54x100% 12
Program Peningkatan Kapasitas 2 Dinas
1.02.03 Sumber Daya Manusia Rasio tenaga kesehatan % 100 1,016,013,9 5 230,334,770 100 1,116,793,8 28 647,234,000 42.48 57.95 47.48 877,568, 47.48 86.37 Kesehatan
Kesehatan 56 94 770
Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Jumlah Dokumen Perencaan Dinas
1.02.03.2.02 Manusia Kesehatan untuk UKP Kebutuhan dan Pendayagunaan Dokumen 1 3 0.7 357,409,
dan UKM di Wilayah Sumber Daya Manusia Kesehatan 230,334,770 279,145,000 127,075,000 23.33 45,52 1.70 770 Kesehatan
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Jumlah pegawai yang mengikuti Dinas
1.0203.2.03 Teknis Sumber Daya Manusia | oyinoicatan mutu dan kompetensi orang 0 ; 12 | 837,648,804 75 | 520,150,000 | 6250 6210 | 750 | 520159, Kesehatan
Kesehatan Tingkat Daerah 000
Kabupaten/Kota
. . Persentase Apotek, Toko Obat dan
Program Sediaan Farmasi, Alat i
’ Alat Kesehatan, serta Usaha TTM o 29. 19. Dinas
10204 ,\Kﬂe.sehata” dan Makanan & TTU dan Usaha Lain yang % 100 | 13696872 26 | 351,553,000 35 1 397,562,600 8 | 207,347,028 | 5657 5215 | 49.06 | 9% | 4906 | 4080 | Kesehatan
inuman . 66 028
Memenuhi Syarat Kesehatan (%)
Pemberian Izin Apotek, Toko Jumlah Apotik, Toko Obat, Alat
Obat, Toko Alat Kesehatan dan Kesehatan dan Optikal, Usaha 102 Dinas
10204.201 Optikal, Usaha Mikro Obat Mikro Obat Tradisional (UMOT) buah 2 351,553,000 21 95,161,600 9 77,355,528 85.04 81.29 | 125.90 428’95028é Kesehatan
Tradisional (UMOT) yang Berizin
Penerbitan Sertifikat Produksi
Pangan Industri Rumah Tangga
dan Nomor P-IRT sebagai Izin Jumlah Usaha TTM & TTU yang 156 Dinas
1.02.04.2.03 Produksi, untuk Produk Diberikan Sertifikat terkait Aspek usaha/tahun 0 486 43,976,0
Makanan Minuman Tertentu Kesehatan - 137,387,000 6 43,976,000 32.22 32.01 | 156.60 00 Kesehatan
yang dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga
Penerbitan Sertifikat Laik
Higiene Sanitasi Tempat
Jumlah Usaha TPM yang .
Pengelolaan Makanan (TPM) s . #DIV/ f Dinas
1.02.04.2.04 antara lain Jasa Boga, Ruma Eier}g:]eeroleh Sertifikat Laik usaha/tahun 0 } 0 ) 0 } 0l #DIV/0! ; a Kesehatan
Makan/Restoran dan Depot Air 9
Minum (DAM)
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan Post Market . .
X Jumlah Usaha yang Produknya di 10. Dinas
10204208 pada Produksi dan Produk Periksa usaha 0 - 20 | 165,014,000 4| 86015500 | 52.00 5213 | 1040 | 860185 Kesehatan
Makanan Minuman Industri 00
Rumah Tangga
Persentase rumah tangga yang .
Program Pemberdayaan . H . o #DIV/ f Dinas
1.02.05 Masyarakat Bidang Kesehatan (rjnaennsgz;ztan perilaku hidup bersih % 100 1,349,10068 0 } 0 } 0 ) ol #DIV/0! ; : Kesehatan
Advokasi, Pemberdayaan, Jumlah puskesmas yang
Kemitraan, Peningkatan Peran melaksanakan advokasi, #DIV/ Dinas
1.02.05.2.01 serta Masyarakat dan Lintas pemberdayaan, kemitraan, puskesmas 0 0 0 #DIV/0!
y . - - - o! - - Kesehatan
Sektor Tingkat Daerah peningkatan peran serta
Kabupaten/Kota masyarakat
Pelaksanaan Sehat dalam Jumlah Puskesmas yang
1.02.05.2.02 ra_ngka Promotif Preventif melaksanakan Upaya Promotif puskesmas 0 0 0 #DIVI/ #DIV/0! Dinas
Tingkat Daerah s - - - 0! - - Kesehatan
Preventif
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya Kesehatan .
Jumlah puskesmas yang #DIV/ Dinas
1.02.05.2.03 Bersumber Daya Masyarakat puskesmas 0 R 0 R 0 R I #DIV/0! R R
(UKBM) Tingkat Daerah melaksanakan Upaya UKBM 0! Kesehatan
Kabupaten/Kota
Program Penunjang Urusan Rata-rata capaian indikator kinerja RSUD
1.02.01 Pemerintahan Daerah kegiatan penunjang urusan % 87,333,092, 100 26,213,818, 100 29,799,847, 96 28,522,627, 54,736,4 Sawerigadin
Kabupaten/Kota perangkat daerah 100 098 394 000 080 96.00 95.71 196.00 45,474 196.00 62.68 g
. . RSUD
10201.202 | Administrasi Keuangan Jumlah Laporan Penatausahaan Japoran 12 | 26213818, 12 | 29,799,847, | 28500627, 54,736,4 Sawerigadin
Perangkat Daerah Keuangan 294 5 95.83 95.71 23.50 45,474 g
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Realisasi Capaian Target Kinerja dan Realisasi Capaian Tingkat Capaian Ti?(%ﬁztrgadpaanian
Urusan/Bidang Urusan " - Capaian Kinerja o p 9 J Kinerja dan gat ap Realisasi Kinerja Jada Perangkat
: Indikator Kinerja Program Kinerja RKPD Anggaran RKPD Kinerja dan Realisasi
Kode Pemerintahan Daerah dan . Satuan RPJMD pada . Anggaran RKPD ot dan Anggaran Daerah
Program/ Keaiatan (outcome)/Kegiatan (output) Tahun 2024-2026 s/d Tahun Lalu Tahun berjalan yang ana Dievaluasi Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun n- Anggaran P
9 9 Tahun 2023 dievaluasi Tahun 2024 yang RKPD (%) RPIMD s/d enanggung
Tahun 2024 Jawab
Tahun n-1 (%)
1 ) 3 K ] Rp K | Rp K ] Rp K | Rp K ] % K ] Rp K | %
4 5 6 7 8=/6 x 100% 9=5+7 10=9/54x100% 12
Program Pemenuhan Upaya . . RSUD
Nilai survei kepuasan masyarakat . HH R 91. S
1.02.02 Kesehatan Perorangan dan . nilai 72 84,886,363, 100 107,002,030 93,458,881, 178,345, Sawerigadin
Upaya Kesehatan Masyarakat terhadap layanan rumah sakit 85 # 233 311 31 829 91.31 87.34 163.31 245,062 192.13 79.70 g
Penyediaan Fasilitas Pelayanan RSUD
Kesehatan untuk UKM dan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang . S
1.02.02.2.01 UKP Kewenangan Daerah di benahi (Jenis) unit 0 R 3 3,215,608,6 29 3,069,456,5 96.67 95.45 290 3,069,45 Sawerigadin
17 19 6,519 g
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan RSUD
untuk UKM dan UKP Rujukan Jumlah Layanan Kesehatan yang . 21. 19. S
1.02.02.2.02 Tingkat Daerah di fasilitasi unit 33 84,886,363, 22 103,786,231 2 90,389,425, 87.27 87.09 40,53 177562574513 Sawerigadin
Kabupaten/Kota ' ' 9
Urusan Pemerintahan Bidang
1.03.00 Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Program Penunjang Urusan Rata-rata capaian indikator kinerja 88 Dinas
1.03.01 Pemerintahan Daerah kegiatan penunjang urusan % 37,316,729, 100 80,243,740, 100 11,996,905, ) 11,235,588, 91,479,3 245.1
Kabupaten/Kota perangkat daerah 100 584 412 829 2 509 88.20 93.65 | 18820 28,921 188.20 4 PUPR
Perencanaan, Penganggaran, Jumlah dokumen renstra, renja, Dinas
10301.201 gzzg‘éa'”as' Kinerja Perangkat | b\ a'tan DPA perangkat daerah Dokumen 101 a3112750 51 7621000 51 7615650 | 10000 90.93 | 15.00 40,72864(1) PUPR
Administrasi Keuangan Jumlah Laporan penatausahaan Dinas
1.03.01.2.02 laporan 85 17,830,951, 5 6,498,862,0 5 6,073,173,6 23,904,1
Perangkat Daerah keuangan 858 00 2 100.00 93.45 90.00 25,490 PUPR
Administrasi Barang Milik Dinas
1.03.01.2.03 Daerah pada Perangkat Daerah | 2UMIah laporan pengelolaan aset laporan 65 | 35580750 1| 16,030,000 1| 16000800 | 10000 10000 | 66.00 51'6105'3 PUPR
Administrasi Kepegawaian Administrasi ASN PD yang 152 Dinas
103.01.205 Perangkat Daerah dikelola orang 5 | 85197120 8 | 46,495,000 8 | 46406560 | 100.00 99.81 | 237.50 131'660836 PUPR
Administrasi Umum Perangkat Jumlah sub kegiatan administrasi - 48 Dinas
103.01.2.06 Daerah umum yang ditatakelolakan Jenis 3 1'424'866951 5 | 345905508 49 | aa5107,262 | 98.00 96.85 9.73 1'729;12; PUPR
Pengadaan Barang Milik . .
1.03.01.2.07 Daerah Penunjang Urusan j‘;:;;afarﬁ’ara"g milik daerah yang unit 8 | 58,946,020, 33 | 4,630,039, 8 | 43546089 | L, 005 | 1600 | 633006 PDL'J’;?;
Pemerintah Daerah 898 45 22 ) ) ) 29,820
Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah jasa penunjang urusan - Dinas
103.01.2.08 Urusan Pemerintahan Daerah daerah yang dibiayai Jenis 8 1'392'959(% 8 | 275613156 3| 257470927 | 100.00 93.42 6.00 1'630623 PUPR
. - Jumlah barang milik daerah
1.03.01.2.09 Eea?ri'éhéﬁau"niimﬁgrﬁﬁéﬂk penunjang urusan pemerintah unit 67, 134 65, 640,217 Dinas
e . Jang daerah yang Pemeliharaannya 7 | 495,041,742 176,250,000 2 145,175,756 48.66 82.37 | 132.90 o oa PUPR
Pemerintahan Daerah dibiayai 498
Luas Wilayah Rawan Banjir dan
Program Pengelolaan Sumber Kawasan Produktif yang Sarana 32. Dinas
1.03.02 Daya Air (SDA) Prasarana Sumber Daya Aimya ha gs | 066:587.079, g | 15881799, 75 | 30774817, 75| 30318073, | 44009 98.52 | 107.60 467'505%2 12682 | 69.38 PUPR
Ditangani !
Pengelolaan SDA dan
Bangunan Pengaman Pantai " . .
1.03.02.2.01 pada Wilayah Sungai (WS) L:r?s 'Ji‘t’:ﬁs;r?ia””” Genangan Ha/M3 105 14,608527, 25 | 30588817, 2 | 30138001, | 000 w53 | g | 447466 EJ,‘;";
dalam 1 (satu) Daerah yang ditang 572 212 874 . : : 19,446
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Irigasi
Primer dan Sekunder pada Persentase jaringan irigasi dalam o 650 Dinas
10302202 Daerah Irigasi yang Luasnya kondisi baik % 38 | 12732121 65 1 186,000,000 0 | 180,982,000 | 10900 o7.30 | 65%8. | 145425 PUPR
. 00 0.00 00 4,100
dibawah 1000 Ha dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan dan Persentase Rumah Tangga yang 42 Dinas
1.03.03 Pengem_banga_n Sls_tem Te_lah Memlhkl Akses Terhadap % 100 1,798,800,0 100 12,324,721, 100 563,500,000 1 237,082,694 22.10 22.07 142.10 12,561,8 142.10 698.3 PUPR
Penyediaan Air Minum Air Minum 00 03,732 4
Pengelolaan dan .
. Jumlah Rumah Tangga/KK yang 190 42. Dinas
1.03.03.2.01 Pengembangan Sistem P Lo KK/Tahun 12,324,721, 100 1,942. 12,561,8
Penyediaan Air Minum telah memiliki akses air minum 0 038 563,500,000 1 237,082,694 42.10 42.07 10 03,732 PUPR
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Realisasi Capaian Target Kinerja dan Realisasi Capaian Tingkat Capaian Ti?(%ﬁztrgadpaanian
Urusan/Bidang Urusan " - Capaian Kinerja o p 9 J Kinerja dan gat ap Realisasi Kinerja Jada Perangkat
: Indikator Kinerja Program Kinerja RKPD Anggaran RKPD Kinerja dan Realisasi
Kode Pemerintahan Daerah dan . Satuan RPJMD pada . Anggaran RKPD ot dan Anggaran Daerah
Program/ Keaiatan (outcome)/Kegiatan (output) Tahun 2024-2026 s/d Tahun Lalu Tahun berjalan yang ana Dievaluasi Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun n- Anggaran P
9 9 Tahun 2023 dievaluasi Tahun 2024 yang RKPD (%) RPIMD s/d enanggung
Tahun 2024 Jawab
Tahun n-1 (%)
1 ) 3 K ] Rp K | Rp K ] Rp K | Rp K ] % K ] Rp K | %
4 5 6 7 8=/6 x 100% 9=5+7 10=9/54x100% 12
(SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota
Program Pengembangan Sistem Persentase sarana Prasarana #DIV/ Dinas
1.03.04 dan Pengelolaan Persampahan persampahan yang berfungsi % 4.9 0 0 #DIV/0! 299,367,
Regional dengan baik 55 899,400,000 299,367,000 - - o! 490 000 891 33.29 PUPR
Pengembangan Sistem dan -
1.03.04.2.01 Pengelolaan Persampahan di f:rrg‘;f]h Sarana Persampahan yang Unit 6 | 209367 000 0 ) 0 ) #D'\S( 4DIV/O! 600 | 299367, e
Daerah Kabupaten/Kota 9 T i ) 000
Program Pengelolaan dan Persentase Rumah Tangga yang 3 Dinas
1.03.05 Pengembangan Sistem Air Memperoleh Layanan Pengelolaan % 100 4,015,454,2 100 y 4,165,48 694.7
Limbah Air Limbah Domestik 100 599,600,000 30 359,440,000 45 150,031,844 43.45 41.74 143.45 6,074 143.45 1 PUPR
Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Air Persentase Rumah Tinggal 43. Dinas
10305201 Limbah Domestik dalam Bersanitasi % % | #0102 100 1 350,440,000 45 | 150031844 | 43.45 a7a | 1aas | 108 PUPR
Daerah Kabupaten/Kota '
Persentase Drainase Dalam N
Program Pengelolaan dan PP 45. Dinas
1.03.06 : . Kondisi Baik / Pembuangan % 3,522,650,0 10 8,821,411,5 48 1,603,700,0 1,506,338,7 10,327,7 293.1
Pengembangan Sistem Drainase Aliran Air Tidak Tersumbat 50 00 £ 00 4 0 94.58 93.93 55.40 50,238 110.80 8 PUPR
Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Drainase .
1.03.06.2.01 yang Terhubung Langsung Panjang Drainase yang di bangun M 288 8,821,415 24 | 15603,700,0 22; 1,506,338,7 | 94,583 03,93 #mﬁ 10,327,7 EJ;?;
dengan Sungai dalam Daerah 38 00 0 .33 ’ 50,238
Kabupaten/Kota
Program Pengembangan Luas Permukiman yang #DIV/ f Dinas
1.03.07 Permukiman Infrastrukturnya dikembangka Ha 0.03 2'398‘40068 0 - 0 - 0 - ol} #DIvio! - - PUPR
Penyelenggaraan Infrastruktur . .
. X Luas Infrastruktur Permukiman di .
1.03.07.2.01 pada Permukiman di Kawasan | \.acan Strategis yang m2/Tahun 0 0 0 DIV upivion Dinas
Strategis Daerah terselengaara - - - o! - - PUPR
Kabupaten/Kota 99
Program Penataan Bangunan Persentase Bangunan Gedung 11 Dinas
1.03.08 e % 332,618,571 180,873,367 70 17,902,453, 70 17,902,406, 198,775,
Gedung berizi Yang Terbangun 90 455 2 858 199 749 100.00 100.00 81.20 774607 90.22 59.76 PUPR
Penyelenggaraan Bangunan
Gedung di Wilayah Daerah
Kabupaten/Kota, Pemberian Jumlah Bangunan Gedung berizin . Dinas
1.03.082.01 1zin Mendirikan Bangunan yang dibangun Unit 0 180'873‘322 1000 17'902'4159% 500 17'902’47()fé 50.00 100.00 | 570.00 17978476757’ PUPR
(IMB) dan Sertifikat Laik ! !
Fungsi Bangunan Gedung
Program Penataan Bangunan Rasio Luas ruang terbuka Hijau o Dinas
103.09 dan Lingkungannya yang tertata & as0 | 400211207 0 - 15| 20000000 07 | 910815500 | 46.67 as54 | 070 | VO8S | a556 | 020 PUPR
Penyelenggaraan Penataan " .
1.03.09.2.01 Bangunan dan Lingkungannya L:r?s er‘:er:gnm:r';ka Hijau (RTH m2 0 ) 83 | 20000000 37é 010815500 | 4550 w5s | arso | 910815 EJ,‘;";
di Daerah Kabupaten/Kota yang 99 00 S5, : : : 500
Proprosi Panjang Jalan yang i 44. 59. Dinas
1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan Berkondisi Baik % 70 4 73 133,790,776 64 20,641,311, 1 19,849,184, 92.34 96.16 103.83 15(33i603§é 148.33 65.74 PUPR
Penyelenggaraan Jalan . : : 10. 432 Dinas
1.03.10.2.01 Panjang Jalan yang ditangani Km 133,790,776 468.26 20,641,311, 19,849,184, 153,639,
Kabupaten/Kota 08 690 000 3 202 92.32 96.16 442.38 961,092 PUPR
Rasio Tenaga Operator/Teknisi/A .
Program Pengembangan Jasa - PP e o 127 43. Dinas
10811 Konstruksi nalisis yang Memiliki Sertifikat & 80 | 216,155,800 55 | 190,883,759 60 | 151,760,000 1| 126774509 | 7183 8354 | 17065 | LGB | ppa3; | 1469 PUPR
Kompetens 358 6
Penyelenggaraan Pelatihan Jumlah Pelatihan Jasa Konstruksi . 18. Dinas
10311201 Tenaga Terampil Konstruksi yang dilaksanakan Kali/Tahun 86 | 187,999,759 L1 117,225,000 L1 111,702,849 | 100.00 9520 | 1086 | 29702 PUPR
Pengawasan Tertib Usaha,
Tertib Penyelenggaraan dan Jumlah Kegiatan Pengawasan Jasa . Dinas
103.11.204 Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan KalifTahun 21 2884000 | 24535000 T 15071750 | 10000 4364 | 300 17'9555'(7) PUPR
Konstruks
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